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BAB 1V
HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum
1. Geografis

Kabupaten Bulungan terletak pada posisi 116° 04’ 41” — 117° 57’ 56” Bujur
Timur dan 2° 09° 19” — 3° 34° 49” Lintang Utara. Secara administratif Kabupaten

Bulungan berbatasan dengan:

Sebelah utara : Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Tana Tidung
Sebelah selatan : Kabupaten Berau ‘

Sebelah timur : Kota Tarakan dan Laut Sulawesi

Sebelah barat : Kabupaten Malinau

Berdasarkan Undang-undang Repuﬁlik Indonesia Nomor 34 tahun 2007
tentang Pembentukan kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Timur maka
Luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi 14.193,17 Km?*

Kabupaten Bulungan terbagi atas 10 kecamatan, dengan, kecamatan terluas
yaitu Kecamatan Peso dengan luas 3.142,79 Km? atau 22,22 % dari luas Kabupaten
Bulungan secara keseluruhan. Sedangkan kecamatan yang memiliki luas terkecil
adalah Kecamatan Bunyu dengan luas 198,32 Km? atau sekitar 1,40 % dari luas
Kabupaten Bulungan. Dilibat dari jumlah desa /kelurahan yang ada, Kecamatan
Sekatak memiliki jumlah desa terbanyak yaitu sebanyak 22 Desa, sedangkan
kecamatan yang memiliki jumlah desa paling sedikit adalah Kecamatan Bunyu dan
Tanjung Palas Tengah sebanyak 2 Desa.

Jumlah penduduk Kabupaten Bulungan berdasarkan hasil registrasi

penduduk pada tahun 2013 tercatat sebesar 154.934 jiwa. Pola persebaran

53
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g | penduduk Kabupaten Bulungan per kecamatan berdasarkan luas wilayah,

kepadatannya adalah berkisar antara 1,48 jiwa/km? (Kecamatan Peso) sampai 70,55
jiwa/km? (Kec. Bunyu). Kepadatan penduduk Kabupaten Bulungan adalah 11,75
jiwa/km?. Ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukkan
bahwa penduduk laki-laki masih lebih banyak dibandingkan dengan perempuan, ini
terlihat dari rasio jenis kelamin. Rasio jenis kelamin penduduk Kabupaten
Bulungan adalah 116,75 ini berarti bahwa setiap 100 orang perempuan berbanding
sekitar 117 laki-laki.

Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang dialiri

| | puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang
i

berbukit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam.

[ Adapun pulau yang terluas adalah Pulau Mandul di Kecamatan Bunyu

(38.737,413 ha) dan sungai yang terpanjang adalah Sungai Kayan (576 km:

B termasuk yang berada di wilayah Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana
i : .

Lol Tidung) sedangkan gunung yang tertinggi adalah Gunung Kundas yang berada di

|
} - Kecamatan Peso dengan ketinggian 1.670 m.

1
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Tabel 4.1
Nama, Luas Wilayah per-Kecamatan dan Jumlah kelurahan

| ¢ Jumiah- : Luas :
’ J * Kelurahan/ © | SR,
No Kecamatan " Desa :

; . (%) thd Total

i

Km2

1 P eso R — 10 3142’79

2 PesoHilir 6 163971

{3 Tg. Palas 9 CoTrss e

"4 Tg. Palas Barat 5 106451753

5 Tg PalasUtara | 6 806,34 5,70

PR

"6 TgPalasTmur |8 163902 [ 11,59

7 | TajmgSelor |9 | 127781 19,03

1

220199398 1410

Jumiab |81 71419337 100

Sumber Statistik Kabupaten Bulungan Tahun 2015

Dari uraian dan tabel diatas bahwa Kabupaten Bulungan memiliki wilayah
yang sangat luas dan beberapa wilayah memiliki leatak geografis yang masih sulit
terjangkau dengan kendaraan darat. Hal ini tentunya menjadi perhatian khsusus

Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan yang merata.
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Gambar 4.1
Peta Administrasi Kabupaten Bulungan dan cakupan Wilayah Kajian
M e

: Pets H
. i Wataysh Admimstras |
"o e Kabup aten

e : Eutungan

<

Saar gs000 !

Sumber Statistik Kabupaten Bulungan Tahun 2015

2. Profil Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan

Program Pembangunan di Kabupaten Bulungan adalah bagian iternal dari
pola Pembangunan nasional yang meliputi aspek bernegara yang saling terkait
dengan wilayah regional dan nasional serta isu — isu internasional / globalisasi.
Keselarasan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Bulungan deangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Pemerintah Pusat
maupun Pemerintah Provinsi merupakan dasar rujukan bagi penyusunan rencana
Strategis masing — masing SKPD.

Berdasarkan Rencana Strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
tahun 2011 — 2015 disusunlah visi dan misi sebagai berikut :

Visi : Pusat Pelayanan Administrasi Yang Tertib, Transaparan dan
Bertanggung Jawab
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Untuk mencapai visi tersebut, maka dirumuskanlah misi sebagai langkah konkret
untuk mencapainya, yaitu :

1. Meningkatkan Kualitas Surber Daya Aparatur sesuai dengan Tugas dan
Fungsinya

2. Meningkatkan Sistem dan Prosedur Pelayanan Administrasi

3. Meningkatkan Kualitas dan Kuantitas Sarana dan Prasarana Pendukung

4. Meningkatkan Koordinasi antar Bagian dan Lintas Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD)

3. Kedudukan dan Fungsi Susunan Organisasi Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan

Berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan nomor 33 tahun 2016 tentang

Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat

Daerah Kabupaten Bulungan sebgaimana terlihat pada gambar berikut
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Gambar 4.2
Struktur Organisasi Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan

SEKRETARIAT DAERAH
KABUPATEN BULUNGAN
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Sumber : Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
(Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016)
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4. Tugas dan Fungsi Pokok Bagian Pembangunan Sekertariat Daerah
Kabupaten Bulungan

1. Sekertaris Daerah

Sekertaris Daerah ( SEKDA ) mempunyai tugas membantu Bupati dalam
penyusunan kebijakan dan pengkoordinasian administratif terhadap pelaksanaan
! tugas perangkat daerah serta pelayanan administratif.
2. Asisten Perekonomiaﬁ dan Pembangunan

Asisten Perekonomian dan Pembangunan mempunyai tugas membantu

SEKDA dalam perumusan kebijakan, koordinasi pelaksanaan program, pelayanan

administrasi, pemantauan, dan evaluasi terkait dengan penyelenggaraan urusan
pemerintahan bidang perckonomian dan sumber daya alam,administrasi
pembangunan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah daerah serta
i | Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan bidang pangan,
perindustrian, perdagangan, koperasi usaha kecil dan menengah, penanaman

modal, pertanian, perikanan, lingkungan hidup, pekerjaan umum dan penataan

i ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman, perhubungan serta urusan
penunjang bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan.
3. Kepala Bagian Pembangunan

Kepala Bagian Pembangunan ( Kabag Pembangunan ) mempunyai tugas
menyiapkan perumusan kebijakan, mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan

fungsi, pemantauan dan evaluasi program kegiatan dan penyelenggaraan

pembinaan teknis, administrasi dan sumber daya di bidang administrasi
pembangunan, pengelolaan dan layanan pengadaan barang dan jasa pemerintah

daerah, serta melaksanakan fungsi koordinasi urusan pemerintahan bidang

|
|
»
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pekerjaan umum dan tata ruang, perumahan rakyat dan kawasan permukiman,
perhubungan dan wurusan penunjang bidang perencanaan, penelitian dan
pengembangan.
4. Sub Bagian Penyusunan dan Pengendalian Program

Sub Bagian Penyusunan dan pengendalian Program mempunyai tugas
menyiapkan bahan koordinasi pembinaan, petunjuk pelaksanaan ‘dan
perencanaan pengendalian, penyusunan kebijakan program serta melaksanakan
tata usaha bagian.

5.  Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan

Sub Bagian Monitoring dan Evaluasi Pembangunan mémpunyai tugas '

menyiapkan bahan koordinasi pembinaan, petunjuk dan pelaksanaan monitoring
dan evaluasi pelaksanaan pembangunan.
6. Sub Bagian Layanan Pengadaan

Sub Bagian Layanan pengadaan mempunyai tugas menyiapkan bahan
koordinasi pembinaan, petunjuk pelaksanaan administrasi pembangunan dan
kebijakan layanan pengadaan barang dan jasa serta menyiapkan bahan
perumusan kebijakan, bahan koordinasi pembinaan dan petunjuk pelaksanaan
kebijakan urusan pemerintahan di bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang,

Perumahan dan Kawasan Permukiman dan Perhubungan.
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B. Hasil Dan Pembahasan

1. Efektivitas Koordinasi Internal Bagian Pembangunan SETDA
Kabupaten Bulungan Dalam Lingkup Pengendalian Kegiatan
Pembangunan

Koordinasi dalam lingkup tugas pengendalian kegiatan pembangunan yang
merupakan tugas Bagian Pembangunan SETDA kabupaten Bulungan sebenarnya
diperlukan sinergitas dan kerjasama baik secara internal yaitu antar pegawai
didalam Bagian Pembangunan SETDA Kabupatén Bulungan sendiri dan dengan
Perangkat daerah lainnya. Sehingga tujuan utamanya yaitu Program pembangunan
yang telah direncanakan dapat berjalan secara maksimal baik dari segi realisasi fisik
maupun dari segi realisasi kevangan (serapan anggaran) untuk menunjang visi dan
misi kepala daerah.

Koordinasi yang dibangun oleh Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten
Bulungan berdasarkan ruang lingkupnya terdiri atas koordinasi internal dan
eksternal sesuai dengan teori yang disampaikan Stoner (dalam Abidin, 2016:133-
134). Merujuk pada teori stoner diatas, koordinasi juga harus memperhatikan
syarat-syarat agar Efektivitas koordinasi dapat tercapai seperti yang disampaikan
Tripathi dan Reddy dalam buku (Moekijat,1994:39), ada 9 syarat yaitu hubungan
langsung, kesempatan awal, dinamisme, tujuan yang jelas, organsisasi yang
sederhana, komunikasi yang efektif, kontiunitas, perumusan wewenang dan
tanggung jawab yang jelas dan Kepemimpinan dan Suvervisi yang efektif. Dari 9
syarat yang di kemukakan oleh Tripathi dan Reddy tersebut, peneliti hanya
berfokus kepada 4 syarat yang yang diindikasikan menjadi kendala dalam

pelaksanaan koordinasi oleh Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan
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yaitu Komunikasi yang efektif, Kontinuitas, Perumusan Wewenang dan tanggung
jawab yang jelas serta Kepemimpinan dan suvervisi yang efektif secara internal
Koordinasi internal adalah koordinasi antar pejabat atau antar unit dalam
satu organisasi, Sedangkan menurut arahnya Koordinasi vertikal dan horizontal
dalam suatu organisasi. Dalam pelaksanaan Pengendalian kegiatan pembangunan
di Bagian Pembangunan SETDA kabupaten Bulungan memerlukan koordinasi baik
secara vertikal yaitu antara Asisten perekonomian dan Pembangunan, Kabag
Pembangunan dan Bawahannya, dan koordinasi secara horizontal yaitu antara

kasubbag.

a. Komunikasi yang efektif

Pelaksanaan pengendalian kegiatan pembangunan yang menjadi tugas
Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan memerlukan adanya
koordinasi antar pegawai di dalam organisasi sehingga tugas yang dilaksanakan
dapat berjalan lancar sesuai yang diharapkan. Salah satu yang dibutuhkan adalah
komunikasi antar pegawai sehingga perintah atau intruksi dan infrormasi baik dari
atasan atau teman sejawat dapat diterima dengan baik serta dapat menimbulkan
timbal balik sehingga komunikasi yang dibangun bersifat dua arah

Guna memahami pentingnya pelaksanaan efektivitas koordinasi internal
maupun eksternal yang diterapkan oleh Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten
Bulungan melalui komunikasi yang efektif, peneliti melakukan wawancara dengan
Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk mengetahui bagaimana
pelaksanaan komunikasi, metode komunikasi yang digunakan serta kendala
komunikasi apa yang terjadi. Berikut kutipan hasil wawancara tentang komunikasi

untuk koordinasi internal yang dilakukan:
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“Komunikasi yang dijalankan dalam melaksanakan tugas dan fungsi saya
tentunya secara formal dan sesuai dengan struktur organisasi kami, dimulai
dari adanya instruksi yang diberikan oleh Sekda kepada asisten, dilanjutkan
dari asisten kepada kepala bagian dan seterusnya hingga pada pelaksana
baik. Jenis komunikasinya juga variatif, kadang secara lisan, tulisan, dan
bias juga melalui disposisi. Tetapi tidak menutup kemungkinan dalam
kondisi tertentu komunikasi yang terjadi tidak terlaksana secara formal,
biasanya komunikasi seperti itu terjadi pada saat saya tidak berada ditempat
atau ada urusan lain dan saat yang sama Sekda memberikan instruksi dan
membutuhkan tanggapan yang cepat sehingga langsung memberi perintah
ke Kabag. Namun, Kabag di bawah saya tetap melaporkan secara formal
kepada saya jadi tidak informasi yang ada tidak terputus. Ya difleksibelkan
saja dalm kondisi-kondisi tertentu selama itu untuk kepentingan dan tujuan
bersama.”

“Biasanya instruksi atau perintah yang saya berikan atau teruskan ke bawah
(Kabag) berupa instruksi langsung melalui tatap muka. Harapannya dengan
begitu esensi dari instruksi yang saya berikan dapat secara keseluruhan
dipahami. Tapi terkadang juga lewat telepon misalkan saya atau Kabag di
bawah saya sedang tidak di tempat, bahkan dalam kondisi tertentu saya
sampaikan lewat disposisi sesuai struktur yang ada. Umpan balik tentunya
ada dan terlaksana dengan baik dan sedikit banyak sudah sesuai dengan
instruksi yang saya berikan.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai pelaksanaan komunikasi efektif yang
dilakukan secara internal apakah telah berjalan dengan efektif atau tidak
memperoleh jawaban sebagai berikut:

“Soal komunikasi efektif di internal sih bisa dibilang sudah berjalan secara

efektif, saya dengan bawahan saya (Kabag) sudah menjalin komunikasi

struktural yang sesuai, jadi informasi yang ada selalu tepat maksud dan
tujuan.”

Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan kendala-kendala yang

terjadi atau dihadapi dalam pelaksanaan efektivitas komunikasi secara internal

memperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Kendalanya yang terjadi dalam komunikasi internal kami sih biasanya
susahnya berkomunikasi langsung tatap muka, itu kadang karena masing-
masing dari kita (saya dan Kabag) memiliki kesibukan sehingga tidak
memungkinkan untuk ketemu langsung secara rutin.”

| (Hasil wawancara tanggal 25 April 2017)
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Sebagai langkah untuk menambah bahan analisis, selanjutnya peneliti
melakukan wawancara melalui pertanyaan yang sama kepada Kepala Bagian
Pembangunan mengenai pelaksanaan komunikasi internal yang ada di Bagian

Pembangunan SETDA Kab. Bulungan dan memperoleh hasil sebagai berikut:

“Saya sebagai Kabag tentunya dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus
selalu mengkomunikasikan informasi-informasi, perintah dan hasil
pelaksanaan tugas baik secara formal maupun non formal. Baik itu kepada
atasan saya (Sekda dan Asisten) maupun kepada bawahan saya.
Mekanismenya jelas, sesuai strukturnya, seperti saya dapat perintah dari
Sekda secara langsung atau melalui Asisten dan kemudian saya teruskan ke
bawahan saya karena tidak mungkin dalam melaksanakan tugas saya
berjalan sendiri. Metodenya sendiri biasanya langsung ketemu (tatap muka),
kadang juga lewat telepon atau disposisi. Dengan Asisten sih sangat
tergantung, beliau memiliki kesibukan yang tinggi dan jadwal yang padat
schingga disesuaikan lagi komunikasinya dengan situasi dan kondisi, jika
sama-sama di tempat ya bisa tatap muka langsung, jika sangat mendesak
dan gak lagi di tempat, seringnya lewat telepon atau pesan singkat”

“Lain halnya dengan bawahan saya, komunikasi yang berjalan lebih
fleksibel. Biasanya Saya melakukan diskusi dengan Kasubbag / staf yang
membidangi untuk menjelaskan tugas yang akan diberikan. Misalnya
membuat surat terkait percepatan pembangunan atau membuat surat balasan
SKPD atau menyiapkan data yang diminta oleh SKPD melalui dispo dari
Pimpinan. Apabila terkait dalam tim diadakan rapat staf untuk membahas
bersama- sama bagaimana pelaksanaannya misal pelaksanaan Rakoldal,
siapa tau ada ide-ide atau inovasi yang lebih baik dalam pelaksanaanya.
Upaya ini saya harapkan pada masing-masing Kasubbag untuk selalu
berkomunikasi dan memberikan umpan balik, baik sesama kasubbag
maupun kepada bawahannya masing-masing untuk melaksanakan tugas
sebaik-baiknya dan dapat saling bekerja sama.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai pelaksanaan komunikasi efektif yang
dilakukan secara internal apakah telah berjalan dengan efektif atau tidak,

memperoleh jawaban sebagai berikut:

“Sudah bisa dibilang efektif, karena komunikasi yang kami jalankan sudah
sesuai dengan aturan yaitu secara strktural dan tidak terputus, belum lagi
komunikasi yang terlaksana selalu membawa informasi yang tepat guna dan
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dilaksanakan sesuai arahan perintah yang dikomunikasikan, itu berarti
sudah berjalan efektif komunikasi internal kami.”

Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan kendala-kendala yang

terjadi atau dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi secara internal memperoleh

hasil wawancara sebagai berikut:

“Kendala yang terjadi mungkin apabila Kasubbag berhalangan hadir/dinas
luar dan HP-nya non aktif atau sudah dihubungi sehingga agak sulit
melakukan komunikasi. Namun secara keseluruhan komunikasi yang
dilakukan di Bagian Pembangunan sejauh ini berjalan lancar dan instruksi
yang saya berikan juga selalu dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan
laporan-laporan oleh kasubbag terkait pelaksanaan kegiatan baik secara
lisan maupun tulisan.”

(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)

Wawancara selanjutnya, Peneliti lakukan kepada Kasubbag Monitoring dan

Evaluasi Pembangunan selaku Kasubbag yang melaksanakan tupoksi Pengendalian
kegiatan pembangunan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan serupa yang
berkaitan dengan pelaksanaan komunikasi internal. Berikut kutipan hasil

wawancara yang dilakukan:

“Pelaksanaan komunikasi lebih mengutamakan rasa kebersamaan dan
kekeluargaan karena jumlah pegawai sedikit dan tentunya saya harus
bekerjasama dengan seluruh pegawai baik itu dari segi kebutuhan data
maupun dalam pelaksanaannya. Misalnya kegiatan monitoring ke lapangan,
saya membutuhkan data Alokasi Kegiatan Per Kecamatan yang dikelola
kasubbag penyusunan dan pengendalian program dan Data Pemenang
Lelang dari Kasubbag Layanan Pengadaan sebagai pedoman melakukan
monitoring dan dalam pelaksanaannya kami lakukan secara bersama-sama
dengan membagi tim ke 10 kecamatan. Jadi pada intinya semua terlibat dan
saling bekerja sama.”

Berhubungan dengan metode yang digunakan, pertanyaan yang diberikan

selanjutnya mengarah pada bagaimana metode komunikasi secara internal yang

diterapkan. Jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

“Komunikasinya biasa pakai metode diskusi baik dengan atasan, bawahan
atau Kasubbag yang lain. Klo lewat telpon biasanya jika ada suatu yang

_ mendesak dan membutuhkan umpan balik langsung dan yang bersangkutan
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sedang tidak di tempat atau lagi dinas luar. Soal apakah komunikasinya
efektif, ya menurut saya sudah berjalan secara efektif karena segala hal yang
dikomunikasikan sudah jelas dan dapat langsung dilaksanakan. Kendala
yang terjadi dalam komunikasi apabila kesibukan dari beberapa anggota
terkait urusan kantor dalam waktu yang sama, jadi agak susah untuk
bertemu.” : ‘
Pertanyaan selanjutnya mengenai pelaksanaan komum'kasi efektif yang
dilakukan secara internal apakah telah berjalan dengan efektif atau tidak,
memperoleh jawaban sebagai berikut:

“efektif, karena komunikasi di bagian pembangunan lebih flesksibel dan
tidak kaku.”

Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan kendala-kendala yang
terjadi atau dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi secara internal memperoleh
hasil wawancara sebagai berikut:

“Kendalanya sih tidak ada, selama ini sudah berjalan dengan baik.”

(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada staf sebagai bentuk pendalaman
tentang pelaksénaan komunikasi internal pada Bagian Pembangunan SETDA Kab.
Bulungan untuk memperoleh bahan tambahan analisis. Berikut hasil wawancara
yang dilakukan:

“Jalinan komunikasi yang dilakukan sih fleksibel saja dan tidak terlalu kaku,

Kabag atau Kasubbag secara terstruktur memberikan instruksi atau perintah

dengan jelas dan sering melakukan diskusi dengan kami sebagai bawahan

mereka. Kabag dalam berkomunikasi lebih santai dan bersahabat. Soal
perintah sih, cara penyampaiannya juga cukup jelas jadi kami mudah untuk
melaksanakannya.”

Berhubungan dengan metode yang digunakan, pertanyaan yang diberikan

kepada staff Bagian Pembangunan selanjutnya mengarah pada bagaimana metode
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komunikasi secara internal yang diterapkan. Jawaban dari pertanyaan tersebut
adalah sebagai berikut :
“Metode komunikasinya sering terjadi sih bertemu langsung atau tatap
muka. Dengan begitu diskusi bisa berjalan dengan baik, ditambah lagi
diskusi yang sifatnya santai dan kekeluargaan.”
Pertanyaan selanjutnya mengenai pelaksanaan komunikasi efektif yang
dilakukan secara internal apakah telah berjalan dengan efektif atau tidak,

memperoleh jawaban sebagai berikut:

“Sudah efektif, karena komunikasi yang dilakukan fleksibel dan santai
sehingga bekerja lebih tenang.

Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan kendala-kendala yang
terjadi atau dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi secara internal memperoleh
hasil wawancara sebagai berikut :

“Untuk kendala tidak ada yang signifikan atau yang dapat menghambat

komunikasi.”

(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)

Hasil wawancara mengenai komunikasi efektif internal diperoleh bahwa
dari segi mekanisme dan metode yang digunakan, menurut Asisten Perekonomian
dan Pembahgunan selaku atasan langsung dari Kepala Bagian Pembangunan,
pelaksanaan komunikasi intemal yang pada Bagian Pembangunan SETDA
Kabupaten Bulungan adalah secara formal mengikuti struktur organisasi yang ada.
Komunikasi terstruktur tersebut dimulai dari instruksi atau perintah yang diberikan
oleh Sekretaris Daerah kepada Asisten, dan diteruskan kepada Kepala Bagian
Pembangunan untuk disampaikan kepada jajaran yang ada di bawahnya hingga
pada staf pelaksana. Komunikasi tersebut dilakukan baik secara lisan maupun

tulisan atau disposisi tergantung dari kondisi dan situasi yang ada. Sejalan dengan
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hal tersebut, Handayaningrat (1995 :90) memberikan konsep bahwa koordinasi
internal merupakan koordinasi yang terjadi antara atasan dan bawahan (terstruktur)
dalam suatu organisasi baik itu bersifat vertikal maupun horizontal. Dengan
demikian, dapat disimpulkan bahwa komunikasi yang merupakan syarat dari
koordinasi internal yang terlaksana pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan sudah sesuai dengan konsep koordinasi.

Namun, dalam hal lain, menurut beberapa informan, tidak menutup
kemungkinan bisa terjadi komunikasi informal pada kondisi-kondisi tertentu
misalnya Sekretaris Daerah langsung memberikan intruksi kepada Kepala Bagian
atau Asisten langsung memberikan perintah kepada Kasubbag. Pelaksanaan
komunikasi internal yang sifatnya informal dan tidak struktrural tersebut sangat
bergantung pada situasi dan kondisi yang terjadi atau dalam hal ini kendala
komunikasi yang dijabarkan oleh para informan yaitu pada saat masing-masing
pimpinan tidak berada ditempat atau ada urusan lain akan tetapi tetap menjaga
informasi yang ada agar tidak terputus atau tetap dilaporkan secara terstruktur.
Sedangkan untuk metode komunikasi melalui tatap muka, telepon atau disposisi,
Asisten menganggap komunikasi melalui tatap muka atau diskusi langsung lebih
efektif karena secara teknis informasi yang didapat lebih banyak dan akurat.
Berkaitan deﬂgan kendala dari i(omunjkasi yang teljadi,' menurut Asisten
Perckonomian dan Pembangunan bahwa kendala yang biasa terjadi adalah
kesibukan yang dibadapi masing-masing sehingga komunikasi tatap muka atau
diskusi sulit untuk terealisasi.

Sama Halnya dengan analisis dari wawancara yang dilakukan kepada Kepala

Bagian Pembangunan. Berkaitan dengan pelaksanaan komunikasi yang diterapkan,
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menurut Kabag Pembangunan bahwa komunikasi yang sudah dilaksmakm adalah
secara formal dan informal dimana dalam pelaksanaannya juga berdasarkan
struktur yang ada. Kepala Bagian Pembangunan tentunya harus melakukan
komunikasi yang baik atas semua tugas yang menjadi tanggung jawabnya kepada
atasan atau kepada bawahan secara formal dan informal. Hasibuan (2014 : 88)
mengatakan bahwa syarat komunikasi yang efektif dalam koordinasi salah satunya
adalah terciptanya sense of cooperation atau adanya kesadaran untuk saling bekerja
sama. Hal ini kemudian menjadi dukungan bahwa pelaksanaan komunikasi internal
yang ada pada Bagian Pembangunan sudah sejalan dengan konsep komunikasi yang
efektif kerena fnasing—masing pihak Yang masuk dalam struktur menciptakan rasa
saling bekerja sama sehingga memandang komunikasi sebagai sesuatu yang harus
dilaksanakan dengan biak.

Selanjutnya, untuk metode komunikasi internal yang digunakan di Bagian
Pembangunan adalah melalui komunikasi langsung berupa diskusi dan tatap muka,
via telepon, diéposisi atau dalam bentuk laporan. Untuk komunikasi dengan Asisten
Perekonomian dan Pembangunan, menurut Kabag Pembangunan, sangat
tergantung dengan situasi dan ‘kondisi karena melihat dari kesibukan masing-
masing. Apabila ada ditempat, komunikasi dapat dilakukan melalui tatap muka atau
diskusi langsung, sedangkan ketika dalam keadaan yang penting (urgent),
komunikasi dilakukan melalui telepon. Untuk komunikasi dengan bawahan,
menurut Kabag Pembangunan, pelaksanaannya lebih fleksibel dimana komunikasi
lebih mengutamakan berlangsung secara diskusi dengan Kasubbag serta staf bidang
tertentu untuk menjelaskan tugas yang akan diberikan. Sebagai contoh, untuk

membuat surat tenatng percepatan pembangunan atau membuat surat balasan
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SKPD atau menyiapkan data yang diminta oleh SKPD melalui Sekda. Apabila
komunikasi berkaitan dengan tugas tim, maka diadakan rapat staf untuk membahas
secara bersama-sama tenatng pelaksanaannya spserti mengadakan Rakoldal. Hal ini
dianggap oleh Kabag Pembangunan dapat menghadirkan ide-ide atau inovasi yang
lebih baik dalam pelaksanaan tugas Bagian Pembangunan. Hal 1m diakui oleh
| _ Kabag Pembangunan sebagai upaya agar masing-masing kasubbag dapat selalu
berkomunikasi, baik sesama kasubbag maupun kepada bawahan masing-masing
dalam melaksanakan tugas dengan baik dan dapat saling bekerja sama. )
Analisis yang sama selanjutnya dilakukan terhadap hasil wawancara lebih
lanjut dengan Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Pembangunan selaku Kasubbag
yang memiliki tupoksi Pengendalian kegiatan pembangunan diperoleh hasil bahwa
pelaksanaan komunikasi di Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan
dalam melaksanakan tugas pengendalian kegiatan pembangunan lebih
mengutamakan kebersamaan dan kekeluargaan dimana untuk mengatasi jumlah
pegawai yang sedikit dan kebutuhan akan data dan infromasi antar kasubbag untuk
menjalin kerjasama dengan baik. Untuk metode yang dipakai lebih sering berbentuk
komunikasi diskusi baik dengan atasan, bawahan atau kasubbag yang lain. Adapaun
! komunikasi secara tidak langsung seperti melalui telepon biasa dilakukan ketika
ada yang sedang dalam perjalanan dinas luar. Hal serupa juga disampaikan oleh staf
pelaksana bahwa komunikasi di bagian pembangunan dilakukan secara fleksibel

dan kekeluargaan serta mengandung instruksi yang sangat jelas.

Kendala-kendala pelaksanaan komunikasi yang disampaikan oleh para
informan dianggap masih wajar karena masih bisa diatasi dengan metode

komunikasi lain yang tidak mengurangi intensitas dan kualitas informasi yang

[
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diberikan. Hal ini juga sesuai dengan pernyataan yang diberikan oleh semua
informan bahwa kendala yang terjadi dalam pelaksanaan komunikasi tidak terlalu
signifikan karena masih dalam taraf yang wajar.

Kemampuan organisasi untuk mengadakan kegiatan yang kompleks
tergantung pada cara bagaimana anggota orgaﬁ;sasi menerapkan sistem komunikasi
dalam organisasinya. Semakin besar toleransi atau rasa saling membutuhkan serta
persatuan yang dimiliki para anggota organisasi maka akan menciptakan
komunikasi yang semakin mudah dan efektif. Dalam menyampaikan perintah
ataupun mengarahkan bawahan, atasan memerlukan kemampuan komunikasi yang
baik, sehingga ‘perintah yang diterima oleh bawahan dapat dipahami dengan jelas
dan jika terjadi kesalahan komunikasi tidak menimbulkan permasalahan yang
berbenturan diantara orang-orang yang terlibat serta adanya umpan balik melalui
gagasan, ide atau saran dari penerima perintah. Komunikasi merupakan aspek yang
sangat penting bagi organisasi yang maju dan berkembang karena bagi suatu
organisasi yang memiliki sistem komunikasi tidak efektif, akan berdampak pada
kemajuan perkembangan organiasi karena adanya mis komunikasi yang
menyulitkan organisasi mencapai tujuannya.

Komunikasi merupakan suatu bidang yang sangat penting dalam organisasi.
Komunikasi dalam organisasi adalah suatu proses penyampaian informasi, ide-ide
diantara para anggota organisasi secara timbal balik dalam rangka mencapai tujuan
yang telah ditetapkan. (Pace dan Faules, 2001:41). Pendapat yang senada
dikemukakan éleh Effendy (2009:78) yang menyatakan bahwa komunikasi internal

yang efektif dalam organisasi adalah dengan terlibatnya seluruh komponen
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organisasi mulai dari pimpinan, unit kerja dan bawahan untuk saling memberikan
informasi dan mengelola pesan untuk mencapai tujuan.

Berdasarkan semua hasil wawancara di atas dan merujuk teori yang ada
mengenai komunikasi internal, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan komunikasi
internal di Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan secara
intenal sudah berjalan dengan efektif dan memenuhi syarat untuk komunikasi
internal. Sejalan dengan konsep dasar koordinasi yang dijabarkan oleh Tripathi dan
Reddy dalam Moekijat (1994:41) bahwa koordinasi yang baik adalah mengandung
komunikasi yang hubungannya bersifat langsung, komunikasi internal yéng
diterapkan oleh Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan juga sudah
sesuai dengan konsep hubungan langsung tersebut sehingga dalam pelaksanaannya
segala macam ide, salah paham, informasi dan lainnya dapat dijelaskan secara jauh
lebih baik.

Sejalan dengan fungsi koordinasi pada penelitian Masril (2010) yang
menemukan hasil bahwa melalui intensitas koordinasi dibidang dakwah yang
mengalami peningkatan, maka efektivitas pelaksanaan kegiatan dakwah juga akan
mengalami peningkatan. Dalam penelitian ini, konsep efektivitas koordinasi
melalui komunikasi yang efektif juga sudah terpenubhi mengingat bahwa
komunikasi efektif yang merupakan syarat dari koordinasi internal yang
dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten memiliki intensitas
yang tinggi.

Berdasarkan semua hasil wawancara di atas dan merujuk teori Yang ada
serta penelitian sebelumnya mengenai komunikasi internal, dapat peneliti

simpulkan dan interpretasikan bahwa pelaksanaan komunikasi internal di Bagian
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Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan secara intenal sudah berjalan dengan
efektif dan memenuhi syarat untuk komunikasi internal. Sejalan dengan konsep
dasar koordinasi yang dijabarkan oleh Tripathi dan Reddy dalam Moekijat
(1994:41) bahwa koordinasi yang baik adalah mengandung komunikasi yang
hubungannya bersifat langsung, komunikasi internal yang diterapkan oleh Bagian
Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan juga sudah sesuai dengan konsep
hubungan -langsung tersebut sehingga dalam pelaksanaannya éegala macam ide,
salah paham, informasi dan lainnya dapat dijelaskan secara jauh lebih baik. Dengan
kata lain, komunikasi yang terjalin pada Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten
Bulungan merupakan komunikasi yang efektif sehingga mempermudah koordinasi
untuk aktivitas pengendalian kegiatan pembangunan. |
b. Kontinuitas

Guna memahami pentingnya koordinasi internal yang diterapkan pada
Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan melalui kontinuitas
pelaksanaan pengendalian kegiatan pembangunan, maka peneliti melakukan
wawancara dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan. Berikut adalah hasil
dari wawancara yang dilakukan:

“Ya, dalam pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan

harus dilakukan koordinasi secara terus-menerus, karena hasil pengendalian

kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Pembangunan nanti digunakan
sebagai bahan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah”.

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan apakah dalam pelaksanaan

kegiatan pengendalian pembangunan terdapat kalender (jadwal koordinasi) serta

mengacu pada kalender yang dibuat. Berikut jawaban yang diperoleh dari

pertanyaan tersebut:
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“Jadwal rapat koordinasi atau Rakoldal sudah diatur dalam perbup yaitu
setiap bulan untuk masing-masing SKPD dan setiap triwulan untuk seluruh
SKPD, secara internal mungkin saya serahkan masing-masing Kepala
Bagian saya hanya monitor saja.

Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan kendala-kendala yang
terjadi atau dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi yang kontinyu memperoleh
hasil wawancara sebagai berikut:

“Kendala juga pastinya ada di lapangan, seperti pelaksanaan lelang yang
terlambat sehingga mempengaruhi serapan anggaran karena mulai kegiatan
pembangunan juga akan lambat. Selain itu, kurangnya SDM juga menjadi
masalah, belum clear and clean lokasi pelaksanaan pembangunan serta
keadaan iklim yang tak terhindarkan.

(Hasil wawancara tanggal 25 April 2017)

Selanjutnya peneliti melakukan pendalaman wawancara untuk keperluan

perluasan analisis kontinuitas terhadap Kepala Bagian Pembangunan SETDA
Kabupaten Bulungan dengan pertanyaan serupa. Berikut adalah hasil dari
wawancara yang dilakukan:

“ya, Koordinasi yang dilakukan sudah pasti sesuai pelaksanaan
pengendalian kegiatan pembangunan, dilakukan mulai dari menyusun
pedoman pengendalian, jadwal pelaksanaan monitoring hingga pada
evaluasi hasil pelaksanaan pengendalian tersebut.”

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan apakah dalam pelaksanaan
kegiatan pengendalian pembangunan terdapat kalender (jadwal koordinasi) serta
mengacu pada kalender yang dibuat. Berikut jawaban yang diperoleh dari

pertanyaan tersebut:

“Ada, rapat internal kita jadwalkan setiap bulan sesuai aturan yang ada,
dalam pelaksanaanya dimulai pada awal untuk membahas semua rencana
apa aja yang mau dikerjakan, baik itu pedoman, jadwal pelaksanaan
pengendalian dan sekaligus evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya. upaya
ini untuk menumbuhkan semangat atau motivasi dalam bekerja sehingga
pelaksanaannya bisa terarah. saya harus berkoordinasi secara terus menerus
karena saya yang bertanggung jawab terkait pengendalian kegiatan
pembangunan tersebut. Jadi sewaktu-waktu saya adakan rapat staf sebagai
bahan evaluasi tidak harus sebulan sekali.
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Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan kendala-kendala yang
terjadi atau dihadapi terkait kowtinuitas secara internal, memperoleh hasil
wawancara sebagai berikut :

“Kendalanya ya biasanya jadwal monitoring yang sudah ditentukan sering

tertunda untuk dilaksanakan, karena ada tugas mendadak yang juga tidak

bisa ditinggal misal undangan-undangan kerja di luar daerah atau perintah

pak SEKDA yang harus segera dilaksanakan.”
(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)

Wawancara selanjutnya, Peneliti lakukan kepada Kasubbag Monitoring dan
Evaluasi Pembangunan selaku Kasubbag yang melaksanakan tupoksi Pengendalian
kegiatan pembangunan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan serupa yang
berkaitan dengan kontinuitas secara internal. Berikut kutipan hasil wawancara yang
dilakukan:

“Ya, karena sebelum melaksanakan monitoring ke lapangan terlebih dahulu
dibahas secara bersama-sama mengenai panduan monitoring melalui
formulir yang telah dibuat untuk kebutuhan data monitoring ke lapangan
dan jadwal pelaksanaan serta pembagian tim. Sehingga lebih memudahkan

dalam melaksanakan tugas tersebut.
(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan apakah dalam pelaksanaan
kegiatan pengendalian pembangunan terdapat kalender (jadwal koordinasi) serta
mengacu pada kalender yang dibuat. Berikut jawaban yang diperoleh dari

pertanyaan tersebut:

Sesuai perturan sih ada setiap bulan sebagai bahan evaluasi, namun disini
untuk rapat staf fleksibel bisa sewaktu-waktu bahkan sering kita lakukan
koordinasi untuk membahas pelaksanaan tugas. Rutinnya setiap awal tahun
tentunya sebagai persiapan dalam melaksanakan kegiatan agar semua yang
terlibat dapat melaksanakan tugasnya sedangkan dalam pelaksanaan
koordinasi disini terus dilakukan baik dengan atasan bawahan dan kasubbag
yang lain.”
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Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan kendala-kendala kontinuitas
koordinasi secara internal memperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Biasanya kendala yang sering terjadi itu soal jadwal monitoring saja yang
tertunda, karena disini ada ketentuan bahwa perjalanan dinas harus
didampingi oleh kasubbag tidak boleh staf yang melakukan perjalanan
sendiri, sehingga harus menyesuaikan jadwal kasubbag-kasubbag yang

bersangkutan.”
(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada staf sebagai bentuk pendalaman -
tentang pelaksana kontinuitas intérmal pada Bagian Pembangunan SETDA -
Kabupaten Bulungan untuk memperoleh bahan tambahan analisis. Berikut hasil
wawancara yang dilakukan:

“Iya, disini setiap awal tahun Kabag Pembangunan mengadakan rapat staf

untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan yang akan dikerjakan, jadi ada

rencananya, sehingga kami disini menyiapkan bahan dan tau tugas masing-
masing mulai perencanaan sampai pada evaluasi nantinya.”

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan apakah dalam pelaksanaan
kegiatan pengendalian pembangunan terdapat kalender (jadwal koordinasi) serta
mengacu pada kalender yang dibuat. Berikut jawaban yang diperoleh dari

pertanyaan tersebut:

“Jadwal koordinasi terkait pengendalian kegiatan pembangunan mungkin
pada rapat staf awal tahun ada, untuk pelaksanaannya biasanya Kabag
langsung berkoordinasi kepada masing-masing kasubbag atau staf yang
membidangi.”

Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan kendala-kendala kontinuitas
koordinasi secara internal memperoleh hasil wawancara sebagai berikut :

“Lumrah sih kendala yang terjadi, seperti jadwal monitoring yang sering

berubah-ubah, dan kadang ngikuti jadwal atasan schingga terhambat dari

segi waktu pelaksanaan.” -
(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)
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Hasil wawancara tentang kontinuitas di internal Bagian Pembangunan
SETDA Kabupaten Bulungan bahwa menurut Asisten Perk-onomian dan
Pembangunan bahwa koordinasi dalam melaksanakan kegiatan pengendalian
dimonitor secara terus menerus (kontinyu), karena hasil dari pengendalian tersebut
digunakan sebagai bahan laporan dan evaluasi yang disampaikan kepada SEKDA
sedangkan kalender koordinasi tentang pelaksanaannya dilakukan secara teknis di
Bagian Pembangunan dan tugas Asisten hanya memantau saja. Senada dengan itu
Kabag Pembangunan menyatakan bahwa koordinasi dimulai dari awal pelaksanaan
kegiatan yaitu dari menyusun pedoman pengendalian, jadwal pelaksanaan
monitroing dan evaluasi pelaksanaan pengendalian secara bersama-sama.
Koordinasi dimulai pada awal tahun tentu kita membahas semua rencana apa aja
yang mau dikerjakan, baik itu pedoman, jadwal pelaksanaan dan sekaligus evaluasi
pelaksanaan tahun sebelumnya. Upaya ini untuk menumbuhkan semangat atau
motivasi dalam bekerja dan pekerjaannya bisa terarah. Hal ini juga sesuai dengan
pernyataan kasubbag Monitoring dan Evaluasi Pembangunan yaitu sebelum
pelaksanaan monitoring ke lapangan terlebih dahulu membahas secara bersama-
sama mengenai panduan monitoring melalui formulir yang telah dibuat untuk
kebutuhan data monitoring ke lapangan dan jadwal pelaksanaan serta pembagian
tim yang bertujuan untuk memudahkan dalam melaksanakan tugas tersebut. Lebih
lanjut apa yang disampaikan staf pelaksana juga menguatkan bahwa pelaksanaan
kegiatan pengendalian melalui perencanaan yang dibahas pada awal tahun melalui
rapat staf.

Kendala-kendala yang teridentifikasi dan dihadapi dalam kontinuitas

kegiatan pengendalian menurut informan yaitu ada jadwal pelaksanaan khususnya
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yang berkaitan dengan pelaksanaan monitoring. Seringnya terjadi perubahan
jadwal yang tak menentu berdampak pada tertundanya pelaksanaan pengendalian
kegiatan pembangunan.

Kontinuitas dalam melaksanakan Pengendalian kegiatan pembangunan
yang dimaksud disini adalah semua yang terlibat dalam pengendalian pembangunan
mengetahui pelaksanaan dari awal hingga pelaksanaannya selesai pada evaluasi
dalam hal ini selama pelaksanaan APBD berjalan sehingga tujuan pengendalian
kegiatan pembangunan ini dapat tercapai baik dari segi adminsitrasi yang akurat
maupun dari segi realisasi kegiatan.

Sejalan dengan yang dikemukakan oleh Tripathi dan Reddy dalam Moekijat
(1994:40), Koordinasi merupakan suatu proses yang kontinu dan yang harus
dilaksanakan langsung pada semua rangkaian waktu mulai dari tahap perencanaan
karena koordinasi merupakan dasar struktur organisasi, maka koordinasi harus
berlangsung selama perusahaan melaksanakan fungsinya dalam kata lain terlaksana
secara berkesinambungan. Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dan
merujuk pada teori yang ada, pelaksanaan kontinuitas dalam pengendalian kegiatan
pembangunan yang dilgkukan Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan
selama ini belum berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dengan masih adanya jadwal
pelaksanaan monitoring yang sering tertunda sehingga tentunya mempengaruhi
pelaksanaannya monitoring itu sendiri. |

Meskipun demikian, secara konseptual, pelaksanaan koordinasi berdasarkan
kontinuitas internal pada Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan
tentang pelaksanaan pengendalian kegiatan pembangunan sudah tergolong efektif

karena sudah terlaksana secara berkelanjutan sesuai jadwal (kalender) yang
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ditetapkan atau dengan kata lain mulai dari perencanaan hingga pada evaluasi dari
pelaksanaan pengendalian. Hal tersebut juga sudah sejalan dengan konsep
kontinuitas koordinasi menurut Handayaningrat dalam Abidin (2016:126 ) yang
mensyaratkan bahwa koordinasi itu perlu ada proses secara terus-menerus karena
fungsi koordinasi yang bersifat berkesinambungan dan harus dikembangkan
sehingga tujuan dapat tercapai dengan baik.

Kontuinitas efektif pada internal Bagian Pembangunan yang disimpulkan
telah terlaksana dengan baik berdasarkan analisis terhadap hasil wawancara yang
dilakukan dianggap telah memenuhi konsep pengukuran Efektivitas koordinasi.
Dalam pengukuran efektivitas koordinasi menurut Ndraha (2015:297), salah satu
caranya adalah melihat dari segi proses koordinasi dilaksanakan atau proses
koordinasi tersebut berjalan secara berkelanjutan. Berdasarkan teori pengukuran
tersebut, maka pelaksanaan koordinasi yang didasarkan pada konsep kontinuitas
pada Bagian Pembangunan sudah berjalan secara efektif karena koordinasi yang
efektif adalah koordinasi yang prosesnya dilaksanakan secara berkelanjutan.

Temuan dalam analisis wawancara tentang kontinuitas koordinasi internal
pada Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan dalam penelitian ini
merupakan tambahan bukti dari penelitian sebelumnya yang menemukan bahwa
koordinasi yang dilaksanakan dalam bentuk pengawasan secara terus-menerus
dapat memberi pengaruh positif terhadap Efektivitas kegiatan yang dilakukan
organisasi pemerintahan (Lubis, 2010 dan Nazaradin, 2014).

Merujuk pada hasil analisis wawancara dan berpegang pada konsep dan
hasil penelitian terdahulu tentang pelaksanaan koordinasi yang efektif ditinjau dari

kontinuitasnya maka penelitian ini menyimpulkan bahwa kontinuitas koordinasi
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pengendalian kegiatan pembangﬁnan yang dilaksanakan secara internal oleh
Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan telah memenuhi persyaratan
koordinasi yang §fektif dari segi kontinuitas. Hal ini disimpulkan dari temuan
bahwa dalam pelaksanaan koordinasi, pihak-pihak yang berkaitan dengan
pengendalian khususnya yang melakukan monitoring dan evaluasi telah
melaksanakan koordinasi secara berkelanjutan mulai dari tahap perencanaan,
pengendalian, dan evaluasi setelah kegiatan pembangunan selesai dilaksanakan.
¢. Perumusan Wewenang dan Tanggungjawab Yang Jelas

Berhubungan dengan pemahaman mengenai pentingnya perumusan
wewenang dan tanggung jawab yang diterapkan pada Bagian pembangunan
SETDA Kabupaten Bulungan secara internal, peneliti melakukan wawancara
dengan Asisten Perekonomian dan Pembangunan untuk mengetahui perumusan
wewenang dan Tanggung Jawab terkait pelaksanaan pengendalian kegiatan
pembangunan. Berikut ini hasil dari wawancara yang dilakukan:

“Tentu, sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 33 tahun 2016 tentang

SOTK Sekretariat Daerah. Jadi pemisahan tugas dan kewajiban sudah

sangat jelas. Konsepnya sendiri juga berdasarkan pelaksanaan pemisahan

tugas yang diatur dalam peraturan tersebut dan diterapkan dalam

pengendalian kegiatan pembangunan.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai kesesuaian tugas dan fungsi pokok
masing-masing apakah telah dilaksanakan sesuai dengan kewajibannya. Berikut
jawaban dari pertanyaan tersebut:

“Sudah sesuai, masing-masing bidang yang dilimpahkan tugas dan
tanggung jawab sudah melaksanakan tupoksi masing-masing berkaitan
dengan pelaksanaan pengendalian kegiatan pembangunan. Misalnya Kabag
Pembangunan yang mendapat tanggung jawab penuh untuk pengendalian
pembangunan, dia langsung melaksanakan koordinasi yang cukup dengan
bawahan untuk pelaksanaannya.”
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Selanjutnya, pertanyaan yang diberikan untuk mengetahui apakah terdapat
pelimpahan tugas dan tanggung jawab dari atasan ke bawahan yang tidak sesuai
dengan tugas serta fungsi pokok bawahan. Jawaban yang diperoleh adalah sebagai
berikut:

“Pelimpahan wewenang dan tanggung jawab sejauh yang saya tau sih tidak

ada, namun klo membantu yang lain ya ada saja. Misalnya mengahdiri rapat

-rapat koordinasi yang bukan bidang saya namun tentu atas perintah atasan

yaitu SEKDA, kita harus siap dan melaporkan hasilnya namun sifatnya

hanya membantu Asisten lain yang kebertulan tidak ada ditempat.”
Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan kendala dalam pelaksanaan rumusan
wewenang dan tanggung jawab yang terjadi dan memperoleh jawaban sebagai

berikut :

“Kendalanya sejauh ini tidak ada.
(Hasil wawancara tanggal 25 April 2017)

Selanjutnya, sebagai langkah untuk mendalami konsep pemisahan
wewenang dan tanggung jawab internal, peneliti melakukan pendalaman
wawancara dengan Kepala Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan
dan memperoleh hasil sebagai berikut:

“Ya, Kita bekerja tentu harus ada pedoman dan dalam pelaksanaannya

masing-masing bidang memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya sesuai

Tupoksi yang ada dalam Perbub.”

Selanjutnya, pertanyaan yang diberikan untuk mengetahui apakah terdapat

pelimpahan tugas dan tanggung jawab dari atasan ke bawahan yang tidak sesuai

dengan tugas serta fungsi pokok bawahan. Jawaban yang diperoleh adalah sebagai

berikut:

“Salah pelimpahan atau pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan
tanggung jawab dan wewenang masing-masing sih belum pernah terjadi
karena masing-masing sudah sadar dengan tupoksi sesuai aturan bupati.
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Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan kendala dalam pelaksanaan rumusan
wewenang dan tanggung jawab yang terjadi dan memperoleh jawaban sebagai
berikut :

“Kendala pelaksanaan tugas dan wewenang yaitu kurangnya jumlah dan
kualitas SDM yang ada di Bagian pembangunan sangat berpengaruh
terhadap pelaksanaan tugas, ditambah dengan beban kerja yang tinggi dan
diharuskan dapat menyelesaikan semua dengan cepat dan tepat sehingga
memang semua kerjaan dibutuhkan kerjasama dan saling mengisi terkadang
dengan sistem keroyokan. Ketika ada kasubbag yang satu berhalangan
hadir, kasubbag yang lain dapat menggantikan apa yang dikerjakan oleh
kasubbag yang berhalangan hadir.. Namun masing-masing kasubbag harus
tetap focus dan tanggung jawab sesuai tupoksinya.”jadi sifatnya saling

membantu.”
(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan dengan tujuan yang sama untuk
pendalaman konsep perumusan wewenang dan tanggung jawab internal képada
Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Pembangunan dan hasilnya adalah sebagai
berikut:

“Ya, Peraturan Bupati tentunya mengatur tugas dan fungsi masing- masing
jabatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerjaan, sebenarnya tinggal
melaksanakan saja sesuai yang diatur didalamnya. Memang kegiatan
pengendalian seperti pelaporan realisasi fisik/keuangan, monitoring ke
lapangan menjadi tupoksi saya, namun dalam bhal pelaskanaannya
dikerjakan secara Tim yang di SK kan. Semua dapat bagian dalam hal
pengendalian administrasi pembangunan, yaitu menghimpun data Alokasi
Kegiatan Masing-masing Instansi, Menghimpun data Monitoring Kegiatan,
Merekaptulasi Laporan Kegaitan SKPD setiap bulannya.”

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan kendala terbesar dalam pelaksanaan
rumusan wewenang dan tanggung jawab yang terjadi dan memperoleh jawaban
sebagai berikut :

“Kendala pelaksanaan tugas dan wewenang yang sering ditemui itu jumlah
pegawai yang sedikit yaitu hanya 9 orang pegawai ASN, masing-masing
kasubbag membawahi 2 orang pegawai. Dengan jumlah pegawai yang

minim harus mengendalikan ratusan kegiatan yang tersebar di 10
kecamatan, tentunya sangat merepotkan ditambah jumlah pegawai wanita
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lebih banyak dari laki-laki sehingga terkadang monitoring yang dihasilkan
Jauh dari memuaskan, terkadang jadwal monitoring terbentur tugas dadakan
diluar tupoksi sehingga jadwal monitoring diundur. tapi kami berusaha
bekerja secara maksimal ditengah keterbatasan.

(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)

Peneliti juga melakukan wawancara kepada staf sebagai bentuk pendalaman
tentang perumusan wewenang dan tanggung jawab pada Bagian Pembangunan
SETDA Kab. Bulungan untuk memperoleh bahan tambahan analisis. Berikut hasil
wawancara yang dilakukan:

“Ya, kami sudah dibagi tugasnya masing-masing dan tentunya dilaksanakan

sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan pimpinan. Soal

pelaksanaanya juga memperhatikan tatanan administrasi untuk
pengendalian kegiatan pembangunan.”

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan kendala dalam pelaksanaan
rumusan wewenang dan tanggung jawab yang terjadi dan memperoleh jawaban
sebagai berikut:

“Kendalanya jumlah pegawai yang minim jadi disini tugas rangkap-

rangkap, saya kadang -kadang diminta membantu kasubbag lain. tapi

sebenarnya bagus juga kita lebih tan semua kerjaan. Misalnya kegiatan

Rakoldal semua pegawai terlibat dan bekerja sama, Pembuatan data alokasi

perkecamatan dikeroyok bersama padahal bukan tugas saya karena untuk

data monitoring ke lapangan.”
(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)
Pelaksanaan tugas dan fungsi di Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten

Bulungan tentu harus berdasarkan tupoksi yang telah ditentukan di dalam Peraturan

Bupati Bulungan Nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi,

tugas dan fungsi Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan sehingga
masing-masing bagian dapat bekerja secara terarah dan dapat menyelesaikan semua

kegiatan dengan baik dan tentu harus melakukan koordinasi antar bagian

didalamnya.
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Menurut semua informan, dalam perumusan wewenang dan tanggung
jawab untuk aktivitas pengendalian kegiatan pembangunan yang dilakukan di
Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan, masing-masing bagian
berpedoman sesuai dengan tupoksi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bulungan
Nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat Dacrah Kabupaten Bulungan. Hal ini selanjutnya
berdampak pada terarahnya pekerjaan masing-masing dan dapat menyelesaikan
semua kegiatan dengan baik dan dibarengi dengan pelaksanaan koordinasi yang
cukup baik di dalamnya.

Tripathi dan Reddy dalam Moekijat (1994:41) menjelaskan bahwa salah
satu faktor yang memudahkan koordinasi adalah definisi wewenang dan tanggung
jawab yang jelas untuk masing—masing individu dan bagian. Wewenang yang jelas

tidak hanya mengurangi pertentangan diantara pegawai—pegawai yang berlainan,

" tetapi juga membantu mereka dalam pelaksananaan pekerjaan dengan kesatuan

tujuan. Selanjutnya, wewenang yang jelas memebantu manajer dalam memelihara
orang—orang bawahan bertanggung jawab atas pelanggaran pembatasan-
pembatasan. Melihat dari hasil wawancara yang dilakukan, pelaksanaan pemisahan
wewenang dan tanggung jawab pada Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten
Bulungan sudah sesuai karena jelas tertuang dalam Peraturan bupati sehingga sudah
sejalan dengan konsep yang dikemukakan di atas.

Berdashrkan hal diatas dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan tugas dan
fungsi di Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan berpedoman kepada
peraturan bupati yang berlaku sehingga masing-masing bagian sudah bekerja secara

terarah. Namun dalam pelaskanaan pengendalian kegiatan pembangunan dilakukan
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secara bersama-sama berdasarkan Surat Keputusan Bupati tentang Tim
pengelolaaan data tetapi hal ini tidak mengurangi pemisahan wewenang dan
tanggung jawab yang jelas sudah diterapkan karena untuk pengendalian kegiatan
pembangunan memang membutuhkan sumber daya manusia yang berlebih. Konsep
p&umusan wewenang dan tanggung ja§vab internal yang diterapkan Bagian
Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan juga sudah sejalan dengan konsep
koordinasi yang disyaratkan dan sudah memenuhi konsep pemisahan tugas yang
tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem
Pengendalian Intern Pemerintah yang menyebutkan bahwa para pimpinan harus
menjamin adanya pemisahan tugas yang sesuai dengan fungsi dan tanggung jawab
masing-masing pelaksana.

Pelaksanaan perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada
Bagian Pembangunan yang merupakan salah satu persyaratan koordinasi yang
ungkapkan oleh Tripathi dan Reddy dalam Moekijat (1994:41) ditemukan sudah
terlaksana dengan baik. Berdasarkan wawancara yang dilakukan kepada beberapa
informan, disebutkan bahwa pembagian tugas dan wewenang Bagian
Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan sudah dilaksanakan dengan sangat
jelas karena sudah tertuang dalam Peraturan Bupati No. 33 Tahun 2016 (Hasil
wawancara 25 April 2017).

Dengan demikian, koordinasi internal dalam bentuk perumusan wewenang
dan tanggung jawab yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan SETDA
Kabupaten Bulungan dalam aktivitas pengendalian kegiatan pembangunan sudah
tergolong efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam menciptakan koordinasi

yang dikemukakan oleh Sugandha (1991:47). Dia mengungkapkan bahwa salah
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satu prinsip untuk menciptakaﬁ koordinasi yang efektif adalah dengan adanya
kesepakatan mengenai kegiatan atau tindakan yang harus jelas dilakukan oleh
masing-masing pihak atau dengan kata lain terdapat perumusan wewenang dan
tanggung jawab yang sudah disepakati Bersama.

Sejalan dengan hasil wawancara beserta keterdukungan konsep perumusan
wewenang dan tanggung jawab sebagai salah satu persyaratan koordinasi efektif,
maka penelitian ini memberikan interpretasi bahwa perumusan wewenang dan
tanggunga jawab yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan SETDA Kab.
Bulungan sudah termasuk perumusan yang sangat jelas. Kesimpulan ini didasarkan
pada perumusan yang dilakukan oleh Bagian Pembangunan yang berpédoman pada
Peraturan Bupati Nomor 33 tahun 2016 yang mengatur tugas dan wewenang dengan
jelas dan memiliki kekuatan hukum. Dengan demikian, pelaksanaan koordinasi
yang ditinjau dari perumusan wewenang dan tanggung jawab internal Bagian
Pembangunan SETDA Kab. Bulungan sudah efektif sehingga dapat terlaksana
sesuai dengan perencanaan dari perumusan tersebut.

d. Kepemimpinan dan Supervisi yang efektif

Memahami pentingnya koordinasi internal melalui Kepemimpinan dan
Supervisi Yang efektif yang diterapkan pada Bagian pembangunan SETDA
kabupaten bulungan, dalam hal ini untuk mengetahui bagaimana kepemimpinan
dan supervisi kabag pembangunan sebagai pejabat pelaksana teknis kegiatan
(PPTK) yang memiliki tanggung jawab terkait pelaksanaan tugas pengendalian
kegiatan pembangunan, peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bagian

Pembangunan untuk mengetahui kepemimpinan dan supervisi yang dilakukan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43145 pdf

87

dalam pelaksanaan tugas Pengendalian kegiatan pembangunan. Di bawah ini

adalah hasil dari wawancara yang dilakukan:

“Pimpinan saya (Sekda dan Asisten) sudah baik dalam melakukan
koordinasi karena yang mereka sampaikan sangat jelas dan terstruktur.
Soal pengendalian kegiatan pembangunan pun sudah sesuai dengan
harapan saya. Mengingat saya memiliki tanggung jawab dalam
pelaksanaan pengendalian khusunya terkait pelaporan adminsitrasi
pembangunan, jadi saya harus memperoleh koordinasi yang jelas dari
pimpinan.”

Selanjutnya, pertanyaan diberikan tentang bagaimana cara Kabag

Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan mengkoordinir para bawahan agar

melaksanakan tugas serta menghasilkan kinerja yang baik. Berikut jawaban yang

diperoleh:

“Saya disini menanamkan sistem kekeluargaan dan kebersamaan karena
dengan jumlah pegawai yang minim tentu harus dimaksimalkan sebaik
mungkin, dengan cara komunikasi yang instensif dalam melaksanakan
tugas-tugas melalui pertemuan baik secara personal maupun dalam rapat
staf untuk mengetahui sejaumana progress penyelesaian pekerjaan.dan
masing-masing sudah dibagi tugas sehingga bertanggung jawab terhadap
tugas yang saya berikan. Tentunya kembali lagi komunikasi sering
dilakukan dalam melaksanakan tupoksi.”

Pertanyaan selanjutnya diberikan mengenai penerapan sistem monitoring

serta melakukan supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para bawahan.

Hasil atau jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

“Pasti, karena saya juga dimonitor oleh asisten bidang perekonomian dan
pembangunan, sebagai pimpinan dibagian pembanagunan tentunya juga
harus memonitor semua yang dilakukan bawahan sebagai bahan evaluasi
kedepan dan apabila terjadi masalah dalam pekerjaan cepat dapat
diselesaikan. :

(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)

Selanjutnya peneliti melakukan pendalaman wawancara kepada Kasubbag

Monitoring dan Evaluasi Pembangunan. Berikut ini adalah hasil dari wawancara

yang dilakukan:
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“Saya rasa efektif, Kabag selaku atasan saya dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya telah melaksanakannya dengan baik, semua pekerjaan
dikoordinasikan kepada bawahan dengan jelas serta memberikan arahan dan
memberikan solust untuk permasalahan yang dibadapi. Selain itu, atasan
juga memberikan pemahaman serta mau menerima saran dan ide dari
bawahan.

Pertanyaan selanjutnya diberikan mengenai apakah Kabag Pembangunan
SETDA Kabupaten Bulungan selaku pimpinan dalam menerapkan sistem
monitoring atau supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para bawahan.
Hasil atau jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

“Ya, Monitoring yang dilakukan atasan dilakukan secara fleksibel, jika ada

pekerjaan yang pada saat itu perlu arahannya, atasan secara langsung

menyampaikan kepada bawahan.”
(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)

Selanjutnya uuntuk memperkuat, peneliti melakukan pendalaman
wawancara dengan staf pelaksana pada Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten
Bulungan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Ya, Kabag selama ini salalu berkoordinasi dengan baik dengan semua
pegawai, apabila ada tugas yang diberikan biasanya dengan penjelasan cara
mengerjakannya dan memang kabag ini maunya semua pegawai dapat
melasksanakan tugas yang diberikan.

Pertanyaan selanjutnya diberikan mengenai apakah Kabag Pembangunan
SETDA Kabupaten Bulungan selaku pimpinan. dalam menerapkan sistem
monitoring atau supervisi terhadap pekerjaan yang dilakukan oleh para bawahan.
Hasil atau jawaban dari pertanyaan tersebut adalah sebagai berikut:

“Beliau ini orangnya memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Apabila
memberikan tugas pasti nanti ditanya sampai dimana hasilnya, bagaimana
prosesnya, dan sejauh mana keberhasilan dari pelaksaan tugas yang
diberikan. Hal ini membuat kami dituntut untuk lebih disiplin dalam
menjalankan tugas yang diberikan.”

(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)
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Hasil wawancara Menurut Kepala Bagian Pembangunan menyatakan
bahwa dalam memimpin instansinya lebih menerapkan sistem kekeluargaan dan
kebersamaan dengan cara melakukan komunikasi yang intensif dalam
melaksanakan tugas-tugas baik itu melalui pertemuan secara personal maupun rapat
staf yang bertujuan untuk memaksimalkan jumlah pegawai yang sedikit dan untuk
mengetahui perkembangan progres penyelesaian pekerjaan masing-masing bagian
dan selalu memonitor semua pekerjaan yang dilakukan bawahan sebagai bahan
evaluasi kedepan dan apabila terjadi masalah dalam pekerjaan cepat dapat
diselesaikan.

Hal yang disampaikan Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
tentang kepemimpinan Kepala Bagian Pembangunan bahwa Pimpinan dalam
menjalankan tugas dan wewenangnya telah melaksanakannya dengan baik, semua
pekerjaan dikoordinasikan kepada bawahan, memberikan arahan, memberikan
solusi dan memberikan pemahaman serta juga mau menerima saran dan ide dari
bawahan, Monitoring yang dilakukan atasan secara fleksibel, jika ada pekerjaan
yang pada saat itu perlu arahannya, atasan secara langsung menyampaikan kepada
bawahan.

Hal senada juga disampaikan oleh staf pelaksana dimana pimpinan selama
ini s.alalu berkoordinasi dengan baik dengan semua pegawai, apabila ada tugas yang
diberikan biasanya dengan penjelasan cara mengerjakannya dan memang kabag ini
maunya semua pegawai dapat melasksanakan tugas yang diberikan dan Pimpinan
menerapkan kedisiplinan dalam melaksanakan tuéas ke pada bawahannya.

Kepemimpinan dan supervisi memainkan peranan penting dalam organisasi,

berhasil tidaknya suatu organisasi salah satunya ditentukan oleh sumber daya yang
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ada dalam organisasi tersebut. Di samping itu faktor yang sangat berperan penting
adalah faktor kepemimpinan. Peran utama kepemimpinan adalah mempengaruhi
orang lain untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Kartono (2004:93) menjelasakan fungsi kepemimpinan adalah untuk
memahdu, menuntun, membimbing, membangun, memberi atau membangunkan
motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin jaringan-jaringan
komunikasi yang baik, memberikan pengawasan yang efisien dan membawa para
pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan waktu dan
perencanaan.

Berdasarkan hasil wawancara informan diatas dan merujuk pada teori yang

ada, Kepemimpinan dan supervisi dalam melaksanakan Pengendalian kegiatan

pembangunan selama ini sudah berjalan efektif. Hal ini dibuktikan dengan bahwa
kepala bagian pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan Sebagai pimpinan di
instansinya dapat sebagai komunikator yang efektif dan dapat mengarahakan,
membimbing dan menggerakkan bawahannya untuk mencapai tujuannya.
Kesimpulan ini juga sudah sejalan dengan konsep fungsi kepemimpinan yang
dikemukakan oleh Siagian (1999:47-48) yang menyatakan bahwa seorang
pemimpin yang berperan sebagai penentu arah, akan mengiring bawahan menuju
arah pencapaian tujuan yang ditetapkan dan melakukan komunikasi yang jelas
sehingga dapat diterima oleh semua bagian di baMy& o

Senada dengan hasil penelitian Nazarudin (2014) yang menemukan bahwa
koordinasi dan pengawasan sebagai fungsi dari kepemimpinan dan supervisi dapat
meningkatkan efektivitas kerja, penelitian ini juga memperoleh hasil analisis bahwa

pelaksanaan kepemimpinan yang dilakukan pada aktivitas pengendalian kegiatan
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pembangunan sudah berjalan dengan baik. Hal ini juga didukung dari hasil
wawancara yang dilakukan kepada Kabag dan Kasubag yang ada di Bagian
Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan yang mengungkapkan bahwa para
pimpinan (Sekda dan Asisten) sudah baik dalam melaksanakan fungsi
kepemimpinan dalam koordinasi dibuktikan dengan penyampaian informasi berupa
perintah yang jelas dan terstruktur sehingga dapat dikatakan fungsi kepemimpinan
dan supervisi untuk pengendalian kegiatan pembangunan di Bagian Pembangunan
SETDA Kabupaten Bulungan sudah berjalan dengan efektif (Hasil wawancara 26
April 2017).

Berdasarkan hasil wawancara informan dan merujuk pada teori yang ada,
Kepemimpinan dan supervisi dalam melaksanakan Pengendalian kegiatan
pembangunan selama ini sudah berjalan efektif. Hal ini dibuktikan disimpulkan
dari pelaksanaan kepemimpinan kepala bagian pembangunan SETDA Kabupaten
Bulungan di instansinya dapat dikatakan sebagai komunikator yang efektif dan
dapat mengarahkan, membimbing dan menggerakkan bawahannya untuk mencapai
tujuannya. Kesimpulan ini juga sudah sejalan dengan konsep fungsi kepemimpinan
yang dikemukakan oleh Siagian (1999:47-48) yang menyatakan bahwa éeorang
pemimpin yang berperan sebagai penentu arah, akan mengiring bawahan menuiu
arah pencapaian tujuan yang ditetapkan dan melakukan komunikasi yang jelas
sehingga dapat diterima oleh semua bagian di bawahnya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 4 syarat untuk mencapai Koordinasi
yang efektif pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
dapat disimpulkan bahwa Koordinasi secara internal sudah berjalan dengan efgktif

baik dari segi komunikasi antar pegawai, kontinuitas, perumusan wewenang dan
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tanggung jawab serta kepemimpinan dan suvervisi. Walaupun terdapat beberapa

kendala namun masih dalam tahap yang wajar dan tidak mempengaruhi esensi dari

pelaksanaan koordinasi itu sendiri.

2. Efektivitas Koordinasi Eksternal Baﬁan- Pembangunan Sekretariat
Daerah Kabupaten Bulungan Dengan Perangkat Daerah Lainnya Dalam .
Lingkup Pengendalian Kegiatan Pembangunan

Koordinasi merupakan hal yang paling penting dalam suatu organisasi atau
instansi, karena pada hakikatnya koordinasi berperan penting untuk -teljalinnya
suatu kerjasama yang baik dalam menjalankan suatu program organisasi hihgga
tercapainya suatu komunikasi serta tujuan yang jelas dari setiap organisasi atau
instansi tersebut. Dalam pengendalian kegiatan pembangunan yang menjadi
tupoksi Bagian pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan ini tentunya tidak lepas
dari koordinasi antar instansi yaitu Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten
Bulungan sebagai tugas pengendalian kegiatan pembangunan dan SKPD lainnya
sebagai pelaksana kegiatan pembangunan dan Intansi vertikal di Luar Pemerintah
Daerah Kabupaten Bulungan. Koordinasi antar instansi ini dapat diasumsikan
sebagai koordinasi eksternal.

Penelitian ini selanjutnya melakukan identifikasi terhadap koordinasi yang
perlu untuk diterapkan secara eksternal antara Bagian Pembangunan SETDA
Kabupaten Bulungan dengan SKPD-SKPD terkait dalam pelaksanaan aktivitas
pengendalian terhadap kegiatan pembangunan. Identifikasi dilakukan dengan |
melakukan wawancara terhadap beberapa informan serta analisis hasil wawancara

yang berkaitan dengan pelaksanaan koordinasi eksternal tersebut.
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kepala Bagian Pembangunan Setda

Kabupaten Bulungan terkait jenis koordinasi yang diperlukan dengan Instansi lain

dalam lingkup pengendalain kegiatan pembangunan.

Beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan dan menjadi tupoksi Bagian
Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan antara lain: 1) Agenda
Penyusunan rekapitulasi laporan realisasi program/kegiatan pembangunan
seluruh SKPD setiap bulan 2) Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh
kegiatan pembangunan daerah yang ada pada SKPD secara berkala di setiap
tahun anggaran berjalan 3) Rapat koordinasi pengendalian kegiatan
pembangunan ( Rakoldal ) secara berkala yaitu 3 bulan sekali.

(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)

Selanjutnya, sebagai léngkah untuk mendalami pelaksanaan koordinasi

dengan instansi lainnya terkait jenis koordinasi dengan perangkat daerah lainnya

peneliti melakukan pendalaman wawancara dengan kasubbag Monitoring dan

evaluasi Pembangunan dan memperoleh hasil sebagai berikut :

“Kami dalam penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan seluruh
SKPD se Kabupaten Bulungan tentunya hanya menunggu laporan yang
diserahkan oleh masing-masing SKPD dan merekap hasil yang ada,
sehingga keakuratan dan ketepatan waktu laporan juga tergantung SKPD
tersebut, semakin cepat ya kita juga cepat.

Sedangkan untuk monitoring lebih kepada peninjauvan kegiatan proyek
secara langsung apakah sudah sesuai dengan progres yang disampaikan ke
kami atau belum, terkadang laporan yang disampaikan kepada kami progres
kegiatan semua bagus ternyata dilapangan belum dikerjakan. Ini menjadi
kendala juga.karena kita melaporkan kepada Bupati tentunya tidak boleh
salah dan monitring terkait permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan

pembangunan.

Untuk rapat koordinasi memang sudah menjadi agenda rutin yang diadakan
setiap 3 bulan sekali sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang ada sesuai dengan perbub tentang Pedoman pelaksanaan
APBD”, namun tidak menutup kemungkinan rapat koordinasi biasa
dilakukan secara fleksibel ketika terjadi permasalahan dilapangan. Biasanya
SKPD pelaksana menyurati ke Bupati melalui Bagian Pembangunan terkait
permasalahan yang dihadapi misalnya status lahan yang bermasalah
dsb.sehingga dilakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. dan
Bagian Pembangunan sebagai pelaksana rapatnya.

(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43145 pdf
94

Dari hasil wawancara diatas terkait bentuk koordinasi dalam tugas
pengendalian pembangunan, ditemukan hasii bahwa pelaksanaan koordinasi
eksternal antara Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan dengan
SKPD-SKPD terkait lebih diarahkan pada pelaksanaan rapat-rapat koordinasi
(RAKORDAL) yang perlu dilakukan secara rutin dan mengikutsertakan seluruh
SKPD atau instantsi terkait dengan tugas pengendalian kegiatan pembangunan serta
melaksanakan koordinasi dalam bentuk penyampaian laporan-laporan yang
berkaitan dengan kegiatan pengendalian pembangunan di Kabupaten Bulungan
(Hasil wawancara 26 April 2017).

Selain itu, bentuk koordinasi yang juga dibutubkan oleh Bagian
Pembangunan dengan SKPD terkait adalah adanya sistem monitoring yang
memadai agar aktivitas pengendalian terhadap kegiatan pembangunan dapat
terlaksana sesuai tugas masing-masing dan yang telah direncanakan. Hal ini juga
sudah sesuai dengan konsep yang dikemukakan oleh Hasibuan (2014:88) yang
menerangkan bahwa syarat koordinasi yang efektif adalah dengan adanya Esprit de
corps atau adanya keterlibatan bagian-bagian yang diikutsertakan dalam kegiatan
atau pelaksanaan tugas sehingga dapat menambah semangat dalam bekerja atau
dengan kata lain dapat menjalankan koordinasi menjadi lebih efektif.

Selanjutnya, peneliti melakukan kajian terhadap koordinasi eksternal yang
ada pada Bagian Pembangunan mengenai tugas pengendalian kégiatan
pembangunan dengan menggunakan konsep koordinasi seperti pada pelaksanaan
koordinasi internal yaitu berdasarkan syarat efektivitas koordinasi yang

disampaikan oleh Tripathi dan Reddy dalam Moekijat (1994 : 39-40) yaitu
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komunikasi yang efektif, kontinuitas, perumusan wewenang dan tanggung jawab,
dan kepemimpinan dan suvervisi yang efektif.
a. Komunikasi yang efektif

Seperti halnya dengan komunikasi internal, berkaitan dengan pemahaman
mengenai pentingnya koordinasi eksternal yang diterapkan pada Bagian
Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan melalui komunikasi eksternal yang
efektif, peneliti juga melakukan wawancara dengan Kabag Pembangunan SETDA
Kab.Bulungan untuk mengetahui pelaksanaan komunikasi eksternal dari segi
pelaksanaan komunikasi, metode dan dan kendala yang terjadi pada komunikasi
eksternal. Berikut hasil dari wawancara yang diperoleh:

“Menurut saya, komunikasi yang baik sangat perlu dibangun antara kami

dengan SKPD lain yang terkait dan secara fungsi sama-sama melakukan

pengendalian terhadap kegiatan pembangunan daerah. Hal ini karena saya
anggap dengan komunikasi yang baik tentunya membantu meningkatkan
kinerja Bagian Pembangunan selaku Koordinator laporan dalam
pengendalian kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan.

Untuk metodenya sendiri ya bisa tatap muka, surat resmi, telpon, sms-atau

W A.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai pelaksanaan komunikasi yang dilakukan
secara eksternal apakah telah berjalan dengan efektif atau tidak, memperoleh
jawaban sebagai berikut:

“Soal efektifnya komunikasi dengan SKPD terkait, saya rasa masih

mengalami hambatan untuk dikatakan efektif. Dilihat dari segi waktu,

misalnya saja kami membutuhkan data dari SKPD terkait, biasanya perlu
ada semacam surat pengantar/permohonan resmi yang harus ditandatangani
oleh Sekda atau Asisten. Bayangkan jika Sekda dan Asisten sedang berada

di temat lain atau dinas luar, tentunya akan molor terpenuhinya data yang

kami butuhkan.”

Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan kendala-kendala yang
terjadi atau dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi secara eksternal memperoleh

hasil wawancara sebagai berikut:
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Kendalanya sih, misalnya kita tidak menggunakan surat resmi, SKPD
cenderung kurang tanggap atau tidak cepat respon dibandingkan dengan
menggunakan surat resmi. Itu termasuk salah satu kendala yang dihadapi
dalam komunikasi dengan pihak eksternal. Yang lainnya mungkin kendala-
kendala umum seperti kesibukan masing-masing instansi sehingga tidak
berada di tempat, nomor kontak yang jarang aktif atau selalu berganti, dan
seringnya diwakilkan oleh pihak yang bukan bidangnya dalam urusan
pengendalian kegiatan pembangunan.”

(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)

Wawancara lebih lanjut dilakukan peneliti kepada Kasubbag Monitoring

dan Evaluasi Pembangunan yang memiliki tupoksi yang berkaitan dengan
pengendalian terhadap kegiatan pembangunan dengan pertanyaan serupa. Berikut

adalah hasil wawancara yang dilakukan:

“Komunikasi tentang pelaporan realisasi fisik dan pelaporan keuangan
dengan SKDP lain saya lakukan melalui staf administrasi pelaporan
masing-masing SKPD yang telah ditugaskan berdasarkan SK Bupati
Bulungan. Sedangkan untuk data serta informasi untuk monitoring seperti
kontrak, gambar kerja saya biasanya mengkomunikasikan dengan Kabid
yang membidangi atau PPTKnya.”

Untuk metodenya, jika komunikasi dengan admin pelaporan atau PPTK
biasanya saya lakukan melalui telepon saja ketika dalam kondisi tertentu
seperti terjadinya keterlambatan penyampaian laporan dan kebutuhan data
untuk monitoring.”

Pertanyaan selanjutnya mengenai pelaksanaan komunikasi yang dilakukan

secara eksternal apakah telah berjalan dengan efektif atau tidak, memperoleh

jawaban sebagai berikut:

“Menurut saya masih belum efektif, karena ketika kami membutuhkan data
cepat ke SKPD masih mengalami hambatan dan responnya lambat.

Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan kendala-kendala yang

terjadi atau dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi secara eksternal memperoleh

hasil wawancara sebagai berikut:

“Kendala yang terjadi sih biasa di SKPD yang bersangkutan, ada saja alasan
masing-masing SKPD yang terlambat menyampaikan laporan dan
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kebutuhan data untuk monitoring karena masing-masing bidang juga
terlambat menyampaikan.”
(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)

Wawancara selanjutnya peneliti lakukan kepada Sekretaris Bappeda dan
Litbang selaku "pihak eksternal untuk memperdalam analisis berkaitan dengan
Pelaksanaan komunikasi dan metode komunikasi dengan Bagian Pembangunan
SETDA Kab. Bulungan :

“Komunikasi dengan Bagian Pembangunan secara garis besar sudah baik
karena memang sama-sama membutuhkan data dan informasi, salah satu
contoh kami membutuhkan data realisasisi fisik dan keuangan kegiatan
pembangunan dan data hasil lelang yang dibutuhkan untuk laporan TEPRA
begitu juga sebaliknya Bagian Pembangunan membutuhkan Iaporan
kegiatan yang bersumber dari DAK yang dikelola oleh Bappeda untuk
keperluan monitoring. Jadi sama-sama membutuhkan.” Untuk cara
komunikasinya biasa langsung bertatap muka, kadang juga melalui surat
resmi, rapat koordinasi antar staf, bisa juga lewat telepon. Semua tergantung
dari kondisi yang berlaku saja, namun seringnya sih langsung ketemu
disertai dengan surat resmi

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan adalah tentang kendala-kendala
yang dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi eksternal tersebut. Adapun jawaban
yang diperoleh adalah sebagai berikut:

. Kendala yang terjadi sejauh ini masih taraf wajar karena hanya berkaitan

dengan ketepatan waktu untuk menjalin komunikasi.”

(Hasil wawancara tanggal 27 April 2017)

Wawancara serupa juga peneliti lakukan dengan Plt. Kepada Dinas
Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Bulungan selaku pihak eksternal
terkait yang berhubungan dengan pengendalian kegiatan pembangunan. Berikut
hasil wawancara yang dilakukan:

“Komunikasi dengan Bagian Pembangunan untuk infromasi data ya

biasanya kita melaporkan realisasi dan kegiatan setiap bulan Kepada Bupati

melalui Bagian Pembangunan yang memang menjadi tugas kami. dan kami
selalu memberikan infomasi sesuai permintaan Bagian Pembangunan baik

melalui surat resmi atau lewat telpon tergantung kebutuhan data yang
diperlukan, ya disesuaikan gitu lah maksdunya.” Metode komunikasinya
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bisa melalui surat resmi, rapat kooordinasi dan telepon tegantung situasi dan
kondisi saja. Karena biasanya memang berjalan sesuai dengan fungsinya

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan adalah terkait kendala-kendala yang

P dihadapi dalam peldksanaan komunikasi tersebut. Adapun jawaban yang diperoleh
adalah sebagai berikut:
“Soal kendala sih misalnya Bagian Pembangunan meminta data secara cepat
dan kami ini kan banyak kegiatan tentunya informasi di lapangan harus
menghubungi kabidnya dan kabidnya menghubungi PPTKnya jadi
berjenjang. Selain itu, tidak adanya sistem pelaporan yang berbasis

teknologi tentunya tidak mempermudah dalam berkomunikasi.”
(Hasil wawancara tanggal 28 April 2017)

Untuk memperdalam analisis, peneliti mewawancarai Kasubbid
pengukuran dan pemetaan BPN Kabupaten Bulungan terkait komunikasi yang
dibangun terkait pelaksanaan pembangunan. Adapun diperoleh jawaban sebagai
berikut :

“Komunikasi secara personal dan kedinasan sih bagus aja, mungkin karena

banyak kenal di Pemda jadi memang lebih mudah koordinasinya. Untuk

metode nya lebih kepada telpon karena sudah kenal dan memang saya yang
sering berurusan dengan Pemda terkait status perijinan lahan pemda.

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan adalah terkait kendala-kendala yang
dihadapi dalam pelaksanaan komunikasi tersebut. Adapun jawaban yang diperoleh
adalah sebagai berikut:

“admnistrasi yang tidak lengkap, misal kadang surat resmi tidak

ada,memang sepele tapi secara kedinasan pun dianggap tidak ada.soalnya

data klo tidak secara resmi memang sulit untuk diakomodir karena secara
prosedural seperti itu.”
(Hasil wawancara tanggal 25 Juli 2017)

Komunikasi yang dilakukan oleh Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten

Bulungan dengan perangkat daerah lainnya dalam hal pengendalian kegiatan
pembangunan tentunya merupakan komunikasi eksternal yang masuk dalam

koordinasi eksternal berdasarkan ruang lingkupnya. Nuhui (2005:97) menyatakan

!
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bahwa wujud komunikasi organisasi eksternal adalah adanya komunikasi untuk
berbagai umpan balik dari pemberian informasi yang biasanya diterapkan untuk
saling memberikan bahan atau materi yang dibutuhkan oleh masing-masing
organisasi dalam memudahkan menjalankan kegiatan organisasinya.

Selain itu, De Vito (2011 :123) mengatakan bahwa wujud dari komunikasi
eksternal yaitu melakukan kerjasama dalam berbagai kepentingan untuk saling
membenahi dan melengkapi kegiatan organisasi yang mengharuskan masing-
masing organisasi untuk saling berdialog dalam memajukan dan memecahkan
persoalan organisasinya. Komunikasi organisasi eksternal yang efektif yaitu adanya
kepenting'fm, kerjasama dan tujuan yang ingin dicapai. Melalui komunikasi antar
organisasi akan menghasilkan sebuah pencapaian tujuan berdasarkan kepentingan
dan kebutuhan.

Siagian (1990:51) memberikan pengertian bahwa konsep efektif itu ketika
pencapaian tujuan dari suatu kegiatan berencana dapat diselesaikan tepat waktu dan
sesuai dengan target yang telah ditentukan. Dari hasil analisis untuk komunikasi
eksternal di atas, maka sangat disayangkan bahwa komunikasi eksternal antara
Bagian Pembangunan dengan Intansi lain masih tergolong belum efektif karena dari
segi ketepatan waktu yang tidak terpenuhi karena adanya keterlambatan baik
pelaporan maupun pemenuhan kebutuhan data sehingga pelaksanaan pengendalian
menjadi terhambat. Berdasarkan dari hasil wawancara yang dilakukan juga
ditemukan bahwa pelaksanaan komunikasi. eksternal antara Bagian Pembangunan
dan Perangkat daerah lainnya terkait dengan tugas pengendalian kegiatan
pembangunan masih belum efektif dalam pelaksanaannya. Masih ditemukannya

kendala—kendalé yang signifikan seperti banyaknya alasan-alasan yang kurang
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relevan sehingga mengakibatkan terlambatnya pelaporan informasi-informasi
(laporan realisasi fisik dan keuangan) yang dibutuhkan untuk monitoring atau
pengendalian terhadap kegiatan pembangunan dan masih lemahnya Bagian
pembangunan sebagai pénghubung SKPD dengan instansi vertikal seperti BPN
Kabupaten Bulungan terkait kelengkapan administrasi pengurusan ijin status lahan
sebagai penunjang pelaksanaan kegiatan pembangunan.

Temuan ini juga tercermin dari data yang disajikan pada bab pendahuluan
(tabel 1.1) tentang tingkat keterilambatan pelaporan yang mengindikasikan bahwa
dari tahun 2013 sampai dengan 2015, keterlambatan SKPD dalam melakukan
pelaporan realisasi fisik dan laporan keuangan masih tergolong cukup tinggi yaitu
dengan jumlah rata-rata tiap bulannya sebanyak 11 SKPD yang mengalami
keterlambatan pelaporan. Bahkan di tahun 2015 bulan Agustus terdapat sekitar 27
SKPD yang terlambat melaporkan realisasi fisik dan keuangan sehingga
mencerminkan komunikasi yang kurang efektif karena keterlambatan tersebut
dapat menghambat tugas pengendalian kegiatan pembangunan yang dilaksanakan
akibat kurangnya koordinasi mengenai data yang dibutuhkan (Sumber data
sekunder Bagian Pembangunan SETDA Bulungan Tahun 2015).

Berdasarkan analisis hasil wawancara tentang komunikasi eksternal
organisasi dan merujuk pada konsep dan teori yang dikemukakan oleh Nuhui
(2605) dan De Vito (2011) di atas serta dari data sekunder tentang tingkat
keterlambatan pelaporan dari SKPD-SKPD terkait dengan pengendalian kegiatan
pembangunan, dapat disimpulkan dan diinterpretasikan bahwa secara konspetual,
komunikasi eksternal yang dilakukan Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten

Bulungan dengan SKPD atau intansi vertikal dengan pengendalian kegiatan
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| ; pembangunan belum berjalan secara efektif. Hal ini terbukti dari hasil analisis yang

menjelaskan bahwa komunikasi antara Bagian Pembangunan dengan pihak terkait

masih belum berjalan dengan baik sesuai fungsi masing-masing serta cenderung

| mengutamakan birokrasi yang berlaku. Sebagai contoh, SKPD hanya akan

memberikan tanggapan atau respon cepat apabila komunikasi yang dilakukan
(pelaporan dan permintaan data) melalui surat resmi. Hal ini mengindikasikan
bahwa SKPD terkait belum merasa memiliki kepentingan terhadap tugas dari
BAgi'ap Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan, demikian pula dengan
Instansi vertikal seperti BPN Kabupaten Bulungan yang seharusnya koordinasi
melalui komunikasi harus dilakukan secara instensif sehingga hubungan secara
'personal dan kedinasan dapat berjalan secara baik dan terarah sehingga dapat
diambil kesimpulan bahwa komunikasi eksternal yang diterapkan belum efektif dan
cenderung dapat menghambat tercapainya tujuan dari pengendalian kegiatan
pembangunan.
b. Kontinuitas

Guna memahami pentingnya pemahaman koordinasi eksternal yang
diterapkan pada Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten melalui kontinuitas,
peneliti melakukan wawancara dengan Kepala Bagian pembangunan dengan hasil
sebagai berikut:

“ya, koordinasi dengan SKPD selalu dilakukan terkait pelaksanaan tugas

Pengendalian kegiatan pembangunan. Karena memang kami sangat
tergantung kepada SKPD, Misalnya Laporan Realisasi tidak dapat kami

rekap apabila SKPD belum menyerahkan sehingga salah satu bentuk
kerjasama dengan SKPD setiap tahun kami adakan pelatihan untuk admin
pelaporan seluruh SKPD yang nantinya dibutuhkan.”

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan apakah dalam pelaksanaan

kegiatan pengendalian pembangunan terdapat kalender (jadwal koordinasi) serta
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mengacu pada kalender yang dibuat. Berikut jawaban yang diperoleh dari
pertanyaan tersebut:
“jadwal koordinasi dengan SKPD lain biasaya melalui RAKOLDAL yang
dijadwalkan setiap triwulan dan dipimpin langsung oleh Bupati, untuk
mengetahui progres fisik dan keuangan serta permasalahan yang dihadapi
oleh SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan di dalam DPA.
Selanjutnya, pertanyaan diberikan berkaitan dengan bagaimana langkah
yang diambil untuk menyikapi jika terdapat permasalahan-permasalahan dalam
pelaksanaan tugas pengendalian. Berikut jawaban yang diberoleh dari pertanyaan

tersebut:

“Untuk permasalahan yang terjadi di lapangan biasanya kami hanya

menginventarisir dan menyampaikan ke pada pimpinan dan dirapatkan

melalui RAKOLDAL saja.”

Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan kontinuitas koordinasi
mengenai kendala-kendala yang terjadi atau dihadapi dalam pelaksanaan
koordinasi yang berkelanjutan secara eksternal memperoleh hasil wawancara
sebagai berikut:

“Kendalanya ada dan biasa terjadi, Untuk rakoldal ini terkadang mengalami
hambatan, biasanya rakoldal ini atas keinginan Bupati untuk melakukan
evaluasi, jadi tergantung jadwal bupati, sebagai contoh rakoldal sudah kita
agendakan setiap triwulan minggu kedua, namun terkadang batal yang
diakibatkan kesibukan Bupati.”

(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)

Wawancara selanjutnya, Peneliti lakukan kepada Kasubbag Monitoring dan
Evaluasi Pembéngunan selaku Kasubbag yang melaksanakan tupoksi Pengendalian
kegiatan pembangunan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan serupa yang
berkaitan dengan pelaksanaan kontinuitas eksternal. Berikut kutipan hasil

wawancara yang dilakukan:
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“ya, Soal kontinuitas sih kami lihat dari laporan realisasi fisik dan
keuangan kita yang melibatkan SKPD terkait melalui admin peloporan
yang di SK kan di Bagian Pembangunan sedangkan untuk monitoring ke
lapangan selama ini kita berjalan sendini dengan data yang ada karena
terkadang klo harus menghubungi SKPD yang bersangkutan untuk
monitoring bersama agak repot dan terkendala jadwal.”

Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan apakah dalam pelaksanaan
kegiatan pengendalian pembangunan terdapat kalender (jadwal koordinasi) serta
mengacu pada kalender yang dibuat. Berikut jawaban yang diperoleh dari
pertanyaan tersebut:

“Sampai saat ini belum ada kalender khusus, tapi bisa saya berikan satu

contoh yaitu idealnya pelaksanaan RAKORDAL dilaksanakan secara
bertahap setiap triwulan namun realnya pelaksanaan RAKORDAL juga
mengalami hambatan sehingga tidak terlaksana sesuai jadwal tersebut
sehingga tidak berjalan secara terus menerus.”

Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan kontinuitas koordinasi
mengenai kendala-kendala yang terjadi atau dihadapi dalam pelaksanaan
koordinasi yang berkelanjutan secara eksternal memperqleh hasil wawancara
sebagai berikut:

“Kendala yang terjadi sih ada, seperti tingkat kepedulian atau komitmen
masing-masing instansi yang terkait masih kurang sehingga koordinasi

tidak berjalan secara maksimal.”
(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)

Selanjutnya peneliti melakukan pendalaman wawancara kepada Plt Kepala
Dinas Pekerjaan Umum & Penataan Ruang Kabupaten Bulungan menyatakan

bahwa:

“Untuk kegiatan pengendalian terkait pelaporan realisasi fisik dan keuangan
memang ada admin kami yang ditugaskan dan di SK kan di bagian
pembangunan, sedangkan untuk monitoring ke lapangan, kami tidak pernah
dilibatkan dan kami pun tidak tau klo mereka mau ke lapangan untuk
monitoring yang idealnya dalam melakukan monitoring ini dilakukan secara
bersama-sama jadi hasilnyan pun dapat dipertanggung jawabkan dan tidak
satu arah saja. Jadi untuk koordinasi yang terus-menerus belum terpenuhi
lah.”
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Pertanyaan selanjutnya berkaitan dengan apakah dalam pelaksanaan

kegiatan pengendalian pembangunan terdapat kalender (jadwal koordinasi) serta

mengacu pada kalender yang dibuat. Berikut jawaban yang diperoleh dari

pertanyaan tersebut:

“yang jelas koordinasi terkait pengendalian pembangunan ya melalui
rakoldal, Cuma memang ga jelas waktunya dan terkadang mendadak. Dan
terkait permasalahan dilapangan memang biasanya kami menyurati Bupati
melalui Bagian Pembangunan dan terkadang. memang tidak ada tindak
lanjutnya.” :

Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan kendala-kendala yang

terjadi atau dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi yang berkelanjutan secara

eksternal memperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“Yah kendala yang ada sih Cuma masalah di komunikasi saja yang
terhambat. Seperti contoh rakoldal yang mendadak dan ketika monitoring
seharusnya kami dari dinas teknis dilibatkan, paling tidak laporan terkait

pelaksanaan dilapangan berimbang lah”
(Hasil wawancara tanggal 27April 2017)

Untuk memperdalam analisis, peneliti melakukan pendalaman wawancara

kepada Sekertaris Bappeda & Litabng Kabupaten Bulungan pertanyaan-pertanyaan

serupa yang berkaitan dengan pelaksanaan kontinuitas eksternal. Berikut kutipan

hasil wawancara yang dilakukan:

“Ya, selama ini Bappeda dan Bagian Pembangunan selalu berkoordinasi
karena sama-sama memiliki tugas dan tentunya masuk dalam SK yang sama

dalam Tim pengendalian.”

Pertanyaan selanjuinya berkaitan dengan apakah dalam pelaksanaan

kegiatan pengendalian pembangunan terdapat kalender (jadwal koordinasi) serta

mengacu pada kalender yang dibuat. Berikut jawaban yang diperoleh dari

pertanyaan tersebut:
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bexjalan secara maksimal karena beberapa tahun ini 'Rakoldal hanya
dilakukan 2 atau 3 kali dalam setahun.”

Selanjutnya, pertanyaan yang berkaitan dengan kendala-kendala yang
terjadi atau dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi yang berkelanjutan secara
eksternal memperoleh hasil wawancara sebagai berikut:

“ada saja, masalah klasik tentunya masih banyak kepala SKPD yang tidak
pro aktif dalam rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan berbagzu
alasan dan terkadang diwakilkan kepada staf atau perwakilan yang tidak
sesuai bidang sehingga tentunya tidak dapat memberikan képutusan, dll.
(Hasil wawancara tanggal 27April 2017)

Untuk memperdalam analisis, peneliti mewawancarai Kasubbid
pengukuran dan pemetaan BPN Kabupaten bulungan terkait kontinuitas yang
pelaksanaan pembangunan. Adapun diperoleh jawaban sebagai berikut :

“belum maksimal, kaitannya dengan BPN sih biasanya terkait masalah
status lahan untuk proyek, ya selama ini memang kami dilibatkan tekait
perijinan atau pengurusan status lahan biasanya bangunan gedung
pemerintah yang memang menjadi kendala dalam pelaksanaan
pembangunan.

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan adalah terkait kendala-kendala yang

dihadapi dalam pelaksanaan kontinuitas tersebut. Adapun jawaban yang diperoleh
adalah sebagai berikut:

“koordinasi sebatas permasalahan yang terjadi, ini menjadi kelemahan
blasanya permasalahan tidak sampai tuntas, kita BPN sebagai pelayanan
publik bidang perijinan sertifikat sih sifatnya membantu, namun memang
pemda melalui SKPD terkait tidak bekerja secara tuntas, setengah-setengah
contohnya kelengkapan adminsitrasi yang lambat tentunya berpengaruh
terhadap pelaksanaan kegiatan. ,

. (Hasil wawancara tanggal 25 Juli 2017)

informan di atas, dapat diketahui bahwa pelaksanaan kontinuitas atau koordinasi

yang berkesinambungan dalam pengendalian kegiatan pembangunan yang
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dilakukan Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan selama ini belum
berjalan optimal karena masih terjadi kendala-kendala yang signifikan seperti tidak
adanya kalender pelaksaaan koordinasi yang pasti dengan SKPD terkait, Hal yang
koordinasi masih sebatas ketika ada permasalahan yang terjadi saja dan tidak
dilibatkan sampai tuntas, yang scharusnya koordinasi dilakukan secara

berkesinambungan ‘mengingat permasalahan utama pembangunan yang sering

terjadi di lapangan salah satunya adalah status lahan yang belum clear and clean
dan menjadi faktor keterlambatan pelaksanaan kegiatan sehingga berujung pada
tingkat kepedulian atau komitmen masing-masing instansi terkait menjadi
berkurang. Hal ini sangat bertolak belakang dengan konsep yang dijabarkan oleh
Tripathi dan Reddy dalam Moekijaf (1994:40) yang mengatakan bahwa seharusnya
koordinasi itu merupakan suatu proses yang berkelanjutan (konfinu) dan harus
diterapkan langsung dalam semua jadwal kegiatan pelaksanaannya yang dimulai
dari tahap perencanaan hingga pada evaluasi karena koordinasi sendiri merupakan
dasar dari struktur organisasi. Dengan kata lain, kontinuitas koordinasi terhadap
pengendalian kegiatan pembangunan secara eksternal atau antara SKPD dan Intansi
vertikal seperti BPN dengan Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten bulungan
masih belum terlaksana dengan baik.

Lebih lanjut, Pamudji dalam moekijat (1994 : 38) juga menerangkan secara
sederthana bahwa koordinasi itu adalah tahapan yang berkelanjutan (continue)
tujuan yang direncanakan. Oleh karena itu, berdasarkan konsep tersebut, dapat

ditarik kesimpulan pendukung bahwa kontinuitas koordinasi eksternal Bagian
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secara berkelanjutan. Kesimpulan tersebut juga didukung dari data yang disajikan
pada tabel 1.3 tentang pelaksanaan rapat koordinasi pengendalian kegiatan
pembangunan (Rakoldal) tahun anggaran 2014-2015 yang menunjukkan Bagian
- Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan hanya melaksanakan Rakoldal

sebanyak 2 kali yang seharusnya 4 kali dalam setahun. Pelaksanaan Rakoldal 1 dan

rakordal 2 hanya dihadiri sekitar 34,69% atau hanya 17 kepala SKPD dari 49 SKPD

pada Rakoldal 1 tahun 2015 dan sekitar 48,98% atau 24 kepala SKPD yang hadir

pada Rakoldal 2 di tahun 2014. Angka tersebut mengindikasikan bahwa

keterlibatan para pimpinan SKPD-SKPD terkait dalam pelaksanaan koordinasi
yang berkelanjutan masih minim karena masih di bawah 50% tingkat kehadiran
N | pada Rakoldal-Rakoldal yang dilaksanakan. Mengingat Rakoldal merupakan
bentuk koordinasi yang dilaksanakan secara berkelanjutan dan untuk mengetahui
serta menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang terjadi, maka untuk
pelaksanaan koordinasi eksternal ditinjau dari kontinuitasnya masih dikatakan
belum efektif, Temuan ini terlihat mempunyai pertentangan dengan konsep

koordinasi efektif melalui kontinuitas yang dikemukakan oleh Terry dalam

Hasibuan (2014:85) yang menerangkan bahwa koordinasi yang berkelanjutan
adalah koordinasi yang mengandung usaha yang sinkron dan teratur untuk
menyediakan jumlah dan waktu yang tepat dan melibatkan seluruh bagian atau

pelaksana untuk menghasilkan tindakan yang seragam dan harmonis pada sasaran

yang telah ditentukan.
Berdasarkan analisis terhadap wawancara yang dilakukan serta merujuk

pada konsep dan temuan terdahulu, penelitian ini memberikan simpulan terkait
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Pembangunan SETDA Kab. Bulungan dengan SKPD atau instansi vertikal terkait
ditinjau dari kontinuitasnya masih belum terlaksanan secara efektif. Kesimpulan ini
juga berdasarkan data mengenai pelaksanaan rakordal yang masing tergolong
jarang sehingga koordinasi eksternal yang berkelanjutan (kontinu) terhadap
aktivitas pengendalian kegiatan pembangunan masih belum terlaksana dengan
efektif.
¢. Perumusan Wewenang dan Tanggungjawab Yang Jelas

Berkaitan dengan pemahaman mengenai pentingnya koordinasi eksternal
yang diterapkan pada Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan melalui
perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas, peneliti melakukan

wawancara dengan Kabag Pembangunan untuk mengetahui pelaksanaan

Pembangunan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Untuk wewenang dan tanggung jawab terkait pengendalian kegiatan
pembangunan tentunya masing-masing SKPD juga harus mangacu kepada
Perbup baik tentang SOTK maupun Pedoman Pelaksanaan APBD,
Koordinasi terkait pelaksanaan pembangunan melalui Bagian Pembangunan
SETDA Kabupaten Bulungan dan Laporan realisasi fisik dan kenangan
harus di serahkan tiap bulan per tanggal 5 untuk dilaporkan kepada Bupati.
Jadi selama menjalankan tupoksi ya sebenarnya semua akan berjalan
dengan baik.

Selanjutnya, pertanyaan diberikan untuk mengetahui apakah terdapat
kendala yang terjadi dalam perumusan wewenang dan tanggung jawab masing-
masing dalam aktivitas pengendalian kegiatan pembangﬁnan. Berikut jawaban
yang diperoleh:

“Kendala yang terjadi itu seperti belum adanya kesadaran dari instansi -

instansi dalam meyerahkan laporan realisasi fisik dan keuangan dan respon
yang lambat terhadap permintaaan data yang dibutuhkan karena informasi

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43145 pdf
109

yang dibutuhkan Bagian pembangunan merupakan kebutuban informasi
yang dibutuhkan Bupati selaku Kepala Daerah, kami ini hanya
mengadminsitrasikan pelaksanaan kegiatan saja.

(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)

Selanjutnya peneliti melakukan pendalaman wawancara tentang kejelasan
perumusan wewenang dan tanggung jawab pelaksanaan koordinasi pengendalian
kegiatan pembangunan kepada Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Pembangunan
menyatakan bahwa:

“Semua SKPD sudah mengetahui tupoksinya masing-masing sehingga
tinggal kesadaran dan komitmennya saja dalam melaksaakan tugas.

Selanjutnya, pertanyaan diberikan untuk mengetahui apakah terdapat
kendala yang terjadi dalam melakukan perumusan wewenang dan tanggung jawab
masing-masing dalam aktivitas pengendalian kegiatan pembangunan. Berikut
jawaban yang diperoleh:

“Kendalanya tidak semua Instansi memahami tugas dan wewengnya

masing-masing, salah satu contoh ya masih saja terlambat menyerahkan

laporan realisasi fisik dan keuangan, tidak adanya laporan terkait.
permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga kegiatan pembangunan

menjadi terlambat dan terkadang laporan dari SKPD tidak sesuai real
dilapangan, seperti progres laporan diatas kertas lebih besar dari real

dilapangan”
(Hasil wawancara tanggal 26 April 2017)

Selanjutnya, untuk mendalami konsep perumusan wewenang dan tanggung jawab
yang jelas pada koordinasi eksternal untuk pelaksanaan pengendalian kegiatan
pembangunan, peniliti melakukan wawancara kepada Sekretaris Bappeda dan
Litabang Kabupaten Bulungan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Tenty, sudah diatur dalam pedoman pelaksanaan APBD dan SK Tim

Pengendalian dimana Bappeda dan bagian Pembangunan sama-sama

melakukan aktivitas monitoring dan evaluasi pembangun daerah. Itu kan

merupakan perumusan tanggung jawab yang jelas bahkan melalui sebuah

aturan yang memiliki kekuatan hukum.”
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kendala yang terjadi dalam melakukan perumusan wewenang dan tanggung jawab
masing-masing dalam aktivitas pengendalian kegiatan pembangunan. Berikut
jawaban yang diperoleh:
“Kendalanya sih secara tim tidak ada, masing-masing sudah mengerti tugas
dan wewenang nya masing-masing sesuai aturan dan SK yang berlaku.”
(Hasil wawancara tanggal 27 April 2017)
Wawancara selanjutnya sebagai bentuk pendalaman Konsep perumusan
wewenang dan tanggung jawab yang jelas pada koordinasi eksternal unfuk
pelaksanaan pengendalian kegiatan pembangunan, peniliti melakukan wawancara
kepada Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
Kabupaten Bulungan. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:
“Ya, Perumusan wewenang dan tanggung jawab sudah sesuai karena
aturannya jelas yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016
yang baru itu. Jadinya yah dalam melaksanakan tugas tentunya sudah sesuai
dengan tanggung jawab masing-masing.”

kendala yang terjadi dalam melakukan perumusan wewenang dan tanggung jawab
masing-masing dalam aktivitas pengendalian kegiatan pembangunan. Berikut
jawaban yang diperoleh:

“Sejauh ini kendala yang dirasakan belum ada yang terjadi dan pelaksanaan

pengendalian tetap berjalan sesuai tanggung jawab masing-masing
(Hasil wawancara tanggal 27 April 2017)

Untuk memperdalam  analisis, peneliti mewawancarai Kasubbid
pengukuran dan pemetaan BPN Kabupaten Bulungan terkait perumusan wewenang
dan tanggung jawab. Adapun diperoleh jawaban sebagai berikut :

Ya, Perumusan wewenang dan tanggung jawab masing-masing saya rasa
- sudah ada aturannya, kami BPN tentunya tugas dan wewngannya hanya
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sebatas membantu dalam penyelesaian permasalahan status kepemilikan
lahan. Biasanya permasalahan di pemda ini adminsitrasinya tidak lengkap
dan tidak akurat sehingga kami agak susah untuk menyelesaikannya dengan
cepat ditambah pergantian personil yang mengurus..

Pertanyaan selanjutnya yang diberikan adalah terkait kendala-kendala yang
dihadapi dalam perumusan wewengan dan tanggung jawab tersebut. Adapun
jawaban yang diperoleh adalah sebagai berikut:

“Sejauh ini kendalanya lebih kepada SKPD pelaksana, yang memang sangat
lambat dan belum memahami tugasnya, seperti pengurusan status lahan
yang berlarut-larut.dan kadang kita selalu mengingatkan dan mengarahkan
sudah kita berikan catatan apa saja yang harus dilengkapi, namun masih
juga kurang.

(Hasil wawancara tanggal 25 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara informan dalam perumusan wewenang dan
tanggung jawab dalam Pengendalian kegiatan pembangunan yang dilakukan
Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan masing-masing bagian
berpedoman sesuai dengan tupoksi yang tertuang dalam Peraturan Bupati Bulungan
Nomor 33 tahun 2016 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi
Serta Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan, Peraturan Bupati Nomor

9 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan

Daerah.

Menurut Tripathi dan Reddy dalam Mockijat (1994:40), salah satu faktor
yang memudahkan koordinasi adalah definisi wewenang dan tanggung jawab yang
jelas untuk masing-masing individu dan bagian. Wewenang yang jelas tidak hanya
mengurangi pertentangan diantara pegawai-pegawai yang berlainan, tetapi juga
membantu mereka dalam pelaksananaan pekerjaan dengan kesatuan tujuan.
Selanjutnya, wewenang yang jelas memebantu manajer dalam memelihara orang—

orang bawahan bertanggung jawab atas pelanggaran pembatasan— pembatasan;
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Berdasarkan konsep tersebut dapat disimpulkan bahwa Pelaksanaan tugas
pengendalian dilaksanakan dengan bekerjasama dengan intansi lain yaitu Bappeda
& Litbang kabupaten Bulungan yang didasarkan pada Perbub nomor 09 Tahun
2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah dan
Surat Keputusan Bupati tentang Tim Monitring dan Evaluasi. Namun secara teknis
pelaskanaannya lebih kepada Bagian pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan
namun tentunya komunikasi yang dibangun antar dua instansi ini sudah berjalan
baik dikarenakan ada saling ketergantungan. Hal ini sejalan dengan pendapat
Thomson dalam Handoko (1995:196), kebutuhan akan koordinasi dikarenakan
adanya saling ketergantungan antara SKPD dalam melaksanakan tugas dan fungsi.
Namun dari aspek SKPD lainnya masih terdapat kendala yaitu masih kurangnya
tanggung jawab dari SKPD dalam melaksanakan tugas yang menjadi tanggung
jawabnya sehingga mempengaruhi kinerja Bagian pembangunan.

Berkaitan dengan konsep koordinasi sendiri, perumusan wewenang dan
tanggung jawab untuk pengendalian kegiatan pembangunan antara Bagian
Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan dengan SKPD terkait sudah sangat
jelas karena telah diatur dalam Peraturan Bupati dan SK yang berlaku.
Keterdukungan hasil ini juga kesesuaiannya dengan konsep keml;dahan dalam
koordinasi yang diungkapkan olch Tripathi dan Reddy dalam Mocekijat (1994:39)
bahwa kemudahan koordinasi dapat terealisasi dengan adanya definisi wewenang
dan tanggung jawab yang jelas untuk masing-masing individu dan bagian untuk
mencapai kesatuan tindakan.

Kejelasan koordinasi dalam perumusan tanggung jawab dan wewenang

yang dilaksanakan pada Bagian Pembangunan untuk tugas pengendalian kegiatan

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43145 pdf
113

Handayaningrat dalam Abidin (2016:126) yang menyebutkan bahwa ciri koordinasi
yang baik adalah adanya pengaturan secara teratur terhadap tugas dan fungsi suatu
kelompok karena koordinasi merupakan tindakan seuatu kelompok bukan individu
sehingga nantinya dapat menghasilkan suatu usaha bersama untuk mencapai
efektivitas kegiatan organisasi. Hal senada juga diperoleh dari hasil wawancara
merupakan sebuah perumusan tanggung jawab dan wewenang yang jelas dalam hal

koordinasi pada aktivitas pengendalian kegiatan pembangunan di Kabupaten

jawab SKPD terutama dalam hal laporan realisasi fisik dan keuangan sehingga
mempengaruhi kinerja Bagian pembangunan. (Hasil wawancara 26 April 2017).
Interpretasi dalam penelitian ini tentang pelaksanaan tugas pengendalian
terhadap kegiatan pembangunan yang dilakukan oleh Bagian Pembangunan
SETDA Kabupaten Bulungan serta SKPD atau instansi terkait dapat dikatakan
sudah dilaksanakan berdasarkan koordinasi melalui perumusan wewenang dan
tanggung jawab yang jelas. Hal ini diperkuat teori dan hasil penelitian yang
dilakukan oleh Lubis (2010) yang juga menemukan hasil bahwa koordinasi efektif
adalah koordinasi yang saling memberikan informasi mengenai kejelasan tugas dan
fungsi tiap-tiap bagian serta melibatkan semua pihak yang terkait dengan
pelaksanaan tugas. Secara teoritis, perumusan wewenang dan tanggung jawab pada
Bagian Pembangunan dan Perangkat daerah lainnya terkait dengan aktivitas
pengendalian kegiatan pembangunan sudah éda pedoman dan peraturan yang

berlaku sehingga tidak terjadi tumpang tindih kegiatan.
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d. Kepemimpinan dan Supervisi yang efektif

Berkaitan dengan pemahaman mengenai pentingnya koordinasi eksternal
yang diterapkan pada Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan melalui
kepemimpinan dan supervisi yang efektif, peneliti melakukan wawancara dengan
Kabag Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan untuk mengetahui pelaksanaan
kepemimpinan dan supervisi dengan SKPD lain. Berikut hasil wawancara yang
dilakukan;

“Ya, Klo untuk memonitoring ya melalui laporan yang diserahkan oleh

SKPD saja. kita selalu mengingatkan apabila ada SKPD yang belum

menyerahka atau progres kegiatannya masih kecil bisa melalui telpon atau

melalui surat resmi.

Selanjutnya, pertanyaan dalam wawancara yang diberikan mengenai
kendala-kendala yang dihadapi dan memperoleh jawaban sebagai berikut

“Kendala utama adalah mungkin tingkat eselon yang rendah dari Pimpinan

SKPD, sehingga kan tentunya masih ada rasa segan, Namun saya biasanya

lebih sering berkomunikasi dengan Sekertaris atau kabid yang membidangi

biar lebih enak dan lebih cepat juga. Banyaknya keglatan dan SKPD yang
ada tentunya lebih mempersulit pengawasan.

Wawaneara selanjutnya dengan Kasubbag Monitoring dan Evaluasi untuk
mengetahui pelaksanaan kepemimpinan dan supervisi yang dilakukan Kabag
Pembangunan dengan SKPD lain. Berikut hasil wawancara yang dilakukan:

“Saya melihat selama ini pimpinan dapat menjalankan tugasnya dengan

baik sebagai seorang pimpinan. koordinasi dengan kepala SKPD pun

berjalan baik schingga segala sesuatunya yang berkaitan dengan
administrasi pembangunan tersampaikan dengan b_aik.”
(Hasil wawancara tanggal 27 April 2017)

Selanjutnya peneliti melakukan pendalaman wawancara Sekertaris Bappeda
& Litabang dengan pertanyaan yang serupa bagaimana kepemimpinan Kabag

pembanagunan. Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan :

“cukup baik dan dapat bekerja sama.”
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. Untuk mengetahui bagaimana dampak supervisi yang dilaksanakan,
selanjutnya diberikan pertanyaan mengenai hal tersebut dan memperoleh jawaban
sebagai berikut:

“Untuk saat ini mungkin lebih ditingkatkan lagi karena beberapa tahun ini
kita terkendala dengan serapan anggaran yang rendah yang dikarenakan
masih ada beberapa kegiatan fisik yang mengalami keterlambatan dan
melebihi tahun anggaran sehingga tentunya berpengaruh terhadap keuangan
daerah.”

(Hasil wawancara tanggal 28 April 2017)

Selanjutnya peneliti melakukan pendalaman wawancara Pelaksana Tugas

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataaan Ruang dengan pertanyaan yang
serupa, Berikut adalah hasil wawancara yang dilakukan;

“Saya rasa sudah baik kepemimpinan yang dijalankan. Karena dapat
bekerjasama dan memahami apa yang menjadi tugasnya sehingga sangat
membantu kami dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab.”

Untuk mengetahui bagaimana dampak supervisi yang dilaksanakan,
selanjutnya diberikan pertanyaan mengenai hal tersebut dan memperoleh jawaban
sebagai berikut:

“suvervisi yang dilakukan terkait laporan realisasi fisik dan keyangan sudah
baik melalui staf admin sebagai penghubung dalam menyampaikan laporan,
namun untuk monitoring lapangan selama ini kami tidak dilibatkan atau
paling tidak ada pemberitahuan sehingga kondisi dilapangan dapat sama=
sama diketahui secara pasti dan terkadang permasalahan yang kami
sampaikan melalui surat pun responnya juga lambat. Bukannya kami tidak
mau menyelesaikan sendiri namun tentunya Bagian Pembangunan sebagai
fungsi koordinasi dan sebagai tangan kanan kepala daerah di bidang
pembangunan harus lebih pro aktif dalam merespon permaslashan dinas-
dinas. Paling tidak sering mengadakan rapat koordinasi baik itu kegiatan
parsial atau multiyears dan tidak harus menunggu terjadi masalah, baru
diadakan rapat.

’ (Hasil wawancara tanggal 28 April 2017)
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Untuk memperdalam apalisis, peneliti mewawancarai Kasubbid
pengukuran dan pemetaan BPN Kabupaten bulungan dengan pertanyaan serupa.
Adapun diperoleh jawaban sebagai berikut :

“Saya rasa sudah baik kepemimpinan yang dijalankan sudah baik, karena

Bagian Pembangunan memang sebagai peghubung SKPD dengan instansi

vertikal terkait pelaksanaan pembangunan untuk urusan status lahan.”

Untuk mengetahui bagaimana dampak supervisi yang dilaksanakan,
selanjutnya diberikan pertanyaan mengenai hal tersebut dan memperoleh jawaban
sebagai berikut:

“suvervisi perlu ditingkatkan, terutama dari segi perencanaan, masih ada
kegiatan yang sudah berjalan namun status lahannya masih belum clear n
clean, ini menjadi catatan dan evaluasi kedepan agar kegiatan yang
dilaksanakan tidak terhambat oleh status lahan yang tentunya apabila tidak
diperhatikan akan berbenturan dengan masyarakat.”

(Hasil wawancara tanggal 25 Juli 2017)

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, rata-rata informan sudah
memberikan penjelasan bahwa kepemimpinan sebenaranya sudah cukup baik dari
namun belum efektif. Hal ini dapat dilihat dari beberapa jawaban informan yang
mengungkapkan bahwa kepemimpinan yang dilakukan oleh kepala Bagian
pembangunan SETDA kabupaten Bulungan sudah baik dalam memberikan
pemahaman dan dapat bekerjasama dengan SKPD terkait dengan tugas dan
tanggung jawab yang harus dilaksanakan. Namun dalam hal suvervisi masih belum
dapat mengkoordinir secara menyeluruh dan belum pro aktif terhadap
permasalahan pelaksanaan pembnagunan yang dihadapi oleh diknas teknis terkait.

Hal ini bertentangan dengan konsep kepemimpinan dan supervise efektif dalam

koordinasi yang dikemukan oleh Moekijat (1994:41) bahwa kepemimpinan dan
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supervise yang baik adalah terjaminnya koordinasi kegiatan individu baik dalam
tingkat perencanaan maupun pada tingkat pelaksanaan.

Secara lebih lanjut, merujuk pada konsep kepemimpinan dan supervisi yang

dikemukakan oleh Kartono (2004:93) yang menjelasakan fungsi kepemimpinan
adalah untuk memandu, menuntun, membimbing, membangun, memberi z;tau
membangunkan motivasi-motivasi kerja, mengemudikan organisasi, menjalin
jaringan-jaringan komunikasi yang baik, memberikan pengawasan yang efisien dan
membawa para pengikutnya kepada sasaran yang ingin dituju sesuai dengan waktu
dan perencanaan. Oleh kerena itu dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan dan
supervisi yang terlaksana pada pengendalian kegiatan pembangunan pada Bagian
Pembangunan SETDA Kabupaten bulungan belum berjalan secara efektif karena
belum mencerminkan kesesuaian dengan konsep yang dijabarkan oleh Kartono
(2004:93).

Secara konseptual, berdasarkan hasil analisis wawancara dan penjelasan
mengenai konsep dan teori fungsi kepemimpinan dan supervisi diatas, dapat
disimpulkan bahwa kepemimpinan dan supervisi secara eksternal belum berjalan
dengan baik. Hal ini dibuktikan dari hasil wawancara dimana fungsi kepemimpinan
sebagai wakil dan juru bicara organisasi dalam hubungan dengan pihak eksternal
baik pada Bagian Pembangunan SETDA kabupaten Bulungan maupun SKPD
terkait tidak berjalan dengan baik (Hasil wawancara 28 April 2017).

Ditinjau dari segi konsep koordinasi, hasil analisis wawancara mengenai

kepemimpinan dan supervisi tugas pengendalian juga belum sesuai. Menurut

Torang (2014:182), koordinasi yang baik adalah koordinasi yang dilaksanakan

berdasarkan fungsi organizing dan actuating yang mana keduanya merupakan

[
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fungsi manajerial yang harus dimiliki dalam pelaksanaan kepemimpinan dan
supervisi. Hal serupa juga dijabarkan oleh Handoko (1995:25) vyang
mengungkapkan bahwa pengarahan yang baik terhadap kelompok akan
menciptakan budaya gairah untuk mencapai tujuan sesuai dengan perencanaan yang
melibatkan kepemimpinan, komunikasi, motivasi dan disiplin sehingga hasil dari
penelitian ini belum sesuai bahwa kepemimpinan dan supervisi yang dilaksanakan
sebagai bentuk koordinasi dalam tugas pengendalian kegiatan pembangunan antara
Bagian Pembangunan SETDA Bulungan dengan Instansi terkait belum termasuk
pelaksanaan yang efektif.

Dengan demikian, berdasarkan hasil wawancara serta berpedoman pada
konsep koordinasi yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini memberikan
interpretasi bahwa pelaksanaan kepemimpinan dan supervisi untuk koordinasi
pelaksanaan pengendalian kegiatan pembangunan secara eksternal belum berjalan
dengan efektif. Oleh karena itu, kegiatan pengendalian pembangunan belum
berjalan dengan baik sesuai dengan fungsi kepemimpinan dan supervisi masing-
masing Bagian serta SKPD-SKPD yang terlibat dalam koordinasi untuk melakukan
pengendalian pada kegiatan pembangunan di Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 4 syarat untuk mencapai Koordinasi
yang efektif pada Bagian Pembangunan Sckretariat Daerah Kabupaten Bulungan
dengan perangkat dacrah lainnya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan
Koordinasi belum berjalan dengan efektif baik dari segi komunikasi antar instansi,
kontinuitas, dan kepemimpinan dan suvervisi walaupun perumusan wewenang dan
tanggung jawab terkait pengendalian pembangunan sudah jelas. Banyak faktor

yang harus dibenahi agar Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan dapat
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meningkatkan kinerja melalui koordinasi yang efektif dengan perengkat daerah

lainnya.

3. Faktor-faktor yang mendukung dan menghambat dalam pelaksanaan
koordinasi pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten
Bulungan dalam lingkup Pengendalian kegiatan pembangunan

a. Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Internal

Bedasarkan hasil wawancara yang dilakukan, yang terindifikasi sebagai
faktor pendukung dalam pelaksanaan koordinasi secara internal di Bagian

Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan tugas

pengendalian kegiatan pembangunan adalah adanya rasa kekeluargaan yang

tercipta antar atasan dan bawahan. Faktor pendukung tersebut kemudian menjadi
penunjang terbentuknya komunikasi yang efektif yang juga menunjang terciptanya
sebuah koordinasi yang efektif. Hal ini sejalan dengan syarat koordinasi yang
dikemukakan oleh Hasibuan (2014:88) bahwa koordinasi yang baik/efektif adalah

koordinasi yang tercipta dari sense of cooperation atau perasaan untuk bekerjasama

pelaksanaan koordinasi internal di Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten
Bulungan lebih yaitu adanya koordinasi yang fleksibel baik scara terstruktur
maupun tidak sehingga menciptakan rasa kekeluargaan dan saling membutuhkan.

" Faktor tersebut merupakan faktor yang sesuai dengan sifat koordinasi yang
disebutkan oleh Handayaningrat dalam Abidin (2016:126) bahwa salah satu sifat
koordinasi adalah memiliki tujuan bersama dan kerjasama.

Adapun faktor penghambat pelaksanaan koordinasi internal pada Bagian

Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan dalam melaksanakan tugas
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pengendalian kegiatan pembangunan adalah kurangnya jumlah SDM atau pegawai
baik dari segi kuantitas maupun ditinjau dari segi kualitas yang juga belum

memadai schingga sangat berpengaruh terhadap pelaskanaan tugas pada Bagian

Pembangunan, Menurut Griffin dalam Moekijat (1994:134), koordinasi yang baik
adalah koordinasi yang terintegrasi untuk tiap bagian. Konsep tersebut menyaratkan
bahwa untuk tercapain&a sebuah koordinasi yang terintegrasi dengan baik dalam
sebuah organisasi sangat dibutuhkan personel atau jumiah individu yang
proporsional.

Oleh kerena itu, berdasarkan identifikasi terhadap fahor pendukung dan
penghambat koordinasi internal Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten
Bulungan, dapat diinterpretasikan bahwa dalam melakukan pengendalian kegiatan
pembangunan, koordinasi internal yang terjadi sudah mendukung pelaksanaan
tugas tersebut. Koordinasi internal yang terlaksana didukung dengan adanya rasa
kekeluargaan dan kerjasama antar personel (atasan ke bawahan) dan
pelaskanaannya sudah terstruktur dengan baik. Meskipun masih terdapat kendala
kurangnya individu atau tidak proporsionalnya jumlah pegawai yang melaksanakan
koordinasi, namun adanya kesatuan tujuan membuat koordinasi internal sudah
tergolong efektif péda Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan.

b. Faktor Pendukung dan Penghambat Koordinasi Eksternal
Identifikasi terhadap faktor pendukung dalam pelaksanaan koordinasi

eksternal untuk tugas pengendalian kegiatan pembangunan menunjukkan bahwa

adanya penghubung yang dapat meneruskan informasi-informasi yang ada yaitu

melalui staf penghubung yang ada di Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten

Bulungan serta di SKPD terkait. Hal ini juga sangat menunjang koordinasi
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eksternal mengingat peran dan fungsi penghubung yang sangat penting agar tercipta
koordinasi eksternal yang efektif. Grifiin dalam Moekijat (1994:134)
mengemukakan bahwa teknik pelaksanaan koordinasi yang efektif adalah dengan
membuat peranan penghubung dalam pelaksanaan koordinasi. Individu yang
terlibat. dalam koordinasi harus memiliki peran penghubung antara dua atau lebih
unit yang saling berketergantungan antara satu dengan yang lainnya untuk
meneruskan informasi-informasi yang dibutuhkan dalam koordinasi melaksanakan
tugas masing-masing.

Selain faktor pendukung, terdapat juga faktor penghambat yang
dengan perangkat daerah lainnya terkait dengan pengendalian kegiatan
pembangunan. Adapun faktor penghambatnya adalah sebagai berikut :

1. Tidak adanya sistem informasi yang berbasis teknologi yang dapat
mempermudah terlaksananya koordinasi yang efektif. Sugandha (1991 : 47- 48),
salah satu prinsip koordinasi adalah adanya saling tukar informasi dari semua pihak
termasuk masalah-masalah yang dihadapi masing-masing, sehingga dengan adanya
sistem informasi berbasis teknologi dapat mempermudah antar permgkat daerah
untuk saling memberikan informasi ditengah kesibukan dalam melaksanakan tugas
dan fungsinya masing-masing.

2. Adanya ego sektoral masing-masing perangkat daerah yang ada di .
Kabupaten Bulungan, Hal ini ditandai dengan kurangnya rasa kesadaran dalam hal
tugas dan tanggung jawab dari pimpinan Instansi sehingga masih menganggap

bahwa intansi terkait tidak memiliki kepentingan yang relevan dengan Bagian
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Pembangunan dan belum adanya saling ketergantungan antar perangkat dearah
dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Pamudji dalam Moekijat (1994:38)
mengatakan bahwa jika koordinasi yang dilaksanakan masih terdapat perbedaan-
perbedaan dalam pendangan dan kurangnya rasa kesadaran akan hal tersebut maka
dapat menghambat tercapainya pelaksanaan koordinasi yang efektif. Selanjutnya
Handoko (1995: 196), menyatakan urgensi akan pentingnya kebutuhan koordinasi
bagi aktifitas unit organisasi berbeda dalam hal sejauhmana aktivitas itu perly
dipadukan dengan aktivitas unit lainnya. Kebutuhan akan koordinasi tergantung
pada sifat dan kebutuhan komunikasi dalam pelaksanaan tugas dan derajat saling
ketergantungan bermacam-macam satuan pelaksananya. Selanjutnya Syafrudin (
1976,70), dalam bukunya menegaskan permasalahan ini dengan tulisannya :
“Jika sikap pejabat atau petugas yang bersangkutan masabodoh terhadap
tugas kewajiban, wewenang serta peranan pe]abat atau petugas lain
padahal ada sangkut paut dengan tugas dia sendiri, ini akan merupakan
persaingan yang negatif, maka jika itu terjadi, berarti bahwa pembinaan
masayarakat ada kesimpangsiuran, hambatan-hambatan antara kegiatan
yang sama dengan yang lain, pemborosan waktu, tenaga dan biaya serta
lebih jauh akan timbul bentrok-bentrok psycologies antara pejabat dan
masyarakat menjadi segan untuk memilih mana yang sebetulnya harus
ditaati perintahnya atan mana yang harus didahulukan jika semuanya
harus ditaati. Ini merupakan ciri tidak adanya atau lemahnya koordinasi.”
Sejalan dengan pendapat diatas, Hasibuan (2014:88), ego sektoral dapat
diredam melalui Sense of coorperation ( perasaan untuk bekerjasama), Team

spirit (saling menghargai) , Esprit de corps (bagian-bagian yang diikut sertakan

atau dihargai;umumnya akan menambah kegiatan yang bersemangat)

Sehingga dari pendapat para ahli diatas tentunya ego sektoral yang menjadi
hambatan koordinasi harus ditiadakan atau diredam mengingat tidak ada organisasi
yang dapat bekerja secara efektif dan efeisen tanpa adanya bantuan dari organisasi-

organisasi terkait lainnya dan tentunya semua organisasi yang ada juga memiliki
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tujuan yang sama yaitu untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat, Untuk
meredam ego sektoral dibutuhkan pemimpin -pemimpin yang dapat merangkul dan
memiliki etika yang baik akan mudah untuk membangun koordinasi antar sektor.
Konsep dan identifikasi di atas kemudian memberikan referensi untuk
menginterpretasikan bahwa pelaksanaan koordinasi eksternal yang dilakukan oleh
Bagian Pembangunan dengan perangkat daerah lainnya yang terkait masih perlu
diperbaiki kerena tergolong belum terlaksana secara efektif, Fakior penghambat
yang terjadi perlu ditanggulangi karena jika masih tidak adanya kesadaraan akan
pentingnya koordinasi dapat menghambat juga pelaksanaan pengendalian kegiatan
pembangunan yang berdampak kepada efektifitas pembangunan Kabupaten

Bulungan.
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Tujuan ‘dari penelitian ini adalah mendeskripsikan dan menganalisis
efektivitas koordinasi internal dan eksternal serta mengidentifikasi faktor-faktor
yang menjadi pendukung dan penghambat dalam pelaksanaan koordinasi pada
Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan terkait pengendalian kegiatan
pembangunan. Melalui analisis terhadap wawancara yang dilakukan, penelitian ini
ingin melihat sejauh mana efektivtias koordinasi (baik internal maupun eksternal)
yaﬁg telah dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan.
Berikut ini akan dijelaskan mengenai kesimpulan hasil analisis yang dilakukan:
1. Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi Internal

Secara garis besar efektivitas koordinasi dalam lingkup internal Bagian
Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan telah terealisasi dengan baik dilihat
dari syarat-syarat koordinasi yang efektif menurut ahli yaitu Komunikasi yang
efektif, Hal ini dapat dilihat dari keterlibatan semua unsur yang dapat berkerja sama

dalam melaksanakan tugas yang diberikan atasan dan lebih mengutamakan

pertemuan tatap muka, Oleh karena itu, dalam lingkungan Bagian Pembanguan

SETDA Kabupaten Bulungan lebih terjalin rasa kekeluargaan dan kebersamaan.
, Pelaksanaan kontinuitas koordinasi dalam pengendalian kegiatan

pembangunan yang dilakukan oleh Bagian Pembangunan selama ini secara internal

juga sudah berjalan efektif walaupun masih terdapat kendala karena masih adanya

jadwal pelaksanaan monitoring yang sering tertunda sehingga tentunya
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mempengaruhi pelaksanaannya monitoring itu sendiri, Namun secara esensi tidak
mempengaruhi koordinasi itu sendiri.

Sedangkan dari syarat perumusan wewenang dan tanggung jawab yang jelas
juga sudah sesnai dengan tupoksi masing-masing pegawai dan berpedoman pada
perturan Bupati, Hal ini dapat dilihat dari segala tugas dan fungsi dapat terlaksana

dengan baik mempermudah proses dari aktivitas pengendalian terhadap kegiatan

mendapatkan beberapa kendala dalam pelaksanaannya seperti kuantitas sumber
daya manusia yang tergolong sedikit untuk melaksanaan tugas pengendalian
kegiatan pembangunan khususnya yang harus terjun ke lapangan untuk melakukan
monitoring. Selain itu, terbenturnya jadwal monitoring yang telah ditetapkan
dengan tugas-tugas lainnya sehingga menyebabkan terbatasnya substansi
pengendalian yang dilaksanakan oleh Bagian Pembangunan.

Berkaitan dengan pelaksaan koordinasi dalam bentuk kepemimpinan dan
supervisi internal yang efektif, Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan
telah melaksanakannya secara efektif. Hal ini dibuktikan dengan hasil analisis yang
menyatakan bahwa Kepala Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan
Sebagai pimpinan di instansinya dapat berperan sebagai komunikator yang efektif
dan dapat mengarahkan, membimbing dan menggerakkan bawshannya untuk
mencapai tujuannya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 4 syarat untuk mencapai Koordinasi
yang efektif pada Bagian Pembangunan Sekretariat Dacrah Kabupaten Bulungan
dapat disimpulkan bahwa Koordinasi secara internal sudah berjalan dengan efektif

baik dari segi komunikasi antar pegawai, kontinuitas, perumusan wewenang dan
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tanggung jawab serta kepemimpinan dan suvervisi. Walaupun terdapat beberapa
kendala namun masih dalam tahap yang wajar dan tidak mempengaruhi esensi dari
pelaksanaan koordinasi itu sendiri
2. Efektivitas Pelaksanaan Koordinasi Eksternal

Berbeda dengan hasil yang ditunjukkan dari analisis pada pelaksanaan
koordinasi internal, untuk efektivitas pelaksanaan koordinasi melalui komunikasi
dalam lingkup eksternal sampai dengan saat ini masih tergolong belum berjalan
secara efektif. Kesimpulan ini ditunjukkan dari hasil analisis wawancaran yang
menyimpulkan bahwa kerjasama dan koordinasi yang terjalin dengan pihak
eksternal masih mengutamakan dan mengedepankan “ego” sektoral yaitu seperti
SKPD yang hanya akan merespon koordinasi yang diberikan dalam bentuk apapaun
apabila melalui pengantar surat resmi. Beberapa hasil wawancara menunjukkan
bahwa jika selalu barus menggunakan surat resmi dapat menyebabkan
keterlambatan laporan pengendalian serta menghambat fungsi pengendalian
kegiatan pembangunan karena terindikasi memakan waktu yang cukup lama.

Sama halnya dalam pelaksanaan kontinuitas koordinasi secara eksternal
yang selama ini juga belum berjalan optimal, dimana masih terjadi kendala-kendala
dengan tidak adanya kalender koordinasi yang pasti dengan SKPD dan tingkat
kepedulian atau komitmen masing-masing instansi yang terkait masih kurang,

Berkaitan tentang pelaksanaan tugas pengendalian kegiatan pembangunan
yang dilakukan oleh Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan serta
SKPD atau instansi terkait dapat dikatakan sudah berdasarkan perumusan

wewenang dan tanggung jawab yang jelas. Peraturan yang ada sudah mengatur
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tentanag tugas dan fungsi masing-masing perangkat daerah sehingga tidak terjadi
tumpang tindih kegiatan.

Sedangkan pelaksanaan koordinasi melalui kepemimpinan dan supervisi
yang efektif secara eksternal juga masih belum efektif dimana fungsi pimpinan
sebagai wakil dan juru bicara organisasi-organisasi yang terkait dengan aktivitas
pengendalian kegiatan pembangunan belum terealisasi dengan baik dikarenakan
masih belum melibatkan SKPD terkait dalam kegiatan pengendalian dan belum
dapat memotivasi SKPD untuk disiplin dalam melaksanakan tugas dan tanggung
Jjawabnya.

Berdasarkan hasil penelitian terhadap 4 syarat untuk mencapai Koordinasi
yang efektif pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Bulungan
dengan perangkat daerah lainnya dapat disimpulkan bahwa secara keseluruhan
Koordinasi belum berjalan dengan efektif baik dari segi komunikasi antar instansi,
kontinuitas, dan kepemimpinan dan suvervisi walaupun perumusan wewenang dan
tanggung jawab terkait pengendalian pembangunan sudah jelas. Banyak faktor
yang harus dibenahi agar Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan dapat
meningkatkan kinerja melalui koordinasi yang efektif dengan perengkat daerah
lainnya.

3. Faktor-Faktor Pendukung dan Penghambat Pelaksanaan Efektivitas
Koordinasi

Mengenai faktor-faktor sesnai dengan hasil analisis dari wawancara yang

dapat mendukung dalam pelaksanaan koordinasi internal dalam pelaksanaan tugas

pengendalian pembangunan adalah rasa kekeluargaan yang tercipta pada

lingkungan Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan schingga

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




43145 pdf

128

efektif. Begitu juga dengan pelaksanaan koordinasi secara eksternal sudah dianggap
perlu dan terealisasi dengan baik adanya penghubmg untuk tujuan berbagi
mengenai informasi-informasi yaitu melalui staf penghubung.

Sedangkan faktor yang menjadi penghambat koordinasi secara internal
adalah kurangnya jumlah sumber daya manusia atau pegawai baik dari segi
kuantitas maupun secara kualitas schingga tentunya berpengaruh terhadap
pelaksanaan tugas. Sama halnya dengan pelaksanaan koordinasi eksternal yang
mendapat hambatan dimana tidak adanya sistem informasi yang berbasis teknologi
dan adanya ego sektoral antar perangkat daerah yang ada di Kabupaten Bulungan.
B. Saran

Berdasarkan analisis pada pembahasan hasil penelitian serta kesimpulan
yang dikemukakan sebelumnya, penelitian ini kemudian memberikan rekomendasi
melalui saran-saran yang dapat digunakan sebagai pedoman atau dasar evaluasi
efektivitas koordinasi bagi berbagai pihak yang dapat ditinjau dari dua jenis saran
sebagai berikut:

1. Saran Teoritis
a. Melihat ruang lingkup dan cakupan penclitian ini yang masih sebatas pada
konsep efektivitas koordinasi yang ditinjau dari empat aspek yaitu
komunikasi, kontinuitas, pelaksaan wewenang dan tanggung jawab, dan
kepemimpinan dan supervisi, maka sangat disarankan untuk pengembangan
penelitian selanjutnya dapat mencakup aspek atau syarat koordinasi secara
menyeluruh atau sesuai dengan 9 (Sembilan) syarat koordinasi yang

diungkapkan oleh Tripathi dan Reddy dalam Moekijat (1994:39)
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b, Untuk memperluas cakupan bukti empiris mengenai hasil penelitian, perly
dilakukan penelitian sejenis dengan menggunakan obyek penelitian yang
berbeda seperti meneliti di Bagian Pembangunan yang ada di daerah lain
atau instansi pemerintahan yang berbeda dan menjalankan fungsi

administrasi public.

f 2. Saran Praktis

| a. Perlunya dibuat sebuah sistem yang terintegrasi dan berperan sebagai wadah
penghubung jalur koordinasi antar SKPD-SKPD yang terkait dengan tugas
pengendalian kegiatan pembangunan. Sistem yang dibuat harus dapat
terlaksana secara rutin minimal sebulan sekali dan terkoordinasi langsung
oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Bulungan

b. Bagi Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan kedepannya perlu
ada upaya dalam peningkatan kuantitas sumber daya manusia (pegawai)
agar koordinasi yang dilakukan dapat terealisasi dengan relevan baik secara
internal maupun eksternal. Misalnya saja di tahun 2015 (berdasarkan
sumber dari Bagian Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan) terdapat
243 paket pembangunan khusu di Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang
yang tersebar di 10 Kecamatan, maka perlu pegawai penghubung untuk
masing-masing memonitor Kegiatan pembangunan yakni sebanyak 30
pegawai dengan asumsi 3 orang masing-masing kecamatan dikarenakan

letak geografis yang jauh. Selain penambahan jumlah, perlu juga

diperhatikan pelatihan atau diklat untuk meningkatkan kualifikasi pegawai

dan menambahkan dengan menyesuaikan bidang-bidang yang relevan

| terhadap fungsi pengendalian kegiatan pembangunan. Misalnya saja yang
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mampu melaksanakan tugas dibidang pelaporan realisasi fisik dan keuangan
kerena masalah yag sering terjadi adalah laporan yang diberikan oleh SKPD
tidak sesuai dengan kondisi kegiatan dilapangan dan mengalami
keterlambatan.

- c. Perlu adanya sebuah evaluasi internal seperti melakukan rapat laporan
progress pengendalian secara rutin dan pendampingan langsung di lapangan
bagi staf-staf pelaksana pengendalian agar dapat dikontrol pelaksanaannya
apakah sudah sesuai yang direncakanan atau tidak. Selain itu, perlu ada
kesadaran bagi SKPD terkait agar masing-masing bertanggung jawab
terhadap fungsi dan tugas yang ada serta merasa saling membutuhkan dan
saling berkepentingan agar kegiatan pengendalian pembangunan dapat
terlaksana secara efektif.

| d. Perlunya media yang efektif dalam pelaksanaan koordinasi seperti aplikasi

seperli laporan berbasis teknologi informatika (pAplikasi laporan).
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PEDOMAN WAWANCARA
EEFEKTIFITAS KOORDINASI PADA BAGIAN PEMBANGUNAN
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN BULUNGAN

PERTANYAAN

INFORMAN

A. Fokus bentuk-bentuk Koordinasi

1. Bagaimana jenis-jenis koordinasi dan
kegiatan apa saja yang dikoordinasikan
dengan Perangkat daerah lainnya terkait
pengendalian adminsitrasi
pembangunan?

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan

1 B. Komunikasi

Komunikasi (Internal)

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Bapak, diharuskan untuk berkomunikasi
dgn pihak lain, bagaimana pelaksanaan
komunikasi dan metode komunikasi
yang dilakukan di Bagian Pembangunan
Setda kab.Bulungan ?

. Asisten Perekonomian Dan

Pembangunan

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi
. Staf Pelaksana

2. Bagaimana perintah/intruksi yang bapak
berikan kepada bawahan dapat
dijalankan dan apakah ada umpan
baliknya ?

. Asisten Perekonomian Dan

Pembangunan

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

3. Apakah  bapak  sudah  merasa
komunikasi yang dilakukan telah efektif
? (ya/tidak ) Berikan alasan

. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kabupaten Bulungan

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi
- Staf Pelaksana

4. Kendala apa saja yg dihadapi dalam
melakukan komunikasi secara internal?

. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kabupaten Bulungan

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan

. Staf Pelaksana
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Komunikasi (Eksternal)

5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi
Bapak, diharuskan untuk berkomunikasi
dgn pihak lain, bagaimana pelaksanaan
komunikasi dan metode komunikasi
yang dilakukan dengan SKPD lainnya ?

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

6. Apakah  bapak  sudah  merasa
komunikasi yang dilakukan telah efektif
? (ya/tidak ) Berikan alasan ?

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

7. Kendala apa saja yg dihadapi dalam
melakukan komunikasi dengan SKPD

lain?

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

Bagian Pembangunan terkait
pengendalian pembangunan?

(78]

Pembangunan
8. Bagaimana pelaksanaan komunikasi . Sekertaris Bappeda & Litbang
dan metode yang dilakukan dengan Kabupaten Bulungan

. Plt Kepala Dinas PU & PR
. Kassubid Pengukuran & pemertaan BPN

Kab.bulungan

9. Adakah hambatan/kendala yang bapak,
hadapi ketika melakukan komunikasi
dgn Bagian pembangunan? Jika ada,
tolong dijelaskan.

W N

. Sekertaris Bappeda & Litbang

Kabupaten Bulungan

. Plt Kepala Dinas PU & PR
. Kassubid Pengukuran & pemertaan BPN

Kab.Bulungan

C. Kontinuitas

Kontinuitas (Internal)

1. Apakah koordinasi internal terkait
pelaksanaan pengendalian kegiatan
pembangunan telah berjalan secara
berkesinambungan ? (Ya/tidak), alasan?

. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kabupaten Bulungan

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan

. Staf Pelaksana

2. Apakah ada kalender koordinasi (jadwal

. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

koordinasi)  terkait  pengendalian Kabupaten Bulungan
pembangunan?(ya/tidak)  bagaimana . Kabag Pembangunan Setda Kabupaten
Bulungan
‘?
pelaksanaannya ? . Kasubbag Monitoring dan Evaluasi
Pembangunan
. Staf Pelaksana
135

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




Lampiran 1

43145 pdf

3. Ada kah kendala yang dihadapi dalam
pelaksanaan koordinasi pengendalian
pembangunan? Jika ada, tolong
jelaskan.

. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kabupaten Bulungan

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan

. Staf Pelaksana

Kontinuitas (Eksternal)

4. Apakah koordinasi eksternal terkait
pelaksanaan pengendalian kegiatan
pembangunan telah berjalan secara
berkesinambungan 7 (Ya/tidak),
alasan?

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan

. Sekertaris Bappeda & Litbang

Kabupaten Bulungan

. PIt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Bulungan

. Kassubid Pengukuran & pemertaan BPN

Kab.Bulungan

5. Apakah ada kalender koordinasi
eksternal (jadwal koordinasi) terkait
pengendalian pembangunan? (ya/tidak)
bagaimana pelaksanaannya ?

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan

. Sekertaris Bappeda & Litbang

Kabupaten Bulungan

. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Bulungan

6. Jika terdapat permasalahan dalam
pelaksanaan program (laporan realisasi
fisik dan keuangan, kegiatan
pembangunan yang terlambat, masalah
sosial, dsb), apa langkah bapak dalam
menyikapinya?

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

7. Adakah kendala yang dihadapi dalam

. pelaksanaan koordinasi pengendalian
pembangunan? Jika ada, tolong
jelaskan.

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan

. Sekertaris Bappeda & Litbang

Kabupaten Bulungan

. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Bulungan

. Kassubid Pengukuran & pemertaan BPN

Kab.Bulungan
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D. Perumusan Wewenang dan

Tanggungjawab

Perumusan Wewenang dan
Tanggungjawab ( Internal)

1.

Dalam  melakukan tugas dan
tanggungjawab, apakah sudah
perumusannya tentang Tupoksi? (
ya/tidak) berikan penjelasan?

. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kabupaten Bulungan

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan

4. Staf Pelaksana

. Apakah menurut bapak, masing2

individu yang dilimpahi wewenang dan
tanggungjawab tersebut, sudah
melakukan kewajibannya sesuai dengan
tugas dan fungsi pokoknya masing2?

. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kabupaten Bulungan

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

. Pernah kah ada pelimpahan tugas dan

tanggungjawab dari atasan ke bawahan
yang tidak sesuai dengan tugas dan
fungsi pokok bawahan tersebut?

. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kabupaten Bulungan

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

Apa kendala dalam melakukan
perumusan wewenang dan
tanggungjawab tersebut?

. Asisten Perekonomian dan Pembangunan

Kabupaten Bulungan

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan

. Staf Pelaksana

Perumusan Wewenang dan
Tanggungjawab ( Eksternal )

5. Dalam  melakukan tugas  dan

tanggungjawab terkait pengendalian
kegiatan - pembangunan, apakah
perangkat daerah lainnya sudah sesuai
dengan peraturan yang ada?( ya/tidak)
berikan penjelasan?

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan

. Sekertaris Bappeda & Litbang

Kabupaten Bulungan

. PIt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Bulungan

. Kassubid Pengukuran & pemertaan BPN

Kab.bulungan

. Apa kendala dalam melakukan

perumusan wewenang dan
tanggungjawab tersebut?

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan

. Sekertaris Bappeda & Litbang

Kabupaten Bulungan
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. Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Kabupaten Bulungan

. Kassubid Pengukuran & pemertaan BPN

Kab.Bulungan

E. Kepemimpinan dan Supervisi

Kepemimpinan dan Suvervisi (Internal)

1. Apakah menurut bapak, kepemimpinan . Kabag Pembangunan Setda Kabupaten
atasan bapak dalam berkoordinasi Bulungan
dengan bawahan di Bagian
pembangunan sekerteriat daerah ini
telah berjalan dengan baik?

. Bagaimana cara bapak mengkoordinir

bawahan agar masing2 bagian dapat
menampilkan kinerja yang terbaik?

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

. Apakah bapak

selalu menerapkan
sistem monitoring / suvervisi terhadap
pekerjaan yg dilakukan bawahan?

. Kabag Pembangunan Setda Kabupaten

Bulungan

. Apakah kepemimpinan atasan anda

sudah efektif ? (Ya/tidak ) seperti apa
kepemimpinannya ?

. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan

. Staf Pelaksana

. Apakah Pimpinan bapak selalu
menerapkan sistem
monitoring/suvervisi terhadap

pekerjaan bahawannya?

. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

Pembangunan

. Staf Pelaksana

Kepemimpinan dan Suvervisi (Eksternal)

6. Apakah bapak

selalu  menerapkan
sistem monitoring / suvervisi terhadap
pekerjaan yg dilakukan SKPD ? dan
apa kendalanya?

. Kabag Pembangunan Setda kabupaten

Bulungan.

. Kasubbag Monitoring dan Evaluasi

pembangunan

7. Apakah menurut bapak, Bagaimana

kepemimpinan kabag pembangunan
selama ini?

. Plt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Bulungan

. Sekertaris Bappeda & Litbang Kabupaten

Bulungan

. Kassubid Pengukuran & pemertaan BPN

Kab.bulungan

8. Bagaimana supervisi dalam pengendalian

pembangunan yang dikoordinir oleh
Bagian pembangunan selama ini dan apa
dampaknya ?

. PIt. Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan

Penataan Ruang Kabupaten Bulungan

. Sekertaris Bappeda & Litbang Kabupaten

Bulungan

. Kassubid Pengukuran & pemertaan BPN

Kab.Bulungan
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Lampiran 2
TRANSKRIP HASIL WAWANCARA
Judul : Efektifitas Koordinasi Pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan '

Informan : Kepala Bagian Pembangunan Setda Kabupaten Bulungan

A. Pertanyaan : Fokus bentuk-bentuk Koordinasi

1. Jika dikaji dasar hukum sebagai legalitas pelaksanaan koordinasi diatur
dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No.33 Tahun 2008
tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah. )
Bagaimana Jenis-jenis koordinasi dan kegiatan apa saja yang
dikoordinasikan dengan Perangkat daerah lainnya terkait pengendalian
adminsitrasi pembangunan?
Jawaban :
“Beberapa kegiatan yang harus dilaksanakan dan menjadi tupoksi Bagian
Pembangunan SETDA Kabupaten Bulungan antara lain: 1) Agenda
Penyusunan rekapitulasi laporan realisasi program/kegiatan pembangunan
seluruh SKPD setiap bulan 2) Monitoring dan evaluasi terhadap seluruh
kegiatan pembangunan daerah yang ada pada SKPD secara berkala di setiap
tahun anggaran berjalan 3) Rapat koordinasi pengendalian kegiatan
pembangunan ( Rakoldal ) secara berkala yaitu 3 bulan sekali.”

B. Komunikasi Yang Efektif

Internal
1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapak, diharuskan untuk

berkomunikasi dgn pihak lain, bagaimana pelaksanaan komunikasi dan
metode komunikasi yang dilakukan di Bagian Pembangunan Setda
kab.Bulungan ?

Jawaban :
“Saya sebagai Kabag tentunya dalam melaksanakan tugas dan fungsi harus

selalu mengkomunikasikan informasi-informasi, perintah dan hasil
pelaksanaan tugas baik secara formal maupun non formal. Baik itu kepada
atasan saya (Sekda dan Asisten) maupun kepada bawahan saya.
Mekanismenya jelas, sesuai strukturnya, seperti saya dapat perintah dari
Sekda secara langsung atau melalui Asisten dan kemudian saya teruskan ke
bawahan saya karena tidak mungkin dalam melaksanakan tugas saya
berjalan sendiri. Metodenya sendiri biasanya langsung ketemu (tatap muka),
kadang juga lewat telepon atau disposisi. Dengan Asisten sih sangat
tergantung, beliau memiliki kesibukan yang tinggi dan jadwal yang padat
sehingga disesuaikan lagi komunikasinya dengan situasi dan kondisi, jika
sama-sama di tempat ya bisa tatap muka langsung, jika sangat mendesak
dan gak lagi di tempat, seringnya lewat telepon atau pesan singkat”

“Lain halnya dengan bawahan saya, komunikasi yang berjalan lebih
fleksibel. Biasanya Saya melakukan diskusi dengan Kasubbag / staf yang
membidangi untuk menjelaskan tugas yang akan diberikan. Misalnya
membuat surat terkait percepatan pembangunan atau membuat surat balasan
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SKPD atau menyiapkan data yang diminta oleh SKPD melalui dispo dari
Pimpinan. Apabila terkait dalam tim diadakan rapat staf untuk membahas
bersama- sama bagaimana pelaksanaannya misal pelaksanaan Rakoldal,
siapa tau ada ide-ide atau inovasi yang lebih baik dalam pelaksanaanya.
Upaya ini saya harapkan pada masing-masing Kasubbag untuk selalu
berkomunikasi dan memberikan umpan balik, baik sesama kasubbag
maupun kepada bawahannya masing-masing untuk melaksanakan tugas
sebaik-baiknya dan dapat saling bekerja sama.”

2. Bagaimana perintah/intruksi yang bapak berikan kepada bawahan dapat
dijalankan dan apakah ada umpan baliknya ?
Jawaban : '
“Ketika ada tugas yang diberikan kepada bawahan, saya biasanya
memanggil langsung kasubbag/staf yang membidangi sehingga tujuan atau
maksud tugas tersebut dapat dilaksanakan dengan baik. Ada, biasanya
bawahan bertanya ketika tidak memahami dan juga meberikan masukan.

3. Apakah bapak sudah merasa komunikasi yang dilakukan telah efektif ?
(ya/tidak ) Berikan alasan ?
Jawaban :

“Sudah bisa dibilang efektif, karena komunikasi yang kami jalankan sudah
sesuai dengan aturan yaitu secara struktural dan tidak terputus, belum lagi
komunikasi yang terlaksana selalu membawa informasi yang tepat guna dan
dilaksanakan sesuai arahan perintah yang dikomunikasikan, itu berarti
sudah berjalan efektif komunikasi internal kami.”

4. Kendala apa saja yg dihadapi dalam melakukan komunikasi secara internal?
Jawaban :
“Kendala yang terjadi mungkin apabila Kasubbag berhalangan hadir/dinas
luar dan HP-nya non aktif atau sudah dihubungi sehingga agak sulit
melakukan komunikasi. Namun secara keseluruhan komunikasi yang
dilakukan di Bagian Pembangunan sejauh ini berjalan lancar dan instruksi.
yang saya berikan juga selalu dilaksanakan. Hal ini dibuktikan dengan
laporan-laporan oleh kasubbag terkait pelaksanaan kegiatan baik secara
lisan maupun tulisan.”

Eksternal

5. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapak, diharuskan untuk
berkomunikasi dgn pihak lain, bagaimana pelaksanaan komunikasi dan
metode komunikasi yang dilakukan dengan SKPD lainnya ?
Jawaban :
“Menurut saya, komunikasi yang baik sangat perlu dibangun antara kami
dengan SKPD lainnya yang terkait dan secara fungsi sama-sama melakukan
pengendalian terhadap kegiatan pembangunan daerah. Hal ini karena saya
anggap dengan komunikasi yang baik tentunya membantu meningkatkan
kinerja Bagian Pembangunan selaku Koordinator laporan dalam
pengendalian kegiatan pembangunan yang ada di Kabupaten Bulungan.
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Untuk metodenya sendiri ya bisa tatap muka, surat resmi, telpon, sms atau
WA.”

6. Apakah bapak sudah merasa komunikasi yang dilakukan dengan SKPD lain
telah efektif ? (ya/tidak ) Berikan alasan ?

Jawaban :
“Soal efektifnya komunikasi dengan SKPD terkait, saya rasa masih

mengalami hambatan untuk dikatakan efektif. Dilihat dari segi waktu,
misalnya saja kami membutuhkan data dari SKPD terkait, biasanya perlu
ada semacam surat pengantar/permohonan resmi yang harus ditandatangani
oleh Sekda atau Asisten. Bayangkan jika Sekda dan Asisten sedang berada
di temat lain atau dinas luar, tentunya akan molor terpenuhinya data yang
kami butuhkan.” '

7. Kendala apa saja yg dihadapi dalam melakukan komunikasi secara
eksternal? :

Jawaban :
“Kendalanya sih, misalnya kita tidak menggunakan surat resmi, SKPD

cenderung kurang tanggap atau tidak cepat respon dibandingkan dengan
menggunakan surat resmi. Itu termasuk salah satu kendala yang dihadapi
dalam komunikasi dengan pihak eksternal. Yang lainnya mungkin kendala-
kendala umum seperti kesibukan masing-masing instansi sehingga tidak
berada di tempat, nomor kontak yang jarang aktif atau selalu berganti, dan
seringnya diwakilkan oleh pihak yang bukan bidangnya dalam urusan
pengendalian kegiatan pembangunan.”

C. Kontinuitas

Internal
1. Apakah koordinasi internal terkait pelaksanaan pengendalian kegiatan

pembangunan telah berjalan secara berkesinambungan ? (Ya/tidak), alasan?
Jawaban :

“ya, Koordinasi yang dilakukan sudah pasti sesuai pelaksanaan
pengendalian kegiatan pembangunan, dilakukan mulai dari menyusun
pedoman pengendalian, jadwal pelaksanaan monitoring hingga pada
evaluasi hasil pelaksanaan pengendalian tersebut.” ’

2. Apakah ada kalender koordinasi (jadwal koordinasi) terkait pengendalian
pembangunan?(ya/tidak) bagaimana pelaksanaannya ?
Jawaban :
“Ada, rapat internal kita jadwalkan setiap bulan sesuai aturan yang ada,
dalam pelaksanaanya dimulai pada awal untuk membahas semua rencana
apa aja yang mau dikerjakan, baik itu pedoman, jadwal pelaksanaan
pengendalian dan sekaligus evaluasi pelaksanaan tahun sebelumnya. upaya
ini untuk menumbuhkan semangat atau motivasi dalam bekerja sehingga
pelaksanaannya bisa terarah. saya harus berkoordinasi secara terus menerus
karena saya yang bertanggung jawab terkait pengendalian kegiatan
pembangunan tersebut. Jadi sewaktu-waktu saya adakan rapat staf sebagai
bahan evaluasi tidak harus sebulan sekal
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3. Ada kah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi
pengendalian pembangunan? Jika ada, tolong jelaskan.
Jawaban : '
“Kendalanya ya biasanya jadwal monitoring yang sudah ditentukan sering
tertunda untuk dilaksanakan, karena ada tugas mendadak yang juga tidak
bisa ditinggal misal undangan-undangan kerja di luar daerah atau perintah
pak SEKDA yang harus segera dilaksanakan.”

Eksternal

4. Apakah koordinasi eksternal terkait pelaksanaan pengendalian kegiatan
pembangunan telah berjalan secara berkesinambungan ? (Ya/tidak), alasan?
Jawaban : ’
“ya, koordinasi dengan SKPD selalu dilakukan terkait pelaksanaan tugas
Pengendalian kegiatan pembangunan. Karena memang kami sangat
tergantung kepada SKPD, Misalnya Laporan Realisasi tidak dapat kami
rekap ‘apabila SKPD belum menyerahkan sehingga salah satu bentuk
kerjasama dengan SKPD setiap tahun kami adakan pelatihan untuk admin
pelaporan seluruh SKPD yang nantinya dibutuhkan.”

5. Apakah ada kalender koordinasi (jadwal koordinasi) terkait pengendalian
pembangunan? (ya/tidak) bagaimana pelaksanaannya ?
Jawaban :
“jadwal koordinasi dengan SKPD lain biasaya melalui RAKOLDAL yang
dijadwalkan setiap triwulan dan dipimpin langsung oleh Bupati, untuk
mengetahui progres fisik dan keuangan serta permasalahan yang dihadapi
oleh SKPD dalam melaksanakan program dan kegiatan yang telah
ditetapkan di dalam DPA.

6. Jika terdapat permasalahan dalam pelaksanaan tugas pengendalian
adminsitrasi pembangunan seperti laporan realisasi fisik dan keuangan,
kegiatan pembangunan yang terlambat, masalah sosial, dsb), apa langkah
bapak dalam menyikapinya?

Jawaban :

“Untuk permasalahan yang terjadi di lapangan biasanya kami hanya
menginventarisir dan menyampaikan ke pada pimpinan dan dirapatkan
melalui RAKOLDAL saja.”

7. Adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi pengendalian
pembangunan? Jika ada, tolong jelaskan..

Jawaban :
“Kendalanya ada dan biasa terjadi, Untuk rakoldal ini terkadang mengalami

hambatan, biasanya rakoldal ini atas keinginan Bupati untuk melakukan
evaluasi, jadi tergantung jadwal bupati, sebagai contoh rakoldal sudah kita
agendakan setiap triwulan minggu kedua, namun terkadang batal yang
diakibatkan kesibukan Bupati.”
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D. Perumusan Wewenang dan Tanggungjawab Yang Jelas

Internal

1. Dalam melakukan tugas dan tanggungjawab, apakah sudah perumusannya
tentang Tupoksi? ( ya/tidak) berikan penjelasan?
Jawaban :
“Ya, Kita bekerja tentu harus ada pedoman dan dalam pelaksanaannya
masing-masing bidang memiliki tanggung jawab atas pekerjaannya sesuai
Tupoksi yang ada dalam Perbub.”

2. Apakah menurut bapak, masing?2 individu yang dilimpahi wewenang dan
tanggungjawab tersebut, sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan
tugas dan fungsi pokoknya masing2?

Jawaban :
“sudah.”

3. Pernah kah ada pelimpahan tugas dan tanggungjawab dari atasan ke
bawahan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pokok bawahan
tersebut?

Jawaban :

“Salah pelimpahan atau pelaksanaan tugas yang tidak sesuai dengan
tanggung jawab dan wewenang masing-masing sih belum pernah terjadi
karena masing-masing sudah sadar dengan tupoksi sesuai aturan bupati.”

4. Apakah kendala terbesar dalam melakukan perumusan wewenang dan
tanggungjawab tersebut?
Jawaban :
“Kendala pelaksanaan tugas dan wewenang yaitu kurangnya jumlah dan
kualitas SDM yang ada di Bagian pembangunan sangat berpengaruh
terhadap pelaksanaan tugas, ditambah dengan beban kerja yang tinggi dan
diharuskan dapat menyelesaikan semua dengan cepat dan tepat schingga
memang semua kerjaan dibutuhkan kerjasama dan saling mengisi terkadang
dengan sistem keroyokan. Ketika ada kasubbag yang satu berhalangan
hadir, kasubbag yang lain dapat menggantikan apa yang dikerjakan oleh
kasubbag yang berhalangan hadir.. Namun masing-masing kasubbag harus
tetap focus dan tanggung jawab sesuai tupoksinya.”jadi sifatnya saling
membantu.”

Eksternal

5. Dalam melakukan tugas dan tanggungjawab terkait pengendalian kegiatan
pembangunan, apakah perangkat daerah lainnya sudah sesuai dengan
peraturan yang ada? ( ya/tidak) berikan penjelasan?
Jawaban :
“Untuk wewenang dan tanggung jawab terkait pengendalian kegiatan
pembangunan tentunya masing-masing SKPD juga harus mangacu kepada
Perbup baik tentang SOTK maupun Pedoman Pelaksanaan APBD,
Koordinasi terkait pelaksanaan pembangunan melalui Bagian
Pembangunan Setda Kabupaten Bulungan dan Laporan realisasi fisik dan
keuangan harus di serahkan tiap bulan per tanggal 5 untuk dilaporkan
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kepada Bupati. Jadi selama menjalankan tupoksi ya sebenarnya semua
akan berjalan dengan baik.

6. Apa kendala dalam melakukan perumusan wewenang dan tanggungjawab
tersebut?

Jawaban :
“Kendala yang terjadi itu seperti belum adanya kesadaran dari instansi -

instansi dalam meyerahkan laporan relasiasi fisik dan keuangan dan respon
yang lambat terhadap permintaaan data yang dibutuhkan karena informasi
yang dibutuhkan Bagian pembangunan merupakan kebutuhan informasi
yang dibutuhkan Bupati selaku Kepala Daerah, kami ini hanya
mengadminsitrasikan pelaksanaan kegiatan saja.”

E. Kepemimpinan dan Supervisi Yang Efektif

Internal
1. Apakah menurut bapak, kepemimpinan atasan bapak dalam berkoordinasi

dengan. bawahan di Bagian pembangunan sekerteriat daerah ini telah
berjalan dengan baik?

Jawaban :
“Pimpinan saya (Sekda dan Asisten) sudah baik dalam melakukan

koordinasi karena yang mereka sampaikan sangat jelas dan terstruktur. Soal
pengendalian kegiatan pembangunan pun sudah sesuai dengan harapan
saya. Mengingat saya memiliki tanggung jawab dalam pelaksanaan
pengendalian khusunya terkait pelaporan adminsitrasi pembangunan, jadi
saya harus memperoleh koordinasi yang jelas dari pimpinan.”

2. Bagaimana cara bapak mengkoordinir bawahan agar masing? bagian dapat
menampilkan kinerja yang terbaik?
Jawaban :
“Saya disini menanamkan sistem kekeluargaan dan kebersamaan karena
dengan jumlah pegawai yang minim tentu harus dimaksimalkan sebaik
mungkin, dengan cara komunikasi yang instensif dalam melaksanakan
tugas-tugas melalui pertemuan baik secara personal maupun dalam rapat
staf untuk mengetahui sejaumana progress penyelesaian pekerjaan.dan
masing-masing sudah dibagi tugas sehingga bertanggung jawab terhadap
tugas yang saya berikan. Tentunya kembali lagi komunikasi sering
dilakukan dalam melaksanakan tupoksi.”

3. Apakah bapak selalu menerapkan sistem monitoring / suvervisi terhadap
pekerjaan yg dilakukan bawahan?

Jawaban :
“Pasti, karena saya juga dimonitor oleh asisten bidang perekonomian dan

pembangunan, sebagai pimpinan dibagian pembanagunan tentunya juga
harus memonitor semua yang dilakukan bawahan sebagai bahan evaluasi
kedepan dan apabila terjadi masalah dalam pekerjaan cepat dapat

diselesaikan.
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Ekternal

4. Apakah bapak selalu menerapkan sistem monitoring / suvervisi terhadap
pekerjaan yg dilakukan SKPD ? dan apa kendalanya?
Jawaban :
“Ya, Klo untuk memonitoring ya melalui laporan yang diserahkan oleh
SKPD saja.kita selalu mengingatkan apabila ada SKPD yang belum
menyerahka atau progres kegiatannya masih kecil bisa melalui telpon atau
melalui surat resmi. Banyaknya kegiatan dan SKPD yang ada tentunya lebih
mempersulit pengawasan.
“Kendala utama adalah mungkin tingkat eselon yang rendah dari Pimpinan
SKPD, sehingga kan tentunya masih ada rasa segan, Namun saya biasanya
lebih sering berkomunikasi dengan Sekertaris atau kabid yang membidangi
biar lebih enak dan lebih cepat juga.
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TRANSKRIP WAWANCARA
Judul . : Efektifitas Koordinasi Pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan

Informan : Asisiten Perekonomian Dan Pembangunan Setda Kabupaten Bulungan

A. Komunikasi Yang Efektif

1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapak, diharuskan untuk
berkomunikasi dgn pihak lain, bagaimana pelaksanaan komunikasi dan
metode komunikasi yang dilakukan di Bagian Pembangunan Setda
kab.Bulungan ?
Jawaban :
“Komunikasi yang dijalankan dalam melaksanakan tugas dan fungsi saya
tentunya secara formal dan sesuai dengan struktur organisasi kami, dimulai
dari adanya instruksi yang diberikan oleh Sekda kepada asisten, dilanjutkan
dari asisten kepada kepala bagian dan seterusnya hingga pada pelaksana
baik. Jenis komunikasinya juga variatif, kadang secara lisan, tulisan, dan bias
juga melalui disposisi. Tetapi tidak menutup kemungkinan dalam kondisi
tertentu komunikasi yang terjadi tidak terlaksana secara formal, biasanya
komunikasi seperti itu terjadi pada saat saya tidak berada ditempat atau ada
urusan lain dan saat yang sama Sekda memberikan instruksi dan
membutuhkan tanggapan yang cepat sehingga langsung memberi perintah
ke Kabag. Namun, Kabag di bawah saya tetap melaporkan secara formal
kepada saya jadi tidak informasi yang ada tidak terputus. Ya difleksibelkan
saja dalm kondisi-kondisi tertentu selama itu untuk kepentingan dan tujuan
bersama.”

2. Bagaimana perintah/intruksi yang bapak berikan kepada bawahan dapat
dijalankan dan apakah ada umpan baliknya ?
Jawaban :
“Biasanya instruksi atau perintah yang saya berikan atau teruskan ke bawah
(Kabag) berupa instruksi langsung melalui tatap muka. Harapannya dengan
begitu esensi dari instruksi yang saya berikan dapat secara keseluruhan
dipahami. Tapi terkadang juga lewat telepon misalkan saya atau Kabag di
bawah saya sedang tidak di tempat, bahkan dalam kondisi tertentu saya
sampaikan lewat disposisi sesuai struktur yang ada. Umpan balik tentunya
ada dan terlaksana dengan baik dan sedikit banyak sudah sesuai dengan
instruksi yang saya berikan”

3. Apakah bapak sudah merasa komunikasi yang dilakukan telah efektif ?
(ya/tidak ) Berikan alasan

Jawaban :
“Soal komunikasi efektif di internal sih bisa dibilang sudah berjalan secara

efektif, saya dengan bawahan saya (Kabag) sudah menjalin komunikasi
struktural yang sesuai, jadi. informasi yang ada selalu tepat maksud dan

tujuan.
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4. Kendala apa saja yg dihadapi dalam melakukan komunikasi secara internal?
! Jawaban :

5 “Kendalanya yang terjadi dalam komunikasi internal kami sih biasanya
susahnya berkomunikasi langsung tatap muka, itu kadang karena masing-
masing dari kita (saya dan Kabag) memiliki kesibukan sehingga tidak
memungkinkan untuk ketemu langsung secara rutin.”

B. Kontinuitas

1. Apakah koordinasi internal terkait pelaksanaan pengendalian kegiatan

pembangunan telah berjalan secara berkesinambungan ? (Ya/tidak), alasan?

. Jawaban :
o “Ya, dalam pelaksanaan pengendalian terhadap kegiatan pembangunan
! harus dilakukan koordinasi secara terus-menerus, karena hasil pengendalian
kegiatan yang dilakukan oleh Bagian Pembangunan nanti digunakan
sebagai bahan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daer:

2. Apakah ada kalender koordinasi (jadwal koordinasi) terkait pengendalian
pembangunan?(ya/tidak) bagaimana pelaksanaannya ?
Jawaban :
“Jadwal rapat koordinasi atau Rakoldal sudah diatur dalam perbup yaitu
- setiap bulan untuk masing-masing SKPD dan setiap triwulan untuk seluruh
SKPD, secara internal mungkin saya serahkan masing-masing Kepala
Bagian saya hanya monitor saja.”

pembangunan? Jika ada, tolong jelaskan.

Jawaban :

“Kendala juga pastinya ada di lapangan, seperti pelaksanaan lelang yang
terlambat sehingga mempengaruhi serapan anggaran karena mulai kegiatan
pembangunan juga akan lambat. Selain itu, kurangnya SDM juga menjadi
masalah, belum clear and clean lokasi pelaksanaan pembangunan serta
keadaan iklim yang tak terhindarkan”

|
|
J
! 3. Ada kah kendala yang dihadapi dalam melaksanakan pengendahan
|
|

C. Perumusan Wewenang dan Tanggungjawab Yang Jelas
1. Dalam melakukan tugas dan tanggungjawab, apakah sudah perumusannya
tentang Tupoksi? ( ya/tidak) berikan penjelasan?

Jawaban :

“Tentu, sudah sesuai dengan Peraturan Bupati No. 33 tahun 2016 tentang
| SOTK Sekretariat Daerah. Jadi pemisahan tugas dan kewajiban sudah
sangat jelas. Konsepnya sendiri juga berdasarkan pelaksanaan pemisahan
tugas yang diatur dalam peraturan tersebut dan diterapkan dalam
pengendalian kegiatan pembangunan.”

. 2. Apakah menurut bapak, masing2 individu yang dilimpahi wewenang dan
tanggungjawab tersebut, sudah melakukan kewajibannya sesuai dengan
tugas dan fungsi pokoknya masing2?

Jawaban :
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“Sudah sesuai, masing-masing bidang yang dilimpahkan tugas dan
tanggung jawab sudah melaksanakan tupoksi masing-masing berkaitan
dengan pelaksanaan pengendalian kegiatan pembangunan. Misalnya Kabag
Pembangunan yang mendapat tanggung jawab penuh untuk pengendalian
pembangunan, dia langsung melaksanakan koordinasi yang cukup dengan
bawahan untuk pelaksanaannya.”

3. Pernah kah ada pelimpahan tugas dan tanggungjawab dari atasan ke
bawahan yang tidak sesuai dengan tugas dan fungsi pokok bawahan
tersebut?

-Jawaban :

“pelimpahan wewenang dan tanggung jawab sejauh yang saya tau sih tidak
ada, namun kio membantu yang lain ya ada saja. Misalnya mengahdiri rapat
~-rapat koordinasi yang bukan bidang saya namun tentu atas perintah atasan
yaitu SEKDA, kita harus siap dan melaporkan hasilnya namun sifatnya
hanya membantu Asisten lain yang kebertulan tidak ada ditempat.”

4. Apakendala dalam melakukan perumusan wewenang dan tanggungjawab
tersebut?
Jawaban :
“Kendalanya sejauh ini tidak ada.
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TRANSKRIP WAWANCARA
Judul : Efektifitas Koordinasi Pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan
Informan : Kasubbag Monitoring dan Evaluasi Setda Kabupaten Bulungan

A. Pertanyaan : Fokus bentuk-bentuk Koordinasi

1. Jika dikaji dasar hukum sebagai legalitas pelaksanaan koordinasi diatur
dalam berbagai peraturan perundang-undangan seperti UU No. 23 tahun
2014 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri No.33 Tahun 2008
tentang Pedoman Hubungan Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dalam
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, serta Perbub tentang Tupoksi
Bagaimana Jenis-jenis koordinasi dan kegiatan apa saja yang
dikoordinasikan dengan Perangkat daerah lainnya terkait pengendalian
adminsitrasi pembangunan? ‘
Jawaban :
“Kami dalam penyusunan laporan realisasi fisik dan keuangan seluruh
SKPD se Kabupaten Bulungan tentunya hanya menunggu laporan yang
diserahkan oleh masing-masing SKPD dan merekap hasil yang ada,
sehingga keakuratan dan ketepatan waktu laporan juga tergantung SKPD
tersebut, semakin cepat ya kita juga cepat.”

“Sedangkan untuk monitoring lebih kepada peninjauan kegiatan proyek
secara langsung apakah sudah sesuai dengan progres yang disampaikan ke
kami atau belum, terkadang laporan yang disampaikan kepada kami progres
kegiatan semua bagus ternyata dilapangan belum dikerjakan. Ini menjadi
kendala juga.karena kita melaporkan kepada Bupati tentunya tidak boleh
salah dan monitring terkait permasalahan yang terjadi dalam pelaksanaan
pembangunan.

_ Untuk rapat koordinasi memang sudah menjadi agenda rutin yang diadakan
setiap 3 bulan sekali sebagai bahan evaluasi pelaksanaan kegiatan
pembangunan yang ada sesuai dengan perbub tentang Pedoman pelaksanaan
APBD”, namun tidak menutup kemungkinan rapat koordinasi biasa
dilakukan secara fleksibel ketika terjadi permasalahan dilapangan. Biasanya
SKPD pelaksana menyurati ke Bupati melalui Bagian Pembangunan terkait
permasalahan yang dihadapi misalnya status lahan yang bermasalah
dsb.sehingga dilakukan rapat koordinasi dengan pihak-pihak terkait. dan
Bagian Pembangunan sebagai pelaksana rapatnya.”

B. Komunikasi Yang Efektif
Internal
1. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapak, dlharuskan untuk
berkomunikasi dgn pihak lain, bagaimana pelaksanaan komunikasi dan
metode komunikasi yang dilakukan di Bagian Pembangunan Setda
kab.Bulungan ?
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Jawaban :

“Pelaksanaan komunikasi lebih mengutamakan rasa kebersamaan dan
kekeluargaan karena jumlah pegawai sedikit dan tentunya saya harus
bekerjasama dengan seluruh pegawai baik itu dari segi kebutuhan data
maupun dalam pelaksanaannya. Misalnya kegiatan monitoring ke lapangan,
saya membutubkan data Alokasi Kegiatan Per Kecamatan yang dikelola
kasubbag penyusunan dan pengendalian program dan Data Pemenang
Lelang dari Kasubbag Layanan Pengadaan sebagai pedoman melakukan
monitoring dan dalam pelaksanaannya kami lakukan secara bersama-sama
dengan membagi tim ke 10 kecamatan. Jadi pada intinya semua terlibat dan
saling bekerja sama.”

“Komunikasinya biasa pakai metode diskusi baik dengan atasan, bawahan
atau Kasubbag yang lain. Klo lewat telpon biasanya jika ada suatu yang
mendesak dan membutuhkan umpan balik langsung dan yang bersangkutan
sedang tidak di tempat atau lagi dinas luar. Soal apakah komunikasinya
efektif, ya menurut saya sudah berjalan secara efektif karena segala hal yang:
dikomunikasikan sudah jelas dan dapat langsung dilaksanakan. Kendala
yang terjadi dalam komunikasi apabila kesibukan dari beberapa anggota
terkait urusan kantor dalam waktu yang sama, jadi agak susah untuk
bertemu.”

2. Apakah bapak sudah merasa komunikasi yang dilakukan telah efektif ?
(ya/tidak ) Berikan alasan Internal :

Jawaban :
“efektif, karena komunikasi di bagian pembangunan lebih flesksibel dan

tidak kaku.”

3. Kendala apa saja yg dihadapi dalam melakukan komunikasi secara internal?

‘Jawaban :
“Kendalanya sih tidak ada, selama ini sudah berjalan dengan baik.”

Eksternal

4. Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapak, diharuskan untuk
berkomunikasi dgn pihak lain, bagaimana pelaksanaan komunikasi dan
metode komunikasi yang dilakukan dengan SKPD lainnya ?
Jawaban :
“Komunikasi tentang pelaporan realisasi fisik dan pelaporan keuangan
dengan SKDP lain saya lakukan melalui staf administrasi pelaporan masing-
masing SKPD yang telah ditugaskan berdasarkan SK Bupati Bulungan.
Sedangkan untuk data serta informasi untuk monitoring seperti kontrak,
gambar Kkerja saya biasanya mengkomunikasikan dengan Kabid yang
membidangi atau PPTKnya.”
“ Untuk metodenya, jika komunikasi dengan admin pelaporan atau PPTK
biasanya saya lakukan melalui telepon saja ketika dalam kondisi tertentu
seperti terjadinya keterlambatan penyampaian laporan dan kebutuhan data

untuk monitoring.”
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5. Apakah bapak sudah merasa komunikasi yang dilakukan telah efektif ?
(ya/tidak ) Berikan alasan ?
Jawaban :
“Menurut saya masih belum efektif, karena ketika kami membutuhkan data
cepat ke SKPD masih mengalami hambatan dan responnya lambat.

6. Kendala apa saja yg dihadapi dalam melakukan komunikasi dengan SKPD
lain?
Jawaban :
“Kendala yang terjadi sih biasa di SKPD yang bersangkutan, ada saja alasan
masing-masing SKPD yang terlambat menyampaikan laporan dan
kebutuhan data untuk monitoring karena masing-masing bidang juga
terlambat menyampaikan.”

C. Kontinuitas

Internal

1. Apakah koordinasi eksternal terkait pelaksanaan pengendalian kegiatan
pembangunan telah berjalan secara berkesinambungan ? (Ya/tidak),
alasan?
Jawaban :
“Ya, karena sebelum melaksanakan monitoring ke lapangan terlebih dahulu
dibahas secara bersama-sama mengenai panduan monitoring melalui
formulir yang telah dibuat untuk kebutuhan data monitoring ke lapangan dan
jadwal pelaksanaan serta pembagian tim. Sehingga lebih memudahkan
dalam melaksanakan tugas tersebut.

2. Apakah ada kalender koordinasi ekternal (jadwal koordinasi) terkait
pengendalian pembangunan?(ya/tidak) bagaimana pelaksanaannya ?
Jawaban :
“Sesuai perturan sih ada setiap bulan sebagai bahan evaluasi, namun disini
untuk rapat staf fleksibel bisa sewaktu-waktu bahkan sering kita lakukan
koordinasi untuk membahas pelaksanaan tugas. Rutinnya setiap awal tahun
tentunya sebagai persiapan dalam melaksanakan kegiatan agar semua yang
terlibat dapat melaksanakan tugasnya sedangkan dalam pelaksanaan
koordinasi disini terus dilakukan baik dengan atasan bawahan dan kasubbag
yang lain.”

3. Ada kah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi
pengendalian pembangunan? Jika ada, tolong jelaskan.
Jawaban :
“Biasanya kendala yang sering terjadi itu soal jadwal monitoring saja yang
tertunda, karena disini ada ketentuan bahwa perjalanan dinas harus
didampingi oleh kasubbag tidak boleh staf yang melakukan perjalanan
sendiri, sehingga harus menyesuaikan jadwal kasubbag-kasubbag yang

bersangkutan.”
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Eksternal

4. Apakah koordinasi eksternal terkait pelaksanaan pengendalian kegiatan
pembangunan telah berjalan secara berkesinambungan ? (Ya/tidak),
alasan?

Jawaban :
“ya, Soal kontinuitas sih kami lihat dari laporan realisasi fisik dan keuangan

|
F
|
|
|
| kita yang melibatkan SKPD terkait melalui admin peloporan yang di SK kan
f di Bagian Pembangunan sedangkan untuk monitoring ke lapangan selama ini
% kita berjalan sendiri dengan data yang ada karena terkadang klo harus
‘ menghubungi SKPD yang bersangkutan untuk monitoring bersama agak
‘i repot dan terkendala jadwal.”

|

|

|

|

|

j

I

|

|

5. Apakah ada kalender koordinasi (jadwal koordinasi) terkait pengendalian
pembangunan? (ya/tidak) bagaimana pelaksanaannya ?
Jawaban :
“Sampai saat ini belum ada kalender khusus, tapi bisa saya berikan satu
contoh yaitu idealnya pelaksanaan RAKORDAL dilaksanakan secara
bertahap setiap triwulan namun reainya pelaksanaan RAKORDAL juga
mengalami hambatan sehingga tidak terlaksana sesuai jadwal tersebut
sehingga tidak berjalan secara terus menerus.”

6. Ada kah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi
pengendalian pembangunan? Jika ada, tolong jelaskan.

Jawaban :
“Kendala yang terjadi sih ada, seperti tingkat kepedulian atau komitmen

masing-masing instansi yang terkait masih kurang sehingga koordinasi tidak
berjalan secara maksimal.”

D. Perumusan Wewenang dan Tanggungjawab Yang Jelas

Internal
1. Dalam melakukan tugas dan tanggungjawab, apakah sudah perumusannya

tentang Tupoksi? ( ya/tidak) berikan penjelasan?

Jawaban :

“Ya, Peraturan Bupati tentunya mengatur tugas dan fungsi masing- masing

' jabatan sehingga tidak terjadi tumpang tindih kerjaan, sebenarnya tinggal

| melaksanakan saja sesuai yang diatur didalamnya. Memang kegiatan
; pengendalian seperti pelaporan realisasi fisik/kevangan, monitoring ke

; | lapangan menjadi tupoksi saya, namun dalam hal pelaskanaannya

L dikerjakan secara Tim yang di SK kan. Semua dapat bagian dalam hal

! i' pengendalian administrasi pembangunan, yaitu menghimpun data Alokasi
|

|

L

Kegiatan Masing-masing Instansi, Menghimpun data Monitoring Kegiatan,
Merekaptulasi Laporan Kegaitan SKPD setiap bulannya.”

2. Apa kendala dalam melakukan perumusan wewenang dan tanggungjawab
tersebut?

Jawaban :
“Kendala pelaksanaan tugas dan wewenang yang sering ditemui itu jumlah

pegawai yang sedikit yaitu hanya 9 orang pegawai ASN, masing-masing

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka

|

; |

| ' 152
i

|




43145 pdf
Lampiran 2

kasubbag membawahi 2 orang pegawai. Dengan jumlah pegawai yang
minim harus’ mengendalikan ratusan kegiatan yang tersebar di 10
kecamatan, tentunya sangat merepotkan ditambah jumlah pegawai wanita
lebih banyak dari laki-laki sehingga terkadang monitoring yang dihasilkan
jauh dari memuaskan, terkadang jadwal monitoring terbentur tugas dadakan
diluar tupoksi sehingga jadwal monitoring diundur. tapi kami berusaha
bekerja secara maksimal ditengah keterbatasan.

Eksternal

3. Dalam melakukan tugas dan tanggungjawab terkait pengendalian kegiatan
pembangunan, apakah perangkat daerah lainnya sudah sesuai dengan
peraturan yang ada? ( ya/tidak) berikan penjelasan?
Jawaban :
“Semua SKPD sudah mengetahui tupoksinya masing-masing sehingga
tinggal kesadaran dan komitmennya saja dalam melaksaakan tugas.”

4. Apakendala dalam melakukan perumusan wewenang dan tanggungjawab
tersebut?
Jawaban :
“Kendalanya tidak semua Instansi memahami tugas dan wewengnya
masing-masing, salah satu contoh ya masih saja terlambat menyerahkan
laporan realisasi fisik dan keuangan, tidak adanya laporan terkait
permasalahan yang terjadi dilapangan sehingga kegiatan pembangunan
menjadi terlambat dan terkadang laporan dari SKPD tidak sesuai real
dilapangan, seperti progres laporan diatas kertas lebih besar dari real
dilapangan”

E. Kepemimpinan dan Supervisi

Internal

1. Apakah kepemimpinan atasan anda sudah efektif 7 (Ya/tidak ) seperti apa
kepemimpinannya ?
Jawaban :
“Saya rasa efektif, Kabag selaku atasan saya dalam menjalankan tugas dan
wewenangnya telah melaksanakannya dengan baik, semua pekerjaan
dikoordinasikan kepada bawahan dengan jelas serta memberikan arahan dan
memberikan solusi untuk permasalahan yang dihadapi. Selain itu, atasan
juga memberikan pemahaman serta mau menerima saran dan ide dari
bawahan.

2. Apakah Pimpinan bapak selalu menerapkan sistem monitoring/suvervisi
terhadap pekerjaan bahawannya?

Jawaban :
“Monitoring yang dilakukan atasan dilakukan secara fleksibel, jika ada

pekerjaan yang pada saat itu perlu arahannya, atasan secara langsung
menyampaikan kepada bawahan.”
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Eksternal
3. Apakah bapak selalu menerapkan sistem monitoring / suvervisi terhadap

pekerjaan yg dilakukan SKPD ? dan apa kendalanya?
Jawaban :

| “Saya melihat selama ini pimpinan dapat menjalankan tugasnya dengan baik
sebagai seorang pimpinan. koordinasi dengan kepala SKPD pun berjalan
baik sehingga segala sesuatunya yang berkaitan dengan administrasi
pembangunan tersampaikan dengan baik.”
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Judul

TRANSKRIP WAWANCARA

: Efektifitas Koordinasi Pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan

Informan : Staf Pelaksana Bagian Monitoring dan Evaluasi Setda Kabupaten

Bulungan

A. Komunikasi Yang Efektif

1.

2.

Dalam melaksanakan tugas dan fungsi Bapak, diharuskan untuk
berkomunikasi dgn pihak lain, bagaimana pelaksanaan komunikasi dan
metode komumikasi yang dilakukan di Bagian Pembangunan Setda
kab.Bulungan ?

Jawaban :

“Jalinan komunikasi yang dilakukan sih fleksibel saja dan tidak terlalu kaku,
Kabag atau Kasubbag secara terstruktur memberikan instruksi atau perintah
dengan jelas dan sering melakukan diskusi dengan kami sebagai bawahan
mereka. Kabag dalam berkomunikasi lebih santai dan bersahabat. Soal
perintah sih, cara penyampaiannya juga cukup jelas jadi kami mudah untuk
melaksanakannya.”

“Metode komunikasinya sering teqadl sih bertemu langsung atau tatap
muka. Dengan begitu diskusi bisa berjalan dengan baik, ditambah lagi
diskusi yang sifatnya santai dan kekeluargaan.”

Apakah bapak sudah merasa komunikasi yang dilakukan telah efektif ?

Jawaban :
(ya/tidak ) Berikan alasan

“Sudah efektif, karena komunikasi yang dilakukan fleksibel dan santai
sehingga bekerja lebih tenang.

. Kendala apa saja yg dihadapi dalam melakukan komunikasi secara internal?

Jawaban :
“Untuk kendala tidak ada yang signifikan atau yang dapat menghambat

komunikasi.”

B. Kontinuitas

1.

Apakah koordinasi internal terkait pelaksanaan pengendalian kegiatan
pembangunan telah berjalan secara berkesinambungan ? (Ya/tidak),
alasan

Jawaban :

“Iya, disini setiap awal tahun Kabag Pembangunan mengadakan rapat staf
untuk menjelaskan pelaksanaan kegiatan yang akan dikerjakan, jadi ada
rencananya, sehingga kami disini menyiapkan bahan dan tau tugas masing-
masing mulai perencanaan sampai pada evaluasi nantinya.”

. Apakah ada kalender koordinasi (jadwal koordinasi) terkait pengendalian

pembangunan?(ya/tidak) bagaimana pelaksanaannya ?
Jawaban :
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“Jadwal koordinasi terkait pengendalian kegiatan pembangunan mungkin
pada rapat staf awal tahun ada, untuk pelaksanaannya biasanya Kabag
langsung berkoordinasi kepada masing-masing kasubbag atau staf yang
membidangi.”

. Ada kah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi

pengendalian pembangunan? Jika ada, tolong jelaskan.

Jawaban : : ‘

“Lumrah sih kendala yang terjadi, seperti jadwal monitoring yang sering
berubah-ubah, dan kadang ngikuti jadwal atasan sehingga terhambat dari
segi waktu pelaksanaan.”

C. Perumusan Wewenang dan Tanggungjawab Yang Jelas
1. Dalam melakukan tugas dan tanggungjawab, apakah sudah perumusannya

tentang Tupoksi? ( ya/tidak) berikan penjelasan?
Jawaban :
“Ya, kami sudah dibagi tugasnya masing-masing dan tentunya dilaksanakan

_sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan pimpinan. Soal

pelaksanaanya juga memperhatikan tatanan administrasi untuk
pengendalian kegiatan pembangunan.”

. Apa kendala dalam melakukan perumusan wewenang dan tanggungjawab

tersebut?

Jawaban :

“Kendalanya jumlah pegawai yang minim jadi disini tugas rangkap-
rangkap, saya kadang -kadang diminta membantu kasubbag lain. tapi
sebenarnya bagus juga kita lebih tau semua kerjaan. Misalnya kegiatan
Rakoldal semua pegawai terlibat dan bekerja sama, Pembuatan data alokasi
perkecamatan dikeroyok bersama padahal bukan tugas saya karena untuk
data monitoring ke lapangan.”

D. Kepemimpinan dan Supervisi Yang Efektif
1. Apakah kepemimpinan atasan anda sudah efektif ? (Ya/tidak ) seperti apa

kepemimpinannya ?

Jawaban :

“Ya, Kabag selama ini salalu berkoordinasi dengan baik dengan semua
pegawai, apabila ada tugas yang diberikan biasanya dengan penjelasan cara
mengerjakannya dan memang kabag ini maunya semua pegawai dapat
melasksanakan tugas yang diberikan.

. Apakah Pimpinan bapak selalu menerapkan sistem monitoring/suvervisi

terhadap pekerjaan bahawannya

Jawaban :

“Beliau ini orangnya memiliki tingkat disiplin yang tinggi. Apabila
memberikan tugas pasti nanti ditanya sampai dimana hasilnya, bagaimana
prosesnya, dan sejauh mana keberhasilan dari pelaksaan tugas yang
diberikan. Hal ini membuat kami dituntut untuk lebih disiplin dalam

menjalankan tugas yang diberikan.”

156

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka




. 43145.pdf
Lampiran 2

TRANSKRIP WAWANCARA

Judul : Efektifitas Koordinasi Pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan
Informan  : Sekertaris Bappeda & Litbang Kabupaten Bulungan

A. Komunikasi Yang Efektif

1. Bagaimana pelaksanaan komunikasi dan metode yang /dilakukan dengan
Bagian Pembangunan terkait pengendahan pembangunan‘7
Jawaban :
“Komunikasi dengan Bagian Pembangunan secara garis besar sudah baik
karena memang sama-sama membutuhkan data dan informasi, salah satu
contoh kami membutuhkan data realisasisi fisik dan keuangan kegiatan
pembangunan dan data hasil lelang yang dibutuhkan untuk laporan TEPRA
begitu juga sebalikuya Bagian Pembangunan membutuhkan laporan
kegiatan yang bersumber dari DAK yang dikelola oleh Bappeda untuk
keperluan monitoring. Jadi sama-sama membutuhkan.” Untuk cara
komunikasinya biasa langsung bertatap muka, kadang juga melalui surat
resmi, rapat koordinasi antar staf, bisa juga lewat telepon. Semua tergantung
dari kondisi yang berlaku saja, namun seringnya sih langsung ketemu
disertai dengan surat resmi.”

2. Adakah hambatan/kendala yang bapak, hadapi ketika melakukan
komunikasi dgn Bagian pembangunan? Jika ada, tolong dijelaskan.
Jawaban :

“. Kendala yang terjadi sejauh ini masih taraf wajar karena hanya berkaitan
dengan ketepatan waktu untuk menjalin komunikasi.”

B. Kontinuitas
1. Apakah koordinasi eksternal terkait pelaksanaan pengendalian kegiatan
pembangunan telah berjalan secara berkesinambungan ? (Ya/tidak), alasan?
Jawaban :
“Ya, selama ini Bappeda dan Bagian Pembangunan selalu berkoordinasi
karena sama-sama memiliki tugas dan tentunya masuk dalam SK yang sama
dalam Tim pengendalian.

2. Apakah ada kalender koordinasi eksternal (jadwal koordinasi) terkait

pengendalian pembangunan? (ya/tidak) bagaimana pelaksanaannya ?
Jawaban :
“ada, sesuai kalender memang dilakukan setiap triwulan namun belum
berjalan secara maksimal karena beberapa tahun ini Rakoldal hanya
dilakukan 2 atau 3 kali dalam setahun yang idealnya minimal 4 kali dalam
setahun bahkan tiap bulan jauh lebih baik, jadi harus ada evaluasi terkait
pelaksanaan kegiatan secara berkala sehingga terjadi kesinambungan,
permasalahan yang terjadi dapat diselesaikan secara bersama-sama dan
tentunya tepat waktu.”
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3. Adakahkendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi pengendalian
pembangunan? Jika ada, tolong jelaskan.
Jawaban : :
“ada saja, masalah klasik tentunya masih banyak kepala SKPD yang tidak
pro aktif dalam rapat-rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan berbagai
i alasan dan terkadang diwakilkan kepada staf atau perwakilan yang tidak
{ sesuai bidang sehingga tentunya tidak dapat memberikan keputusan, dll.

C. Perumusan Wewenang dan Tanggungjawab Yang Jelas

1. Dalam melakukan tugas dan tanggungjawab terkait pengendalian kegiatan
pembangunan, apakah perangkat daerah lainnya sudah sesuai dengan
peraturan yang ada? ( ya/tidak) berikan penjelasan?
Jawaban :
“Tentu, sudah diatur dalam pedoman pelaksanaan APBD dan SK Tim
Pengendalian dimana Bappeda dan bagian Pembangunan sama-sama
melakukan aktivitas monitoring dan evaluasi pembangun daerah. Itu kan
merupakan perumusan tanggung jawab yang jelas bahkan melalui sebuah
aturan yang memiliki kekuatan hukum.”

N 2. Apa kendala dalam melakukan perumusan wewenang dan tanggungjawab
! tersebut?
Jawaban :
“Kendalanya sih secara tim tidak ada, masing-masing sudah mengerti tugas
dan wewenang nya masing-masing sesuai aturan dan SK yang berlaku.”

| D. Kepemimpinan dan Supervisi Yang Efektif

! 1. Apakah menurut bapak, Bagaimana kepemimpinan kabag pembangunan
\ selama ini?

| Jawaban :

| “cukup baik, dan dapat bekerja sama.”

| 2. Bagaimana supervisi dalam pengendalian pembangunan yang dikoordinir
oleh Bagian pembangunan selama ini dan apa dampaknya ?

Jawaban :

“Monitoring khususnya monitoring dilapangan yang dilakukan saat ini
hanya sekedar formalitas untuk penyusunan laporan saja, harus lebih
| ditingkatkan lagi karena beberapa tahun ini kita terkendala dengan serapan
' anggaran yang rendah yang dikarenakan masih ada beberapa kegiatan fisik
i yang mengalami keterlambatan dan melebihi tahun anggaran sehingga
~ tentunya berpengaruh terhadap keuangan daerah dan dengan pengendalian
secara teknis yang baik tentunya dapat meningkatkan serapan anggaran.
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Judul

TRANSKRIP WAWANCARA
: Efektifitas Koordinasi Pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan
Informan : Plt Kepala Dinas Pekerjaan umum & Penataan Ruang Kabupaten
Bulungan
Komunikasi Yang Efektif

A.
1.

B.
1.

Bagaimana pelaksanaan komunikasi dan metode yang dilakukan dengan
Bagian Pembangunan terkait pengendalian pembangunan?

Jawaban :

“Komunikasi dengan Bagian Pembangunan untuk infromasi data ya
biasanya kita melaporkan realisasi dan kegiatan setiap bulan Kepada Bupati
melalui Bagian Pembangunan yang memang menjadi tugas kami. dan kami
selalu memberikan infomasi sesuai permintaan Bagian Pembangunan baik
melalui surat resmi atau lewat telpon tergantung kebutuhan data yang
diperlukan, ya disesuaikan gitu lah maksdunya.” Metode komunikasinya
bisa melalui surat resmi, rapat kooordinasi dan telepon tegantung situasi dan
kondisi saja. Karena biasanya memang berjalan sesuai dengan fungsinya

Adakah hambatan/kendala yang bapak, hadapi ketika melakukan
komunikasi dgn Bagian pembangunan? Jika ada, tolong dijelaskan.
Jawaban : :

“Soal kendala sih misalnya Bagian Pembangunan meminta data secara cepat
dan kami ini kan banyak kegiatan tentunya informasi di lapangan harus
menghubungi kabidnya dan kabidnya menghubungi PPTKnya jadi
berjenjang. Selain itu, tidak adanya sistem pelaporan yang berbasis teknologi
tentunya tidak mempermudah dalam berkomunikasi.”

Kontinuitas
Apakah koordinasi eksternal terkait pelaksanaan pengendalian kegiatan

pembangunan telah berjalan secara berkesinambungan ? (Ya/tidak),
alasan?.

Jawaban :

“Untuk kegiatan pengendalian terkait pelaporan realisasi fisik dan keuangan
memang ada admin kami yang ditugaskan dan di SK kan di bagian
pembangunan, sedangkan untuk monitoring ke lapangan, kami tidak pernah
dilibatkan dan kami pun tidak tau klo mereka mau ke lapangan untuk
monitoring yang idealnya dalam melakukan monitoring ini dilakukan secara
bersama-sama jadi hasilnyan pun dapat dipertanggung jawabkan dan tidak
satu arah saja. Jadi untuk koordinasi yang terus-menerus belum terpenuhi
lah.”

Apakah ada kalender koordinasi eksternal (jadwal koordinasi) terkait
pengendalian pembangunan? (ya/tidak) bagaimana pelaksanaannya ?
Jawaban :

“yang jelas koordinasi terkait pengendalian pembangunan ya melalui
rakoldal, Cuma memang ga jelas waktunya dan terkadang mendadak. Dan
terkait permasalahan dilapangan memang biasanya kami menyurati Bupati
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melalui Bagian Pembangunan dan terkadang memang tidak ada tindak
lanjutnya.”

Ada kah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi pengendalian
pembangunan? Jika ada, tolong jelaskan.

Jawaban :

“Yah kendala yang ada sih Cuma masalah di komunikasi saja yang
terhambat. Seperti contoh rakoldal yang mendadak dan ketika monitoring
seharusnya kami dari dinas teknis dilibatkan, paling tidak laporan terkait
pelaksanaan dilapangan berimbang lah”

C. Perumusan Wewenang dan Tanggungjawab Yang Jelas
1. Dalam melakukan tugas dan tanggungjawab terkait pengendalian kegiatan

pembangunan, apakah perangkat daerah lainnya sudah sesuai dengan
peraturan yang ada? ( ya/tidak) berikan penjelasan?

Jawaban :

“Ya, Perumusan wewenang dan tanggung jawab sudah sesuai karena
aturannya jelas yaitu berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2016
yang baru itu, Jadinya yah dalam melaksanakan tugas tentunya sudah sesuai
dengan tanggung jawab masing-masing.”

. Apakah kendala terbesar dalam pelaksanaan pengendalian yang

dilaksanakan oleh bagian pembangunan dengan Instansi yang Bapak pimpin
selama ini ?

Jawaban :
“Sejauh ini kendala yang dirasakan belum ada yang terjadi dan pelaksanaan
pengendalian tetap berjalan sesuai tanggung jawab masing-masing

D. Kepemimpinan dan Supervisi Yang Efektif

1.

Apakah menurut bapak, Bagaimana kepemimpinan kabag pembangunan
selama ini?
Jawaban :
“Saya rasa sudah baik kepemimpinan yang dijalankan. Karena dapat

bekerjasama dan memahami apa yang menjadi tugasnya sehingga sangat

" membantu kami dalam menyelesaikan tugas dan tanggung jawab.”

. Bagaimana supervisi dalam pengendalian pembangunan yang dikoordinir

oleh Bagian pembangunan selama ini dan apa dampaknya ?

Jawaban : .

“suvervisi yang dilakukan terkait laporan realisasi fisik dan keuangan sudah
baik melalui staf admin sebagai penghubung dalam menyampaikan laporan,
namun untuk monitoring lapangan selama ini kami tidak dilibatkan atau
paling tidak ada pemberitahuan sehingga kondisi dilapangan dapat sama-
sama diketahui secara pasti dan terkadang permasalahan yang kami
sampaikan melalui surat pun responnya juga lambat. Bukannya kami tidak
mau menyelesaikan sendiri namun tentunya Bagian Pembangunan sebagai
fungsi koordinasi dan sebagai tangan kanan kepala daerah di bidang
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pembangunan harus lebih pro aktif dalam merespon permaslashan dinas-
dinas. Paling tidak sering mengadakan rapat koordinasi baik itu kegiatan
parsial atau multiyears dan tidak harus menunggu terjadi masalah, baru
diadakan rapat.
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Judul

TRANSKRIP WAWANCARA

: Efektifitas Koordinasi Pada Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah
Kabupaten Bulungan

Informan : Kasubbid Pengukuran dan Pemetaan Badan Pertanahan Nasional

(BPN ) Kabupaten Bulungan

A. Komunikasi Yang Efektif

1.

Bagaimana pelaksanaan komunikasi dan metode yang dilakukan dengan
Bagian Pembangunan terkait pengendalian pembangunan?
Jawaban ; ‘

“Komunikasi secara personal dan kedinasan sih bagus aja, mungkin karena

banyak kenal di Pemda jadi memang lebih mudah koordinasinya. Untuk
metode nya lebih kepada telpon karena sudah kenal dan memang saya yang
sering berueusan dengan Pemda terkait status perijinan lahan pemda.

Adakah hambatan/kendala yang bapak, hadapi ketika melakukan
komunikasi dgn Bagian pembangunan? Jika ada, tolong dijelaskan.
Jawaban : »

“admnistrasi yang tidak lengkap, misal kadang surat resmi tidak
ada,memang sepele tapi secara kedinasan pun dianggap tidak ada.soalnya
data klo tidak secara resmi memang sulit untuk diakomodir karena secara
prosedural seperti itu.

Kontinuitas

. Apakah koordinasi eksternal terkait pelaksanaan pengendalian kegiatan

pembangunan telah berjalan secara berkesinambungan ? (Ya/tidak),
alasan?.

Jawaban :
“pbelum maksimal, kaitannya dengan BPN sih biasanya terkait masalah

status lahan untuk proyek, ya selama ini dilibatkan tekait perijinan atau
pengurusan status lahan biasanya bangunan gedung pemerintah yang
memang menjadi kendala dalam pelaksanaan pembangunan.

. Apakah ada kalender koordinasi eksternal (jadwal koordinasi) terkait

pengendalian pembangunan? (ya/tidak) bagaimana pelaksanaannya ?
Jawaban :

“untuk jadwal sih fleksibel ya, tekait permasalahan tentunya kami ya
libatkan. sebagai masukan saja permasalahan yang terjadi harus sampai
tuntas jadi tidak putus koordinasinya yang terkadang berlarut-larut dan
tentunya berkas-berkas lama akhirnya kadang tercecer dan muncul berkas
baru dengan persamasalahan yang sama.

. Adakah kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan koordinasi pengendalian

pembangunan? Jika ada, tolong jelaskan.

Jawaban :
“koordinasi sebatas permasalahan yang terjadi, ini menjadi kelemahan

biasanya permasalahan tidak sampai tuntas, kita BPN sebagai pelayanan
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publik bidang perijinan sertifikat sih sifatnya membantu, namun memang
pemda melalui SKPD terkait tidak bekerja secara tuntas, setengah-setengah
contohnya kelengkapan adminsitrasi yang lambat tentunya berpengaruh
terhadap pelaksanaan kegiatan.

C. Perumusan Wewenang dan Tanggungjawab Yang Jelas

1. Dalam melakukan tugas dan tanggungjawab terkait pengendalian

kegiatan pembangunan, apakah perangkat daerah lainnya sudah sesuai
dengan peraturan yang ada? ( ya/tidak) berikan penjelasan?
Jawaban :
“Ya, Perumusan wewenang dan tanggung jawab masing-masing saya rasa
sudah ada aturannya, kami BPN tentunya tugas dan wewngannya hanya

'sebatas membantu dalam penyelesaian permasalahan status kepemilikan

lahan. Biasanya permasalahan di pemda ini adminsitrasinya tidak lengkap
dan tidak akurat sehingga kami agak susah untuk mneyelesaikannya dengan
cepat ditambah pergantian personil yang mengurus.

. Apakah kendala terbesar dalam pelaksanaan pengendalian yang

dilaksanakan oleh bagian pembangunan dengan Instansi yang Bapak pimpin
selama ini ?

Jawaban :
“Sejauh ini kendalanya lebih kepada SKPD pelaksana, yang memang sangat

lambat dan belum memahami tugasnya, seperti pengurusan status lahan yang
berlarut-larut.dan kadang kita selalu mengingatkan dan mengarahkan sudah
kita berikan catatan apa saja yang harus dilengkapi, namun masih juga
kurang.

D. Kepemimpinan dan Supervisi Yang Efektif

1.

Apakah menurut bapak, Bagaimana kepemimpinan kabag pembangunan
selama ini?

Jawaban :
“Saya rasa sudah baik kepemimpinan yang dijalankan sudah baik, karena

Bagian Pembangunan memang sebagai peghubung SKPD dengan instansi
vertikal terkait pelaksanaan pembangunan untuk urusan status lahan.

. Bagaimana supervisi dalam pengendalian pembangunan yang dikoordinir

oleh Bagian pembangunan selama ini dan apa dampaknya ?

Jawaban :

“suvervisi perlu ditingkatkan, terutama dari segi perencanaan, masih ada
kegiatan yang sudah berjalan namun status lahannya masih belum clear n
clean, ini menjadi catatan dan evaluasi kedepan agar kegiatan yang
dilaksanakan tidak terhambat oleh status lahan yang tentunya apabila tidak
diperhatikan akan berbenturan dengan masyarakat.
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